Pemerintah Kabupaten Bangka

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
1. Kondisi Geografis Daerah

a. Batas Administrasi dan Luas Wilayah

Kabupaten Bangka memiliki luas wilayah 2.950,68 Km? dengan
Sungailiat sebagai ibukota kabupaten. Secara administratif, Kabupaten
Bangka terdiri atas 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Sungailiat, Pemali,
Merawang, Mendo Barat, Puding Besar, Riau Silip, Belinyu dan Bakam
dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: (i) sebelah utara berbatasan
dengan Laut Natuna; (ii) sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna;
(iii) sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah dan
Kota Pangkalpinang; dan (iv) sebelah barat berbatasan dengan

Kabupaten Bangka Barat.

b. Kondisi Topografis
Tanah di daerah Kabupaten Bangka mempunyai PH rata-rata di
bawah 5, didalamnya mengandung mineral bijih timah dan bahan galian
lainnya seperti: Pasir Kwarsa, Kaolin, Batu Gunung dan lain-lain. Bentuk
dan keadaan tanahnya adalah sebagai berikut :

= 4% berbukit seperti Gunung Maras lebih kurang 699 meter, Bukit
Pelawan, Bukit Rebo dan lain-lain. Jenis tanah perbukitan tersebut
adalah komplek Podsolik Coklat Kekuning-kuningan dan Litosol
berasal dari Batu Plutonik Masam.

* 51% berombak dan bergelombang, tanahnya berjenis Asosiasi
Podsolik Coklat Kekuning-kuningan dengan bahan induk Komplek
Batu Pasir Kwarsit dan Batuan Plutonik Masam.

= 20% lembah/datar sampai berombak, jenis tanahnya asosiasi Podsolik

berasal dari Komplek Batu Pasir dan Kwarsit.
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25% rawa dan bencah/datar dengan jenis tanahnya Asosiasi Alluvial

Hedromotif dan Glei Humus serta Regosol Kelabu Muda berasal dari

endapan pasir dan tanah liat.

c¢. Kondisi Geohedrologi

Pada umumnya kondisi geohidrologi di Kabupaten Bangka lebih di

dominasi oleh air permukaan sungai-sungai di daerah Kabupaten Bangka

berhulu di daerah perbukitan dan pegunungan yang berada di bagian

tengah Pulau Bangka dan bermuara di pantai laut. Jadi di Kabupaten

Bangka kondisi hidrologinya terdiri dari kondisi sungai sebagai air

pemukaan dan kondisi klimatologi.

Sungai

Secara detail, terdapat 38 (tiga puluh delapan) aliran sungai di

Kabupaten Bangka, salah satunya Sungai Batu Rusa yang merupakan

sungai te anjang dengan panjang mencapai 31.250 m yang terletak di

Kecamatan Merawang. Nama dan panjang sungai-sungai di Kab.

Bangka dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Nama-Nama Sungai yang ada Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bangka
Kecamatan Nama Sungai Panjang Nama Sungai Panjang
(m) (m)

S. Panji 10.000 | S.Belinyu 6.000
S. Pasir 5.000 | S.Berok 6.000
S. Pejem 4.500 | S. Romodong 3.000
. S. Tengkalak 2.000 | S.Bubus 4.000
1. | Belinyu . Jeliti 3.000 | S. Sembuang 5.000
S. Bayat 9.000 | S.Sekak 5.000
S. Layang 12.000 | S.Buntang 1.500

S. Jelutung 12.000
S. Tengkalak 5.000 | S. Mapur 21.250
2. | Riau Silip S. Bedukang 900 | S. Semubur 3.000
S. Deniang Laut 1.300 | S.Perimping 2.750
S. Telang 5.000 | S.Layang 32.500

3. | Bakam S. Mabat 15.000

4. | Merawang S. Baturusa 31.250
S. Perai 10.000 | S.Kayubesi 500
. S. Keran 8.000 | S.]Jeruk 15.000
5. | Puding Besar S. Kotaw%;ringin 20.000 | S. Lubang 6.000

S. Air Pandan 20.000
S. Menduk 26.500 | S.Penagan 2.500
6. | Mendo Barat S. Rukam 20.000 | S.Penjirang 5.000
S. Sembilang 2.000 | S. Kelapabingil 3.000

Sumber : Bangka Dalam Angka 2014
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Klimatologi

Iklim Kabupaten adalah beriklim tropis dengan variasi curah hujan

antara 84,5 hingga 406,2 mm tiap bulan untuk tahun 2015, dengan

curah hujan terendah pada bulan agustus. Suhu rata-rata daerah

Sungailiat berdasar data dari Stasiun Meteorologi Pangkalpinang

menunjukan variasi antara 26,2 hingga 27,8 derajat celcius sedangkan

kelembaban udara antara 80 hingga 87 % pada tahun 2016.

Tabel 2.2
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan

di Kabupaten Bangka Tahun 2016

No Bulan Curahiinian Hari Hujan
(mm)
1. Januari 43,20 21
2. Februari 183,90 25
3. | Maret 102,40 25
4. | April 37,50 24
5. | Mei 95,80 20
6. | Juni 66,10 18
7. | Juli 21,50 19
8. Agustus 38,70 17
9. September 69,00 17
10. | Oktober 61,60 24
11. | November 27,80 26
12. | Desember 23,80 23

Sumber: Stasiun Meteorologi Pangkalpinang 2017

Suhu Udara. Kelembaban Udara dan

Tabel 2.3

Penyinaran Matahari Rata-rata Menurut Bulan
di Kabupaten Bangka Tahun 2016

No Bulan Kelembaban Udara Penyinaran
Suhu Udara .
Rata-Rata (%) Rata-Rata (°C) Matahari Rata-
Min Max rata (%)
1. | Januari 63,0 96,0 27,2 43,9
2. | Februari 70,0 97,0 26,6 35,2
3. | Maret 68,0 97,0 27,0 42,9
4. | April 64,0 97,0 27,6 47,4
5. | Mei 65,0 97,0 27,8 47,0
6. | Juni 64,0 96,0 27,5 51,2
7. | Juli 63,0 95,0 27,7 57,1
8. | Agustus 61,0 94,0 27,8 55,0
9. | September 62,0 95,0 27,3 52,8
10. | Oktober 63,0 96,0 26,9 38,9
11. | November 65,0 96,0 26,9 38,6
12. | Desember 67,0 96,0 26,9 24,9
Sumber: Stasiun Meteorologi Pangkalpinang Tahun 2017
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d. Rencana Tata Ruang Wilayah
1. Kawasan Budidaya
Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan
fungsi untuk dibudidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya
alam, manusia dan buatan. Termasuk dalam kawasan budidaya ini
adalah kawasan pertanian, kawasan permukiman, pertambangan dan
industri. Pola ruang kawasan budidaya secara spasial mengarah pada
bagian wilayah Barat-Timur, mencakup wilayah yang berdasarkan
analisis daya dukung lahan tergolong sangat tinggi dan tinggi, baik
untuk pengembangan kawasan budidaya pertanian maupun
perkotaan.
Rencana pola ruang kawasan budidaya terbagi menjadi :
a) Kawasan peruntukkan hutan produksi
Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dapat
diusahakan dan lokasinya tersebar diseluruh wilayah Kabupaten
Bangka dengan luas kurang lebih 70.105,04 ha. Kewenangan untuk
pengembangan dan pemanfaatan hutan produksi berada
sepenuhnya pada Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bangka.
Kawasan hutan produksi yang sudah ditetapkan di
Kabupaten Bangka adalah HP. Belinyu II Bubus ; HP Sekah
Tengkalat; HP Sungailiat Mapur; HP Sungailiat Air Panca; HP
Sungailiat Sigambir; HP Bukit Betung Sambunggiri; HP Sigambir
Parit Lama; HP Baturusa; HP Mabat; HP Air Limau; HP Bukit Rebo;
HP Gunung Maras; HP Kota Waringin; HP Gunung Air Abik; HP
Merawang Lama; HP Lelap Kayu Besi; HP. Bukit Damar; HP Hutan
Nyato; HP Mengkinang; HP. Sungai Sembulan dan lainnya yang
ditetapkan kemudian.
b) Kawasan peruntukkan pertanian terdiri dari :
1) Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah
Berdasarkan hasil analisis peta satuan lahan. kawasan budidaya
pertanian lahan basah di Kabupaten Bangka tersusun atas
satuan tanah alluvium. campuran estuarine dan. marin yang
masih muda, sungai muda, gambut. Lokasi lahan yang cocok

(sesuai) untuk perkembangan pertanian lahan basah terletak di
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Kecamatan Riau Silip, Bakam, Puding Besar, Merawang, Mendo
Barat, dengan luasan lebih kurang 10.346,93 ha. Kawasan
kegiatan peruntukkan pertanian lahan basah dikembangkan
untuk meningkatkan ketahanan pangan strategis Kabupaten

Bangka.

2) Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering
Kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan
pertanian lahan kering lokasinya terletak di Kecamatan Mendo
Barat, Puding Besar, Bakam, Riau Silip, Merawang, Pemali, dan
Kecamatan Belinyu seluas kurang lebih 4.873,94 ha. Kawasan
pertanian lahan kering di Kabupaten Bangka didasarkan pada

kehidupan sosial budaya masyarakat Bangka.

¢) Kawasan peruntukkan perkebunan;

Lahan yang potensial dikembangkan untuk kegiatan
perkebunan di Kabupaten Bangka lokasinya tersebar hampir di
seluruh kecamatan. Kawasan perkebunan diperuntukkan bagi
usaha perkebunan besar, sedang, kecil dan perkebunan rakyat. Luas
peruntukan kawasan perkebunan lebih kurang 56.297,17 ha.
Pengembangan kawasan peruntukkan perkebunan dengan cara
bermitra dengan masyarakat dengan pola Perkebunan Inti Rakyat,
pola Kebun Kelapa Sawit Rakyat, dan pola lainnya dengan tujuan
dan sasaran pemanfaatan sumber daya alam yang menyejahterakan
rakyat secara merata. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan
kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan dan
masyarakat Kabupaten Bangka pada umumnya.

d) Kawasan peruntukkan perkebunan rakyat

Kawasan peruntukkan perkebunan rakyat diletakkan
dibelakang kawasan peruntukan permukiman yang lebar dan
panjangnya bervariasi berdasarkan penggunaan dan kajian
kebutuhan ruang. Kawasan ini hanya diperuntukkan bagi usaha
perkebunan yang tidak membutuhkan perizinan dan dilaksanakan
secara mandiri oleh masyarakat maupun melalui mekanisme
kerjasama dengan pihak lain. Luas perkebunan rakyat yang

dimaksud kurang lebih 42.364,96 ha. Komoditas yang dapat di
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g)

usahakan dalam kawasan ini merupakan komoditas perkebunan
baik komoditas pangan maupun non pangan. Kawasan perkebunan
rakyat dan kawasan perkebunan dikembangkan untuk
meningkatkan efek sebar di seluruh sektor perekonomian.

Kawasan peruntukkan peternakan;

Kawasan peruntukan peternakan lokasinya menyebar
dihampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka. Dalam
mekanismenya kawasan ini dapat terintegral dengan kawasan
peruntukan lainnya selama tidak mengganggu peruntukan
utamanya. Pemerintah Kabupaten Bangka mendorong tumbuhnya
kawasan peternakan di tiap desa untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan, dan menciptakan
harmonisasi pemanfaatan ruang dengan luas peruntukan kawasan
kurang lebih 700 ha.

Kawasan peruntukkan perikanan;

Kawasan perikanan terbagi menjadi kawasan perikanan
darat dan kawasan perikanan tangkap. Kawasan perikanan tangkap
dan budidaya Kabupaten Bangka di pusatkan di Pelabuhan Belinyu,
Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Kelabat, dan
Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kecamatan Sungailiat yang
selanjutnya akan ditingkatkan menjadi Pelabuhan Perikanan
Samudera Sungailiat. Kawasan peruntukan perikanan seluas lebih
kurang 615,89 ha yang difungsikan untuk kegiatan budidaya
perikanan tambak air tawar, payau, dam air laut serta industri
pengolahan hasil perikanan. Untuk daerah potensial budidaya
perikanan tangkap berada pada wilayah yang menjadi kewenangan
Kabupaten. Untuk kawasan perikanan darat (tambak)
diprioritaskan pada kawasan yang memiliki potensi dan tersebar di
beberapa kecamatan sesuai dengan potensinya.

Kawasan peruntukkan pertambangan;

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan pertambangan
dilaksanakan pada wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).
Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang
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diberikan kepada pemegang IUP yaitu pemegang izin untuk

melaksanakan usaha pertambangan. WIUP di Kabupaten Bangka

(di luar minyak dan gas bumi) untuk mineral logam, nonlogam, dan

batuan yang diusulkan ke Pemerintah Pusat yaitu :

- WIUP A seluas 253.052 ha (meliputi Kecamatan Belinyu, Riau
Silip, Bakam, Pemali, Merawang, dan Sungailiat)

- WIUP B seluas 69.900 ha (meliputi Kecamatan Mendo Barat,
dan Puding Besar).

Pola ruang pertambangan di Kabupaten Bangka
menempatkan kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten
Bangka seluas lebih kurang 28.441,33 ha dan peruntukan
pertambangan rakyat seluas lebih kurang 4.125 ha. Pengembangan
kawasan peruntukan pertambangan dilakukan melalui :

- inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha
pertambangan di seluruh wilayabh;

- penetapan aturan zonasi penambangan yang ramah lingkungan;

- menyusun profil investasi, prosedur dan mekanisme perizinan
serta rencana bisnis untuk setiap wilayah pertambangan;

- rehabilitasi lahan pasca tambang;

- pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang
menimbulkan kerusakan lingkungan.

h) kawasan peruntukkan industri;

Salah satu visi dan misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah
Kabupaten Bangka adalah menjadikan Kabupaten Bangka sebagai
daerah industri dan perdagangan. Untuk mewujudkan visi dan misi
tersebut, maka pemerintah daerah melalui Perda nomor 3 tahun
2005 menetapkan kawasan Jelitik Sungailiat sebagai Kawasan
Industri Jelitik seluas 263.26 Ha. Selain itu, rencana peruntukkan
Kawasan Industri di Kabupaten Bangka juga dikembangkan di
Kecamatan Sungailiat, Belinyu dan Merawang dengan luasan lebih
kurang 983,13 ha.

i) Kawasan peruntukkan pariwisata;
Kawasan peruntukan pariwisata diperuntukkan bagi

pengembangan pariwisata dan seluruh kegiatan pendukungnya.
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Kawasan pariwisata di Kabupaten Bangka terdiri dari kawasan
wisata alam, wisata buatan, wisata budaya dan lain-lain. Luas
peruntukan kawasan pariwisata lebih kurang 348,23 ha, yang akan
dikembangkan di Kecamatan Sungailiat, Pemali, Belinyu, Merawang
dan Mendo Barat.

Kawasan pengembangan pariwisata (KPP) terbagi ke dalam 4
kawasan. Pembagian kawasan ini berdasarkan kedekatan dan
aksessibilitas antar objek wisatanya. KPP I mempunyai tema
Ekowisata dan wisata rohani. KPP Il mempunyai tema wisata alam,
rekreatif dan wisata belanja. KPP III bertema sejarah, budaya, dan
pendidikan, dan KPP IV bertema Agrowisata.

Kabupaten Bangka mengembangkan kawasan ecopark di
Kecamatan Merawang seluas lebih kurang 1.000 ha. Kawasan ini
merupakan kawasan terpadu sebagai kawasan tujuan wisata dan
ilmu pengetahuan.

j) Kawasan peruntukkan permukiman terdiri dari :
- Kawasan peruntukkan permukiman perkotaan;

Kawasan permukiman perkotaan Kabupaten Bangka berada di
Kecamatan Sungailiat, Pemali, Mendo Barat dan Belinyu.
Permukiman perkotaan yang saat ini sudah terbentuk adalah
Sungailiat dan Belinyu. Pada masa yang akan datang,
permukiman perkotaan yang diprediksi akan berkembang di
Kabupaten Bangka adalah kawasan kota baru Air Anyir, kawasan
sekitar kampus UBB dan Kota Kecamatan Puding Besar.

Luas permukiman perkotaan di Kabupaten Bangka telah
mengakomodir perkembangan wilayah, dengan memanfaatkan
kawasan yang diperuntukkan bagi masyarakat kota. Luas lahan
peruntukan permukiman perkotaan yaitu lebih kurang 9.680,43
Ha. Permukiman perkotaan di Kota Sungailiat meliputi hampir
seluruh wilayah administrasi Kecamatan Sungailiat, sedangkan
permukiman perkotaan di Kecamatan Pemali meliputi wilayah
Desa Air Ruay dan Desa Karya Makmur. Permukiman perkotaan
di kota Belinyu meliputi Kelurahan Kuto Panji, Kelurahan Air

Jukung, dan Kelurahan Bukit Ketok. Sementara itu, kawasan
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permukiman perkotaan di Kecamatan Mendo Barat meliputi

Desa Kace dan Kace Timur dan di Kecamatan Merawang

meliputi area sekitar Air Anyir dan Mudel (Kota Baru Air Anyir).
- Kawasan peruntukkan permukiman perdesaan;

Kawasan permukiman perdesaan yang ditetapkan di sini
adalah kawasan permukiman perdesaan yang relatif signifikan
luasnya dan menunjukkan ciri-ciri intensitas yang memadai
sebagai kawasan permukiman. Arahan pemanfaatan potensi
lahan untuk pengembangan permukiman di wilayah Kabupaten
Bangka adalah sebagai berikut :

e Kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan
fungsi utama sebagai tempat tinggal;

e Memiliki kemampuan menyediakan tempat
berusaha/bekerja;

e Memiliki ketersediaan prasarana dan sarana permukiman;

e Memiliki aksesibilitas;

e Memiliki jaminan kesehatan lingkungan;

e Memiliki keamanan fisik geografis/tidak rawan bencana;

e Memiliki kemampuan untuk berkembang dan menerima
masukan teknologi.

Berdasarkan hasil analisis dan berbagai pertimbangan di
atas, maka luas lahan peruntukan permukiman perdesaan di
Kabupaten Bangka meliputi seluruh wilayah perdesaan yaitu
lebih kurang 18.364,93 ha.

k) Kawasan peruntukkan hutan rakyat;

Guna meningkatkan kesejahteraan rakyat perdesaan, maka
penataan ruang Kabupaten Bangka mengalokasikan peruntukan
ruang hutan rakyat. Kawasan peruntukan hutan rakyat berada di
belakang kawasan permukiman perdesaan dengan panjang dan
lebar yang diharmonisasikan dengan kawasan peruntukan lainnya.
Kawasan peruntukan hutan rakyat Kabupaten Bangka
penetapannya berada pada kawasan di luar kawasan lindung dan
sebagian kecil berada di dalam hutan produksi dengan istilah

penamaan yang berbeda. Kawasan peruntukan hutan rakyat
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tersebar mengikuti ruas jalan dan permukiman. Luas areal kawasan
peruntukan hutan rakyat lebih kurang 13.861,72 ha dikembangkan
diseluruh kecamatan di Kabupaten Bangka dan difungsikan bagi
kegiatan usaha tanaman kehutanan rakyat.

1) Kawasan peruntukkan lainnya;

Kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan yang
belum memiliki kawasan peruntukkan. Luas kawasan peruntukan
lainnya lebih kurang 693,24 ha meliputi kawasan peruntukan
perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan pemakaman dan
kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa bertujuan untuk
membentuk pusat pertumbuhan masa depan. Kawasan perdagangan
dan jasa dikembangkan di setiap kecamatan menurut skalanya, yaitu
kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa kota Sungailiat,
kawasan perdagangan Belinyu, kawasan perdagangan Pemali yang
dipusatkan di Desa Pemali sebagai pusat pelayanan lingkungan dan
Desa Air Ruay yang melayani pusat kegiatan lokal Sungailiat.
Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa lainnya dipusatkan di
ibukota kecamatan sebagai pusat pelayanan lokal.

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa di Sungailiat dan
Belinyu dikembangkan di sepanjang jalan negara dalam kawasan
perkotaan. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa Air Ruay
dikembangkan untuk mendukung tumbuhya  pusat-pusat
pertumbuhan baru guna menghindari pemusatan aktiftas
masyarakat kota. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa Air
Ruay dengan luas sesuai kebutuhan ruang yang terdiri dari kawasan
terminal Sungailiat tipe B, prasarana dan sarana olah raga berupa
gedung olah raga, ruang terbuka hijau, pusat perdagangan komoditi
tertentu seperti bahan bangunan. showroom mobil, motor, sparepart
kendaraan. bengkel dan lain-lain yang diatur lebih lanjut serta
fasilitas lainnya yang menunjang rencana pembangunan pusat
pertumbuhan baru kota Sungailiat.

Kawasan peruntukan pemakaman dikembangkan di masing-

masing wilayah berupa pemakaman desa, kecamatan dan kabupaten.

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018 II-10



Pemerintah Kabupaten Bangka

Khusus kawasan peruntukan pemakaman kabupaten dikembangkan
di Kecamatan Sungailiat, Merawang dan Pemali. Sementara kawasan
peruntukan pertahanan dan keamanan dikembangkan di Kecamatan

Sungailiat dan Belinyu.

Kawasan Lindung

Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang banyak
terdapat di Kabupaten Bangka. Jumlah luas total hutan, baik hutan
konservasi, hutan lindung maupun hutan produksi mencapai 35 %
dari total luas Kabupaten Bangka. Luas hutan konservasi seluas *
15.783,68 ha berlokasi di Gunung Maras. Luas hutan lindung
sebanyak * 15.799,95 ha dimana lokasinya tersebar di beberapa
kecamatan. Luas hutan produksi adalah * 66.355,48 ha dimana
lokasinya tersebar di beberapa kecamatan. Berdasarkan
perkembangan penduduk yang terdapat di beberapa lokasi yang
berfungsi sebagai kawasan hutan baik itu hutan konservasi, hutan
lindung maupun hutan produksi, maka Pemerintah Kabupaten
Bangka sedang melakukan proses revisi perubahan status kawasan
hutan di Kabupaten Bangka ke lembaga yang berwenang di
pemerintah pusat untuk dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya.

Adapun total luas kawasan yang direvisi adalah seluas +3.159
ha atau sekitar 1,88 % dari luas seluruh Kawasan Hutan sebagaimana
tercantum pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Luas dan Nama Kawasan Hutan berdasarkan fungsinya
di Kabupaten Bangka Tahun 2016

No

Persentase

Kawasan Hutan Luas (+ha) (%)

Hutan Konservasi Gunung Maras 15.783,68 16,11

Hutan Lindung 15.799,95 16,16
a. HLP, Bubus I Belinyu 1.522,26 1,58
b. HLP, Bubus II Belinyu 2.072,53 2,12
c. HLP Sekah Tengkalat 4.374,98 4,47
d. HLP, Sungailiat Mapur 1.656,93 1,69
e. HLP, Bukit Rebo 1.299,00 1,33
f.  HLP Kota Waringin 2.738,15 2,79
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No Kawasan Hutan Luas (+ha) Perioe/:l)t ase
g.  HLP Sembulan 1.033,33 1,05
h. HLP Pejem 1.102,77 1,13

I Hutan Produksi 66.355,48 67,73
a. HP Belinyu I Bubus 1.644,18 1,68
b. HP Sekah Tengkalat 13.557,50 13,84
c. HP Sungailiat Mapur 9.696,40 9,90
d. HP Sungailiat Air Panca 2.357,56 2,41
e. HP Sungailiat Sigambir 1.318,76 1,35
f. HP Bukit Betung Sambunggiri 2.011,08 2,05
g. HP Sigambir Parit Lama 1.168,33 1,19
h. HP Baturusa 836,94 0,85
i. HP Mabat 1.902,27 1,94
j- HP Air Limau 1.197,53 1,22
k. HP Bukit Rebo 666,91 0,68
l.  HP Gunung Maras 6.168,66 6,30
m. HP Kota Waringin 16.593,80 16,94
n. HP Gunung Air Abik 239,94 0,24
0. HP Merawang Lama 394,18 0,40
p. HP Lelap Kayu Besi 388,23 0,40
q. HP Bukit Damar 206,98 0,21
r. HP Hutan Nyato 353,74 0,36
s. HP Mengkinang 5.619,89 5,74
t. HP Sungai Sembulan 32,60 0,03

Luas Total 97.969,11 100,00

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bangka, Tahun 2015

Tabel 2.5

Usulan Revisi Perubahan Status Kawasan Hutan
di Kabupaten Bangka Tahun 2016

Luas .
No Kecamatan Nama Lokasi Kelompok Hutan Usulan Persetu_]uan
Menteri (ha)
(ha)
Dsn. Pejem,
Desa  Gunung | HL. Pejem 124,835 155,50
Pelawan
Dsn. Lubuk
i L D
1 | Belinyu esung - UeS3 | yp Sekah Tengkalat 55,096 43,66
Gunung
Pelawan
Dsn. Bintet,
s P | Hp. Sekah Tengkalat 150,373 102,38
Desa Bintet
RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018 II-12
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No

Kecamatan

Nama Lokasi

Kelompok Hutan

Luas
Usulan
(ha)

Persetujuan
Menteri (ha)

Dsn. Parit 19,
Dsn Parit 14,
Desa  Gunung
Pelawan

HP. Sekah Tengkalat

178,552

134,99

Dsn. Statiun 6,
Desa Gunung
Pelawan

HP. Sekah Tengkalat

66,345

65,07

Dsn. Penyusuk,
Kelurahan
Bukit Ketok

HL. Bubus II

30,000

34,42

Dsn. Tirus,
Desa Lumut

HP. Gunung Maras

45.007

10,36

Dsn. Parit
Lima,
Kelurahan
Bukit Ketok

HL. Bubus

42,865

42,84

Sungailiat

Dsn.  Bedeng
Ake, Hakok,
Matras
Kelurahan
Sinar Baru

HP. Sungailiat Mapur

445,055

182,64

Pantai Matras,
Kelurahan
Sinar Baru

HL. Sungailliat Mapur

115,210

32,60

TPA, Kelurahan
Kenanga

HP. Bukit Betung
Sambung Giri

21.772

0,00

Dsn. Tanjung
Ratu, Desa
Rebo

HP. Merawang Lama

95.370

95,31

Riau Silip

Dsn. Bernai,
Desa Berbura

HK. Gunung Maras

23.891

0,00

Dsn. Bubhir,
Desa Berbura

HK. Gunung Maras

44.741

18,30

Dsn. Bernai,
Desa Berbura

HP. Gunung Maras

61.619

28,25

Dsn. Air Antu,
Desa Deniang

HL. Sungailiat Mapur

49.881

24,34

Dsn. Bedukang,
Desa Deniang

HP. Sungailiat Mapur

50,032

50,03

Pemali

Dsn. Pemali,
Desa Pemali

HP. Sigembir Parit
Lama

95.629

95,55

Dsn. Air Ruai,
Desa Air Ruai

HP. Sigembir Parit
Lama

84.244

84,16

Mendo Barat

Dsn. Labuh,
Desa Labuh Air
Pandan

HL. Kota Waringin

34.793

34,75

Dsn. Balau,
Desa Labuh Air

HP. Kota Waringin

30.119

30,11
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Luas .
No Kecamatan Nama Lokasi Kelompok Hutan Usulan Persetu_]uan
(ha) Menteri (ha)
Pandan
Dsn. Labuh,
Desa Labuh Air | HP. Kota Waringin 167.655 167,59
Pandan
Dsn. Air
E:Ejﬁ"' b ZS]? HP. Kota Waringin 94.687 94,69
Pandan
Dsn. Mudel,
6 Merawang Dsn. Tamran, | HP. Batu Rusa 205.264 207,57
Desa Air Anyir
Dsn. Sungai
Dua, Desa Kota | HL. Kota Waringin 24.462 0,00
Waringin
Dsn. Kota
7 Puding Besar Waringin, Desa | HP. Kota Waringin 177.708 0,00
Kota Waringin
Dsn. Sungai
Dua, Desa Kota | HP. Kota Waringin 404.630 105,14
Waringin
Jumlah 2.919.835 1.840,25

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bangka, Tahun 2015

Gambaran pengembangan wilayah tergambar dalam rencana

pola ruang sebagaimana terdapat dalam peta berikut :

Gambar 2.1
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bangka

Kalupaten Banyhs Baral 5=

b [ Kabupaten Bangka Tengah

TN I 38

PEMERINTAH KABUPATEN BANGHKA|

R PLILR HUAR IAHAY |
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e. Potensi pengembangan wilayah

Setiap wilayah yang ada di Kabupaten Bangka memiliki potensi
sumber daya alam, sumber daya manusia dan kegiatan sosial ekonomi
yang beragam. Dalam rangka mengurangi kesenjangan perkembangan
tiap wilayah, maka diperlukan adanya intervensi yang dapat memberikan
fungsi dan peran yang jelas untuk setiap wilayah sesuai dengan potensi,
hambatan, dan tantangannya dalam bentuk suatu rencana struktur yang
mempunyai hirarki keruangan. Rencana struktur yang dikembangkan
tersebut akan mengoptimalkan masing-masing wilayah sehingga tercipta
pemenuhan kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah yang
lainnya. Apabila sistem pemenuhan kebutuhan terjadi dalam jangka
panjang berarti sistem perekonomian wilayah dapat berjalan sesuai
dengan harapan dan perkembangan ekonomi dapat terwujud.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang lebih  makro
cakupannya, yaitu RTRWN, RTRW Pulau Sumatera, dan RTRW Provinsi
Bangka Belitung, telah ditetapkan arahan atau rencana Sistem Kota-Kota,
yaitu dengan penetapan fungsi pusat pelayanan sampai tingkat PKN
(Pusat Kegiatan Nasional) dan PKW (Pusat Kegiatan Wilayah). Dalam
Sistem Pusat Perkotaan atau Pusat Pelayanan secara nasional, telah

ditetapkan adanya jenjang atau hirarki yang terdiri atas berturut-turut :

e PKN (Pusat Kegiatan Nasional), yang pelayanannya mencakup
beberapa provinsi;

e PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), yang pelayanannya mencakup
beberapa kabupaten;

e PKL (Pusat Kegiatan Lokal), yang pelayanannya mencakup beberapa
kecamatan.

e PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi)

Berdasarkan hierarki tersebut di atas maka rencana sistem kota-kota

yang terdapat di Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : Kota Sungailiat dan Kota Belinyu

2. Pusat Pelayanan Kegiatan promosi (PKLp) : Kecamatan Puding Besar

3. Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) : Desa Petaling, Desa Riau, Desa

Bakam, Desa Pemali dan Desa Batu Rusa.
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WP | Sungailiat

Wilayah Pengembangan I dengan pusat Sungailiat, mencakup
daerah wilayah timur yaitu Kecamatan Pemali dan Merawang. Sebelah
selatan berbatasan langsung dengan Kota Pangkal Pinang, dan sebelah
barat berbatasan dengan Kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat.
Luas WP I relatif kecil apabila dibandingkan luasnya dengan kedua WP
lainnya. WP 1 juga dilalui oleh jalan kolektor primer yang
menghubungkan Kota Pangkal Pinang yang berfungsi sebagai PKW
dengan Kota Sungailiat (PKL) dan Belinyu (PKL) yang di dalamnya
terdapat koridor cepat tumbuh, yaitu di koridor Pangkalpinang -
Sungailiat.

Sarana dan prasarana serta kegiatan yang menonjol di wilayah ini
terutama yang berkaitan dengan fungsi Pangkal Pinang sebagai PKW,
yaitu pengembangan kawasan di sepanjang wilayah belakang Pangkal
Pinang yang meliputi Kecamatan Merawang dan Kecamatan Mendo
Barat. Kawasan Kecamatan Merawang yang meliputi beberapa desa
direncanakan untuk pengembangan kawasan industri di muara Sungai
Batu Rusa, pengembangan wisata dan kota baru air anyir seluas lebih
kurang 1.237 Ha, pengembangan kawasan kota baru beserta sarana dan
prasarana pendukungnya di Desa Air Anyir, kawasan pengembangan
pendidikan tinggi, kawasan pertanian tanaman pangan dan perkebunan
di Balun IJjuk dan Jada Bahrin, serta Kawasan Agropolitan di seluruh
Kecamatan Mendo Barat beserta kawasan pendukungnya seperti
kawasan Pertanian tanaman pangan dan perkebunan di Petaling,
Kemuja, dan kawasan Pendidikan di Petaling dan Paya Benua.

Kecamatan Sungailiat direncanakan sebagai kecamatan wisata
pantai andalan Provinsi Bangka Belitung yang terletak di sepanjang
pesisir timur. Selain itu, juga dikembangkan sebagai kawasan
perdagangan di pusat kota, pembentukan pusat pertumbuhan baru, dan
kawasan permukiman yang memenuhi persyaratan sebagai satu
wilayah ibukota. Kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat tumbuh dan
berkembang adalah berkembangnya industri polutif /perikanan
tangkap di Kawasan Industri Jelitik dan kawasan peruntukan industri

lainnya beserta kawasan pendukungnya, dan perikanan tambak di
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Kecamatan Merawang di sepanjang kawasan diluar sempadan Sungai
Baturusa dan Sungai Selindung.

Wilayah Pengembangan I juga mengembangkan kawasan lindung
dengan lokasi dan luas sesuai kebutuhan, peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku disepanjang sungai, danau atau kolong, mata air
dan lain-lain. Di Wilayah Pengembangan I juga dilengkapi sarana dan
prasarana seperti transportasi darat dan laut, jaringan jalan, listrik,
sistem air minum, pemakaman umum, tempat pengolahan akhir

sampah, drainase, dan lain-lain kebutuhan infrastruktur kota.

WP II Belinyu

WP II dengan pusat di Belinyu, mempunyai wilayah cakupan
Kecamatan Riau Silip. Walaupun hanya mencakup 2 kecamatan,
namun apabila dilihat dari luas wilayahnya, wilayah ini relatif luas.
Wilayah Pengembangan ini juga dilalui oleh jalan kolektor primer
yang menghubungkan Kota Sungailiat - Belinyu. Sebelah utara WP ini
merupakan wilayah pesisir yang dimulai dari Tanjung Merak
kemudian menyusur ke arah utara menuju Tanjung Gudang, Tanjung
Penyusuk kemudian menyusur ke arah barat menuju Tanjung Samak
kemudian menurun ke bawah menuju Tanjung Tengkalat terus
menurun menuju Tanjung Batu.

Ruang yang dapat dikembangkan untuk kegiatan ekonomi dan
diharapkan dapat berkembang di masa yang akan datang
diantaranya adalah :

- Berkembangnya kawasan industri perikanan terpadu di wilayah
Teluk Kelabat yang meliputi kawasan Teluk Kelabat yang berada
di Kabupaten Bangka dan Bangka Barat.

- Kawasan Perkebunan di barat dan selatan, Kawasan Perikanan
tambak di utara dan selatan, kawasan tamanan pangan lahan
kering di utara dan barat, dan kawasan pertambangan di barat
dan selatan.

- Wilayah Pengembangan Il mengembangkan infrastruktur wilayah

seperti jaringan jalan, listrik, sistem air minum, pemakaman
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umum, tempat pengolahan akhir sampah, drainase, dan lain-lain

kebutuhan infrastruktur kota

WP III Puding Besar
WP III dengan pusat Puding Besar, dengan wilayah cakupan

Kecamatan Puding Besar, Bakam, dan Mendo Barat. Di timur

berbatasan dengan Kecamatan Pemali dan Merawang, di selatan

berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah, di utara berbatasan
dengan Kabupaten Bangka Barat, di barat berbatasan dengan Selat

Bangka. Wilayah Pengembangan ini mempunyai wilayah terluas dari

semua WP yang ada dan dilalui oleh jalan kolektor primer yang

menghubungkan PKW Kota Pangkalpinang dengan Muntok dimulai
dari ujung timur di Desa Kace Timur - Puding Besar - Desa Maras

Senang yang berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat.

Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan ekonomi di masa
datang adalah :

e Kawasan Perkebunan di barat dan selatan WP, kawasan tanaman
pangan lahan kering yang membentang dari barat hingga timur,
kawasan pertambangan di tengah dan barat daya serta kawasan
wisata budaya Kota Kapur di Mendo Barat;

e Kawasan Perdagangan dan Jasa di sepanjang perbatasan antara

Desa Kace Timur dan Pangkal Pinang.

f. Wilayah rawan bencana

Secara keseluruhan Kabupaten Bangka bukanlah daerah yang
rawan terkena bencana, seperti bencana banjir atau longsor. Hal ini dapat
dijelaskan karena bentuk morfologi Kabupaten Bangka cenderung datar.
Kondisi yang sering terjadi di Kabupaten Bangka adalah adanya genangan
yang terjadi di beberapa kecamatan tersebar di Kabupaten Bangka akibat
naiknya permukaan laut, air pasang dan musim penghujan. Namun
genangan yang terjadi tidak mengganggu perekonomian dan aktivitas
sehari-hari masyarakat Kabupaten Bangka. Kejadian bencana lainnya

secara sporadis yang sering terjadi di Kabupaten Bangka adalah adanya
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angin puting beliung yang dapat menyebabkan kerusakan beberapa

rumah penduduk di wilayah yang dilalui angin tersebut.

2. Aspek Demografi

a. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Bangka, jumlah penduduk Kabupaten Bangka selama tahun
2012-2016 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tabel
2.6 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten
Bangka mencapai 344.582 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 15,99
persen.

Tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Bangka mengalami
penurunan yang signifikan hingga mencapai 304.185 jiwa dengan laju
pertumbuhan sebesar -11,72 persen dengan kepadatan mencapai 103 per
km?. Namun, ternyata besaran penduduk Kabupaten Bangka pada tahun
2014 kembali mengalami peningkatan yakni sebesar 305.158 jiwa
dengan laju pertumbuhan 0,32 persen dan tingkat kepadatan yang hanya
103 per km? Jumlah penduduk akhir tahun 2013 turun dikarenakan
adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/135/S] tanggal
23 Februari 2013 bahwa data yang dapat digunakan adalah data
penduduk kabupaten/kota yang telah diolah dan dikonsolidasikan dan
dibersihkan oleh Kementrian Dalam Negeri.

Tahun 2015, jumlah penduduk di Kabupaten Bangka kembali
mengalami peningkatan hingga mencapai 309.067 jiwa dengan laju
pertumbuhan sebesar 1,28 persen. Begitu pula pada tahun 2016, dimana
laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangka mengalami peningkatan
menjadi 0,80 persen sehingga jumlah penduduk pada tahun 2016
sebanyak 311.525 jiwa.
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Tabel 2.6

Jumlah Penduduk, Kepadatan per km? dan Laju Pertumbuhan
Penduduk di Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

Laju

Jumlah Kepadat:;m Pertumbuhan

No. Tahun Penduduk per km pendudul
(jiwa) (jiwa) (%)

1. 2012 344.582 117 15,99

2. 2013 304.185 103 -11,72

3. 2014 305.158 103 0,32

4, 2015 309.067 105 1,28

5. 2016 311.525 105 0,80

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, 2017

b. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Grafik 2.1 menggambarkan komposisi penduduk Kabupaten
Bangka menurut jenis kelamin. Selama tahun 2011-2016, jumlah
penduudk Kabupaten Bangka, baik laki-laki maupun perempuan
menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Pada tahun 2016,
jumlah penduduk laki-laki sebanyak 160.915 jiwa atau sebesar 51,65
persen dari total penduduk di Kabupaten Bangka, sedangkan jumlah
penduduk perempuan sebanyak 150.610 jiwa atau sebesar 48,35 persen.
Baik jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan pada tahun 2016
mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dimana
penduduk laki-laki naik 0,98 persen dan penduduk perempuan naik
sebesar 0,60 persen. Namun demikian, persentase jumlah penduduk laki-
laki dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan cenderung
mengalami penurunan selama tahun 2011-2016, yaitu turun sebesar 0,31

persen.
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Grafik 2.1.
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Tahun 2011-2016
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Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, 2017

c. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Grafik 2.2, dapat diketahui bahwa penduduk di
Kabupaten Bangka didominasi oleh penduduk usia muda, yaitu usia 20-39
tahun. Pada tahun 2011, jumlah penduduk tertinggi terdapat pada
kelompok usia 25-29 tahun, yaitu sebanyak 31.620 orang. Selanjutnya, pada
tahun 2012-2015 mengalami pergeseran dimana jumlah penduduk
tertinggi terdapat pada kelompok umur 30-34 tahun, yaitu masing-masing
sebanyak 37.231 orang, 33.463 orang, 31.003 orang dan 29.356 orang.
Jumlah penduduk usia angkatan kerja (15-64 tahun) di Kabupaten Bangka
selama tahun 2010-2015 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun
2014, jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 278.806 orang atau 69,16
persen, turun menjadi 308.243 orang atau sebesar 68,53 persen. Adapun
struktur penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Bangka tahun

2010-2015 tersaji pada grafik 2.3.

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018 II-21



Pemerintah Kabupaten Bangka

Parsen

L b
w2012
42013
2014
w2015
2016

Grafik 2.2,
Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Bangka Tahun 2011-2016 (Persen)
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Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Kelompok Umur

Grafik 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Umur
Di Kabupaten Bangka Tahun 2016
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Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan

Penduduk dan tenaga kerja merupakan sumberdaya yang sangat
berharga bagi suatu wilayah karena menjadi salah satu faktor positif yang
memacu pertumbuhan ekonomi suatu kecamatan. Dengan jumlah
penduduk dan tenaga kerja yang lebih besar, maka suatu wilayah memiliki
pasar yang lebih besar pula, apalagi jika ditunjang oleh kualitas SDM yang
memadai. Dengan kemampuan dan sumberdaya penduduk dan tenaga
kerja yang baik, maka kemungkinan suatu wilayah kecamatan berkembang
akan lebih baik jika dibandingkan dengan wilayah kecamatan yang
berpenduduk lebih kecil dan sumberdaya manusia yang lebih rendah. Dari

aspek lain, makin besar jumlah penduduk dan tenaga kerja di suatu
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2.1.2.

wilayah dapat dinyatakan bahwa wilayah tersebut memiliki faktor penarik
yang lebih besar.

Tenaga kerja merupakan faktor vital dalam kehidupan manusia
baik ditinjau dari sisi ekonomi maupun ditinjau dari sisi sosial. Sisi
ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan dalam upaya
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebaliknya pula sektor-sektor
usaha membutuhkan tenaga kerja (SDM) untuk menggerakkan roda
perekonomian. Sedangkan sisi sosial dari tenaga kerja, berkaitan dengan
pengakuan masyarakat terhadap kemampuan perekonomian.

Grafik 2.4.
Persentase Serapan Tenaga Kerja Menurut Sektor
Kabupaten Bangka Tahun 2013-2016

= Tolal
Tersier
= Sekunder

B Primer

2013 2014 2015 2016 Rataan

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah), 2017

Berdasarkan Grafik 2.4, dapat diketahui bahwa serapan tenaga kerja
di masing-masing sektor berfluktuatif. Serapan tenaga kerja pada sektor
primer dan tersier selama periode 2013-2016 cenderung mengalami
penurunan, sedangkan sektor sekunder menunjukkkan hal sebaliknya.
Adapun rata-rata penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bangka selama
tahun 2013-2016 secara berturut-turut adalah sektor primer sebesar 40,13
persen, sektor tersier sebesar 38,50 persen dan sektor sekunder sebesar

21,37 persen.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka terdiri dari

kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni
budaya dan olahraga. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah

pada aspek kesejahteraan masyarakat dalam menyusun rancangan awal
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RPJMD Kabupaten Bangka terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator
setiap variabel yang akan dianalisis menurut Kecamatan di Kabupaten
Bangka. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri

dari :

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
dilakukan terhadap indikator pertumbuhan PDRB dan laju inflasi Kabupaten
Bangka. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator
kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten

Bangka, sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Bangka yang
diukur dari PDRB cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan Grafik 2.5,
dapat diketahui bahwa PDRB ADHB Kabupaten Bangka pada tahun 2012
sebesar 8,32 triliun rupiah naik menjadi 9,14 triliun rupiah pada tahun 2013
dan sebesar 10,18 triliun pada tahun 2014.

Sementara itu, PDRB ADHB pada tahun 2015 sebesar 11,02 triliun
rupiah mengalami peningkatan menjadi 11,790 triliun rupiah pada tahun
2016. Sedangkan menurut ADHK, PDRB Kabupaten Bangka pada tahun 2012
sebesar Rp. 7,38 triliun rupiah, terus mengalami kenaikan pada tahun 2013
dan 2014 berturut-turut sebesar 7,77 triliun rupiah dan 8,14 triliun rupiah.
Kenaikan tersebut berlanjut hingga 2015 sebesar 8,51 triliun rupiah dan
menjadi 8,91 triliun rupiah pada tahun 2016.

Grafik 2.5
Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016
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Sumber: BPS, 2017
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Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka berdasarkan ADHB dan
ADHK selama tahun 2012-2016 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun.
Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi ADHB sebesar 8,33 persen, turun
sebesar 1,36 persen menjadi 6,97 persen pada tahun 2016. Sementara itu,
menurut ADHK laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 4,81
persen, turun sebesar 0,19 persen menjadi 4,62 persen pada tahun 2016.

Secara umum, fluktuasi ini cenderung disebabkan oleh dua faktor
utama. Pertama, karena terjadinya fluktuasi harga terhadap beberapa
komoditas utama, seperti lada, sawit, karet dan timah. Kedua, karena
kebijakan deregulasi perdagangan komoditi timah dan kebijakan pendirian
smelter. Seperti diketahui, perekonomian Kabupaten Bangka sangat
tergantung kepada kedua komoditi tersebut. Perubahan kebijakan dan
perubahan harga di pasar internasional yang berimbas ke harga di pasar
domestik, secara langsung akan juga berdampak pada kondisi makro ekonomi
Kabupaten Bangka.

Pada tahun 2016, struktur perekonomian Kabupaten Bangka
diproyeksikan cukup berimbang, namun masih didominasi oleh sektor primer
dengan nilai kontribusi sebesar 34,82 persen, yang terdiri dari sektor
pertanian dengan nilai kontribusi sebesar 21,71 persen dan pertambangan
dan penggalian sebesar 12,57 persen. Kontribusi sektor primer tersebut turun
0,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh
penurunan yang cukup signifikan pada subsektor pertambangan dan
penggalian sebesar 0,77 persen.

Sama dengan tahun 2015, kontributor terbesar kedua pada tahun 2016
disumbang oleh sektor sekunder dengan kontribusi sebesar 30,98 persen.
Kontribusi tersebut menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang
justru sebesar 31,48 persen. Kontribusi terbesar pada sektor sekunder
disumbang oleh sektor industri pengolahan sebesar 21,85 persen. kemudian
sektor konstruksi sebesar 8,90 persen, dan sektor pengolahan listrik dan gas
sebesar 0,22 persen.

Kontribusi sektor tersier pada tahun 2016 sebesar 34,73 persen, naik
sebesar 1,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi
pada sektor jasa pendidikan sebesar 0,13 persen. Sementara itu, sektor real

estet mengalami penurunan sebesar 0,02 persen. Kontribusi terbesar sektor
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tersier disumbang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil
dan sepeda motor sebesar 12,90 persen. Kemudian sektor administrasi
pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar 5,08 persen dan
real estet sebesar 3,34 persen. Selengkapnya perkembangan nilai dan
kontribusi sektor dalam PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Bangka
Tahun 2012-2016 tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Bangka Tahun 2012 - 2016

2012 2013 2014 2015
Lapangan Usaha
Juta % Juta % Juta % Juta %

A. | Pertanian, Kehutanan | 1.558.837 18,73 1.814.055 19.98 2.130.118 20,94 2.372.923 21,53
dan Perikanan

B. | Pertambangan dan | 1.386.575 16,66 1.358.769 14.97 1.430.309 14,06 1.471.126 13,35

Penggalian
C. | Industri Pengolahan 2.068.761 24,86 2.218.333 24 .44 2.394.568 23,53 2.481.105 | 22,51
D. | Pengadaan Listrik dan 10.874 0,13 10.527 | 0.0001 16.148 0,16 19.536 0,18
Gas
E. | Pengadaan Air, 1.637 0,02 1.795 0.02 2.007 0,02 2.290 0,02

Pengelolaan Sampah.
Limbah dan Daur Ulang
F. | Kontruksi 662.231 7,96 765.579 8.43 859.679 8,45 966.746 8,77

G. | Perdagangan Besar dan 991.519 11,91 1.098.025 12.10 1.231.190 12,10 1.359.660 12,34
Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor

H. | Transportasi dan 158.273 1,90 183.875 2.03 210.457 2,07 245.218 2,22
Pergudangan

1. Penyediaan Akomodasi 185.198 2,23 214.017 2.36 242.258 2,38 264.148 2,40
dan Makan Minum

J. Informasi dan 152.358 1,83 162.002 1.78 176.027 1,73 195.496 1,77
Komunikasi

K. | Jasa Keuangan dan 212.835 2,56 258.040 2.84 275.376 2,71 299.593 2,72
Asuransi

L. | Real Estet 277.544 3,34 309.279 3.41 349.777 3,44 370.454 3,36

M. | Jasa Perusahaan 18.024 0,22 20.762 0.23 23.725 0,23 26.094 0,24

N. | Adm. Pemerintahan, 375.814 4,52 423.990 4.67 485.540 4,77 548.046 4,97
Pertanahan dan
Jaminan Sosial Wajib

O. | Jasa Pendidikan 141.905 1,71 164.788 1.82 192.049 1,89 226.011 2,05

P. | Jasa Kesehatan dan 73.974 0,89 84.021 0.93 94.464 0,93 103.865 0,94
Kegiatan Sosial

Q. | Jasa Lainnya 45.338 0,54 51.811 0.001 61.111 0,60 70.005 0,64

JUMLAH 8.321.697 | 100,00 | 9.139.667 | 100,00 | 10.174.801 | 100,00 | 11.022.314 | 100,00

Sumber : PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2017 (Data Diolah)

Selengkapnya Perkembangan nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB
atas dasar harga konstan Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016 tersaji pada
tabel berikut.
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Tabel 2.8
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Bangka Tahun 2012 - 2016

2012 2013 2014 2015

L Usah
apangan Hsaha Juta % Juta % Juta % Juta %

Pertanian, Kehutanan | 1.345.666 18,24 1.446.154 = 18,61 1.587.288 19,49 1.695.480 19,92
dan Perikanan
Pertambangan dan | 1.290.348 17,49 1.261.583 | 16,24 | 1.280.830 15,73 1.306.307 15,35
Penggalian

Industri Pengolahan 1.863.672 25,26 1.956.247 | 25,18 1.995.643 | 24,51 2.079.515 24,31
Pengadaan Listrik dan 12.537 0,17 12.869 0,17 14.032 0,17 15.322 0,17
Gas

Pengadaan Air, 1.404 0,02 1.449 0,02 1.525 0,02 1.607 0,02

Pengelolaan Sampah.
Limbah dan Daur Ulang

Kontruksi 574.994 7,79 620.616 7,99 646.899 7,94 681.427 8,00
Perdagangan Besar 861.343 11,67 923.756 | 11,89 966.746 11,87 1.002.779 11,84

dan Eceran, Reparasi
Mobil dan  Sepeda

Motor

Transportasi dan 140.720 1,91 151.730 1,95 163.506 2,01 172.819 2,03

Pergudangan

Penyediaan Akomodasi 157.175 2,13 169.984 2,19 183.073 2,25 188.572 2,23

dan Makan Minum

Informasi dan 144.251 1,96 156.739 2,02 166.529 2,05 178.508 2,10

Komunikasi

Jasa Keuangan dan 184.139 2,50 212.743 2,74 216.761 2,66 223.199 2,62

Asuransi

Real Estet 244.487 3,31 260.005 3,35 281.126 3,45 286.731 3,37

Jasa Perusahaan 15.736 0,21 16.716 0,22 17.949 0,22 18.670 0,22

Adm. Pemerintahan, 317.293 4,30 337.844 4,35 362.890 4,46 385.758 4,58

Pertanahan dan

Jaminan Sosial Wajib

Jasa Pendidikan 118.053 1,60 127.542 1,64 137.178 1,68 147.755 1,74

Jasa Kesehatan dan 66.387 0,90 70.493 0,91 74.930 0,92 78.848 0,93

Kegiatan Sosial

Jasa Lainnya 39.956 0,54 42.646 0,55 46.212 0,57 49.909 0,59
JUMLAH 7.378.161 100,00 | 7.769.116 | 100,00 | 8.143.116 | 100,00 | 8.513.207 | 100,00

Sumber : PDRB Kabupaten Bangka Tahun 2016 (Data Diolah)

Grafik 2.6 menunjukkan PDRB perkapita Kabupaten Bangka. PDRB
Perkapita merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan
untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. PDRB
perkapita merupakan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu
wilayah per periode tertentu. PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per
kepala atau per satu orang penduduk.

Pada tahun 2016, PDRB perkapita Kabupaten Bangka meningkat
menjadi 37,19 juta rupiah, jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar
35,43 juta rupiah. Peningkatan PDRB perkapita tersebut tidak sejalan dengan
tingkat pertumbuhannya, dimana selama tahun 2012-2016 cenderung
mengalami penurunan, namun masih menunjukkan pertumbuhan yang

positif. Pertumbuhan PDRB perkapita pada tahun 2012 sebesar 6,43 persen,
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dan terus mengalami pertumbuhan hingga mencapai 8,96 persen pada tahun
2014, dan kembali melambat menjadi 4,73 persen pada tahun 2016. Selama
periode 2012-2016, PDRB perkapita Kabupaten Bangka rata-rata tumbuh
sebesar 6,90 persen.

Selengkapnya perkembangan PDRB per Kapita dan Laju Pertumbuhan
Kabupaten Bangka tahun 2012 - 2016 tersaji pada tabel berikut.

Grafik 2.6.
PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016
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Sumber: PDRB Kabupaten Bangka, 2017

b. Laju Inflasi

Tabel 2.9 menunjukkan laju inflasi sektoral selama kurun waktu tahun
2012 sampai dengan 2016. Selama kurun waktu tersebut inflasi yang terjadi
relatif rendah yakni di bawah sepuluh persen. Pada tahun 2016 sektor-sektor
yang ada dalam penghitungan PDRB Kabupaten Bangka secara keseluruhan
mengalami inflasi sebesar 2,24 persen. Angka inflasi tahun 2016 ini relatif
lebih rendah dibanding angka inflasi tahun 2015 yang sebesar 5,88 persen.
Sedangkan inflasi pada tahun 2014 dan 2015 merupakan inflasi tertinggi
terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yakni hingga mencapai 5,88
persen.

Sektor yang mengalami inflasi yang paling rendah sebesar 0,49 persen
yakni sektor informasi dan komunikasi, kemudian sektor konstruksi sebesar
2,09 persen. Adapun sektor yang mengalami inflasi yang paling besar yakni
sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 16,59 persen, kemudian sektor jasa
pendidikan sebesar 6,62 persen. Menurunnya inflasi yang mencapai 2,24

persen pada tahun 2016 secara linier dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah
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dalam mengurangi subsidi BBM dalam rangka menjaga fondasi APBN
sekaligus dalam rangka memperkuat pelayanan dasar masyarakat terutama di
bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Kebijakan pengurangan subsidi BBM direalisasikan dengan cara
menaikkan harga BBM. Realisasi kebijakan tersebut diharapkan memiliki
multiplier effect ke semua sektor perekonomian terutama sektor-sektor yang
mempunyai korelasi yang kuat terkait dengan kebijakan tersebut. Sektor-
sektor tersebut seperti sektor transportasi dan pergudangan, kontruksi,
pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan
daur ulang, jasa pendidikan dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Tabel 2.9
Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Bangka
Tahun 2012-2016 (persen)

Tahun Rataan
Lapangan Usaha )
2012 2013 2014 2015 2016 Inflasi
Pertanian, Kehutanan dan 8,10 8,29 6,37 3,78 2,65 5,84
Perikanan
Pertambangan dan Penggalian (1,00) 0,23 3,68 0,85 (0,71) 0,61
Industri Pengolahan 2,24 2,16 5,14 (1,15) | (0,23) 1,63
Pengadaan Listrik dan Gas (7,78) (5,70) 38,42 12,50 16,59 10,81
Pengadaan  Air, Pengelolaan 6,06 6,22 6,31 6,26 3,55 5,68
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi 7,16 7,11 7,73 5,58 2,09 5,93
Perdagangan Besar dan Eceran, 7,15 3,26 6,38 6,48 6,27 6,01
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan 571 7,75 6,21 891 2,57 6,23
Penyediaan = Akomodasi  dan 9,83 6,85 5,10 5,85 5,01 6,53
Makan Minum
Informasi dan Komunikasi 2,49 (2,14) 2,27 3,61 0,49 1,34
Jasa Keuangan dan Asuransi 9,20 4,94 4,74 5,58 2,55 5,40
Real Estat 5,58 4,78 4,60 3,84 3,41 4,44
Jasa Perusahan 7,88 8,44 6,42 5,64 3,80 6,44
Administrasi Pemerintahan, 6,21 5,96 6,61 6,18 2,86 5,56
Pertanahan dan Jaminan Sosial
Wajib
Jasa Pendidikan 11,84 7,49 7,26 9,26 6,62 8,49
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 6,52 6,97 5,77 4,49 2,13 5,18
Sosial
Jasa Lainnya 6,33 7,07 8,85 5,07 5,22 6,51
PDRB dengan Migas 4,57 4,30 5,88 5,88 2,24 4,57

Sumber: PDRB Kabupaten Bangka, 2017
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c. Indeks Disparitas Antar Wilayah

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan antarkecamatan
di Kabupaten Bangka selama kurun waktu 2012-2016, digunakan teknik
analisis Indeks Williamson.

Grafik 2.7
Indeks Williamson
Kabupaten Bangka Tahun 2012 - 2016
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Grafik 2.7 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan
antar kecamatan di Kabupaten Bangka cenderung menurun dengan rentang
nilai indeks sebesar 0,221 - 0,191. Angka tersebut menunjukkan bahwa
ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah (kecamatan) di Kabupaten
Bangka termasuk dalam Kkategori ketimpangan rendah. Artinya bahwa
pembangunan ekonomi di Kabupaten Bangka dapat terdistribusi secara

merata di seluruh wilayah kecamatan.
d. Koefisien Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering
digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara
menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah
kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu
variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam)

yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 dan 1. Semakin
besar angka ini berarti semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran
antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Indeks Gini

bernilai nol artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara indeks gini
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bernilai satu berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan
Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut :

= GR < 0.4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah

= (0.4 <GR<0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)

= GR> 0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Dalam konteks Kabupaten Bangka, terlihat bahwa secara umum pada
periode 2012-2016, Gini Ratio berkisar pada angka 0,259 hingga 0,303, ini
berarti bahwa Kabupaten Bangka termasuk wilayah yang memiliki
ketimpangan pendapatan yang rendah. Hal ini berarti bahwa kue
pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir golongan masyarakat
tertentu, namun dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara
merata.

Ketimpangan pendapatan ini cenderung mengalami perbaikan dari
tahun ke tahun. Pada tahun 2012, Gini Ratio berada pada angka 0,298. Angka
ini meningkat hingga menjadi 0,303 di tahun 2013 dan turun pada tahun 2014
menjadi 0,300. Pada tahun 2015, koefisien Gini turun menjadi 0,259 dan

kembali meningkat hingga mencapai 0,282 pada tahun 2016.

Grafik 2.8
Perkembangan Koefisien Gini di Kabupaten Bangka
Tahun 2011 - 2015

0,21

0.3
0,29
n.za 0,282
0,27
0,26
0,25
o,24
0,23

2012 2013 2014 2015 20186
Indeks Gini

Sumber : BPS, 2017

e. Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia

Tingkat kesenjangan distribusi pendapatan juga dapat diukur dengan
Metoda Bank Dunia. Ketimpangan pendapatan dengan menggunakan ukuran
Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan

penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan
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total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan dengan

menggunakan kriteria seperti berikut :

e Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40
persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari
12 persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki
ketimpangan pendapatan tinggi;

e Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen
terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17
persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki
ketimpangan pendapatan sedang/menengah;

e Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen
terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17
persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki
ketimpangan pendapatan rendah.

Dengan menggunakan kriteria tersebut maka terlihat bahwa Kabupaten
Bangka termasuk dalam wilayah yang memiliki ketimpangan distribusi
pendapatan rendah. Hal ini terlihat dari proporsi jumlah pendapatan
penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah atau kelompok miskin
terhadap total pendapatan seluruh penduduk yang lebih dari 17 persen, yaitu
22,71 persen pada tahun 2012, 23,10 persen di tahun 2013, menurun menjadi
22,83 persen pada tahun 2014, meningkat menjadi 24,31 persen pada tahun
2015 dan kembali menurun menjadi 23,08 persen di tahun 2016.

Selengkapnya distribusi pendapatan Kabupaten Bangka tahun 2012
hingga 2016, tersaji pada grafik berikut :

Grafik 2.9
Distribusi Pendapatan Kabupaten Bangka
Tahun 2012 hingga 2016
24.310
23.100 23.080
22.8
22,710
2012 2013 2014 2015 2016
Kriteria Bank Dunia

Sumber : BPS, 2017
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f. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bangka diarahkan pada
pencapaian indikator sasaran yang mencerminkan sosial ekonomi masyarakat
Kabupaten Bangka yang berupa angka kemiskinan, penduduk di atas garis
kemiskinan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten

Bangka .

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi
dan tidak dapat secara mudah dilihat dari angka absolut. Kemiskinan bukan
hanya diukur dari pendapatan namun juga mencakup kerentanan dan
kerawanan untuk menjadi msikin serta keterbatasan akses masyarakat miskin
terhadap kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka.

Grafik 2.10

Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan
Kabupaten Bangka Tahun 2012 - 2016
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Sumber : BPS, 2017 (Data diolah)

Secara detail, tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan
penduduk di atas garis kemiskinan di Kabupaten Bangka selama periode 2012
- 2016 mempunyai trend yang terus meningkat. Pada tahun 2012 penduduk
di atas garis kemiskinan mencapai 94,43 persen, kemudian meningkat
menjadi 94,60 persen pada tahun 2013, kemudian meningkat menjadi 94,80
persen, kemudian kembali menurun hingga mencapai 94,37 persen pada

tahun 2015 dan kembali meningkat menjadi 94,48 persen pada tahun 2016.
g. Angka kriminalitas yang tertangani

Secara umum, tingkat kriminalitas mempunyai korelasi yang kuat
dengan tingkat Kkesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi dominasi

masyarakat kelas bawah yang memiliki standar hidup di bawah garis
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kemiskinan memiliki kecenderungan tingkat kriminalitas yang tinggi.
Selengkapnya angka kriminalitas yang tertangani Kabupaten Bangka tahun
2012 hingga 2016, tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.10

Angka Kriminalitas yang tertangani
Kabupaten Bangka Tahun 2012 - 2016

No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

1 Jumlah tindak 261 550 555 480 498
pidana

2 | Jumlah penduduk | 314.686 | 304.185 | 305.158 | 309.067 | 311.525

3 | Angka 7,98 18,08 18,19 15,53 9,24

kriminalitas yang
tertangani (per
10.000
penduduk)

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

h. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam konteks Kabupaten Bangka, IPM terus menunjukkan perbaikan,
yang sekaligus juga menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan sudah
mengarah pada pencapaian hasil seperti yang diharapkan. Selengkapnya trend
perkembangan IPM dalam empat tahun terakhir, tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Perkembangan IPM Kabupaten Bangka Tahun 2013-2016

No Indikator 2013 2014 | 2015 2016

1 | Indeks Pembangunan Manusia | 69,34 69,79 | 70,03 70,43

Pengeluaran Per Kapita (000 | 14 <47 | 10679 | 11.781 | 11.960

Rp)

3 Harapan Lama Sekolah 12,01 1233 | 12,36 12,37
(tahun)

4 Rata-rata Lama Sekolah 7 88 7.92 7.94 7.96

(tahun)

5 | Angka Harapan Hidup (tahun) 70,45 | 70,47 | 70,48 70,52
Sumber: BPS, 2017

Tabel 2.11 menunjukkan bahwa selama periode 2013 - 2016, IPM terus
mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, IPM Kabupaten Bangka sebesar
69,34, naik menjadi 69,79 pada tahun 2014 dan terus mengalami peningkatan
sehingga pada tahun 2015 menjadi 70,03 dan 70,43 pada tahun 2016.
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2.1.2.2

Peningkatan indeks tersebut sebagai akibat peningkatan indeks komposit
ketiga variabel pembentuknya.

Dari sisi pendidikan, rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,88 pada
tahun 2013 menjadi 7,96 di tahun 2016. Harapan lama sekolah meningkat
dari 12,01 di tahun 2013 menjadi 12,37 di tahun 2016. Dari sisi kesehatan,
angka harapan hidup meningkat dari 70,45 pada tahun 2013 menjadi 70,52 di
tahun 2016. Dari sisi ekonomi, daya beli masyarakat juga mengalami
peningkatan yang luar biasa, dari 10,65 juta rupiah pada tahun 2013 menjadi
11,96 juta rupiah di tahun 2016. Fakta bahwa terus terjadi peningkatan [IPM
dalam kurun waktu empat tahun terakhir menunjukkan bahwa perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan sudah dijalankan dalam koridor yang benar.
Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial Kabupaten Bangka
dilakukan terhadap indikator-indikator bidang pendidikan, kesehatan,

pertanahan dan ketenagakerjaan.

2.1.2.2.1 Pendidikan

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa
indikator kinerja bidang pendidikan pada fokus kesejahteraan sosial sebagai
berikut :

a. Angka Melek Huruf

Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka (tabel
2.13), menunjukkan bahwa persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang
bisa membaca di Kabupaten Bangka selama periode 2012-2016 cenderung
mengalami fluktatif. Pada tahun 2016, angka melek huruf Kabupaten Bangka
sebanyak 97,77 persen, mengalami penurunan sebesar -0,10 persen
dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian tingkat melek tahun 2016 telah
melampaui target yang direncanakan, dimana pada tahun 2016 ditargetkan

tingkat melek huruf di Kabupaten Bangka sebesar 97,50 persen.
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Tabel 2.12
Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Bangka
Tahun 2012 - 2016

. Realisasi
No Uraian

2012 2013 2014 2015 2016

Persentase = Penduduk yang
1 berusia 15 tahun keatas yang | 96,58 96,74 98,24 97,87 97,77
bisa membaca

2 Angka buta huruf 3,42 3,26 1,76 2,13 2,23

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Sebaliknya, angka buta huruf selama periode yang sama cenderung
terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016, angka buta huruf di Kabupaten
Bangka sebesar 2,23 persen. Pencapaian ini telah melampaui target yang
ditetapkan pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,25 persen.

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar
penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan
formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Tingginya angka rata-rata
lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki
oleh seseorang. Semikin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin
tinggi atau lama jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Selengkapnya perkembangan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten
Bangka tahun 2012 hingga 2016, tersaji pada grafik berikut :

Grafik 2.11
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

Sumber : BPS Kab. Bangka, 2017
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Sebagai salah satu variabel komposit Indeks Pembangunan Manusia,
perkembangan angka rata-rata lama sekolah menunjukkan trend yang terus
meningkat dengan interval antara 7,76 tahun sampai dengan 7,96 tahun.

c. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipas Kasar menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang
mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK
merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di
tingkat pendidian tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang
berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Selengkapnya perkembangan
APK Kabupaten Bangka tahun 2012-2016 tersaji pada grafik berikut :

Grafik 2.12
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

2012 2013 2015

= Angka Partisipasi Kasar SD Anglka Partisipasi Kasar SMP

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

d. Angka Pendidikan yang ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan angka menyelesaikan
pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan dengan
mendapatkan surat tanda tamat belajar atau ijazah.

Selengkapnya perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan
Kabupaten Bangka tahun 2011-2015 tersaji pada grafik berikut :
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Grafik 2.13
Perkembangan Angka Pendidikan yang ditamatkan
Kabupaten Bangka Tahun 2011-2015
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e. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni menunjukkan seberapa banyak penduduk usia
sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan
jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah
dapat bersekolah tepat waktu.

Selengkapnya perkembangan angka partisipasi murni Kabupaten
Bangka tahun 2012-2016 tersaji pada grafik berikut :

Grafik 2.14.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

2.1.2.2.2 Kesehatan

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa
indikator kinerja bidang kesehatan pada fokus kesejahteraan sosial sebagai

berikut :
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Tabel 2.13
Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Kesehatan
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

. . . Tahun
Indikator Kinerja 2012 2013 2014 2015 2016
Angka kematian bayi 9,19 6,96 5,35 4,87 4,36
Angka usia harapan 70,40 70,45 70,47 70,49 70,52
hidup
Persentase balita gizi 2,00 0,78 0,17 0,08 0,06
buruk

Berdasarkan tabel diatas, berbagai indikator kinerja bidang kesehatan
selama kurun waktu 2012 - 2016 terus mengalami peningkatan, angka
kematian bayi menurun sangat signifikan dari 9,19 kematian per 1000
kelahiran pada tahun 2012 menjadi hanya 4,36 kematian per 1000 kelahiran
pada tahun 2016. Agka usia harapan hidup terkoreksi dari 70,40 tahun
menjadi 70,52 tahun pada tahun 2016. Begitu juga, persentase balita gizi

buruk menurun dari 2,00 persen pada tahun 2012 hingga mencapai 0,06

persen saja pada tahun 2016.

Grafik 2.15
Perkembangan Indikator Kinerja Bidang Kesehatan
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

2.1.2.2.3 Pertanahan

Berikut ini disajikan beberapa indikator kinerja bidang pertanahan pada

fokus kesejahteraan sosial sebagai berikut :
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Grafik 2.16
Perkembangan Luas Lahan yang Bersertifikat
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016
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Luas Lahan Bersertifikat

Berdasarkan grafik di atas, perkembangan luas lahan bersertifikat di
Kabupaten Bangka selama kurun waktu 2012-2016 mengalami peningkatan
yang sangat masif, jika pada tahun 2012 persentase luas lahan yang
bersertifikat hanya mencapai 4,44 persen saja, maka pada tahun 2016

persentase luas lahan bersertifikat meningkat hingga mencapai 26,47 persen.
2.1.2.2.4 Ketenagakerjaan

Permasalahan kemiskinan dan pengangguran merupakan isu penting
sekaligus persoalan serius yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan
regional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi
maksimal. Berikut ini disajikan perkembangan indikator kinerja bidang
ketenagakerjaan Kabupaten Bangka tahun 2011-2015.

Tabel 2.14

Perkembangan Indikator Kinerja
Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Tahun 2011-2015

. . . Tahun
UG e Ui h T 2011 2012 2013 2014 2015
Angkatan Kerja yang | 133.488 130.059 132.508 132.128 | 131.559
Bekerja
Angkatan Kerja 137.829 133.769 138.408 | 144.181 | 144.364
Rasio Penduduk yang 0,97 0,97 0,96 0,92 0,91
Bekerja

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi regional
khususnya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari
melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan instabilitas kondisi
geopolitik berbanding lurus dengan kondisi ketenagakerjaan regional. Pada

tahun 2011 rasio penduduk yang bekerja mencapai 0,97, mengalami
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stagnasi pada tahun berikutnya, namun pada tahun-tahun berikutnya
mengalami penurunan hingga mencapai 0,91 pada tahun 2015.

Grafik 2.17
Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja
Kabupaten Bangka Tahun 2011-2015

" Rasio Penduduk yang Bekerja

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap
indikator-indikator seperti : jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya,
jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, jumlah lapangan olahraga,
jumlah gelanggang/balai remaja, rasio gelanggang/balai remaja per 1000
penduduk dan rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk.

Pada tahun 2016, jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya di
Kabupaten Bangka diselenggarakan sebanyak 6 kali sesuai dengan agenda
yang telah ditetapkan. Ketersediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya

sama dengan tahun sebelumnya sebanyak 11 unit.

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018 II-41



Pemerintah Kabupaten Bangka

2.1.3.

Tabel 2.15
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

NO Capaian Pembangunan 2012 | 2013 | 2014 2015 2016

Penyelenggaraan festival seni

1 dan budaya (kali) 18 18 10 10 6
Sarana penyelenggaraan seni

2 dan budaya (unit) 8 8 11 11 11

3 Jumlah Lapangan Olah Raga di 361 366 367 435 434
Kabupaten

4 Jumlah Gelanggang/Balai 10 10 10 10 10

Remaja di Kabupaten

Rasio  Gelanggang/  balai
5 | remaja (selain milik swasta) | 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
per 1000 penduduk

Rasio Lapangan olahraga per 120 120 1.20 141 139

6 1000 penduduk

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tahun 2017
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2017

Dalam mendukung kegiatan remaja di Kabupaten Bangka, pemerintah
menyediakan fasilitas berupa gelanggang/balai remaja sebanyak 10 unit. Di
samping itu, terdapat 434 unit lapangan olahraga yang tersebar di desa-desa
dan kelurahan di setiap kecamatan di Kabupaten Bangka. Jumlah lapangan
olahraga tersebut menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang
hanya tersedia 435 unit. Meskipun ketersediaan lapangan olahraga
meningkat, namun peningkatan tersebut tidak sebanding dengan peningkatan
jumlah penduduk sehingga rasio lapangan olahraga per 1.000 orang
penduduk cenderung turun. Pada tahun 2015, setiap 1.000 orang penduduk
terdapat lapangan olahraga sebanyak 1,41 unit, namun pada tahun 2016

turun menjadi 1,39 unit.
Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa
pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Bangka dalam wupaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari :
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2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap
indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan
daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum,
kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan,
koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, dan perpustakaan.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa
indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah
sebagai berikut:

2.1.3.1.1 Pendidikan
1. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9
(sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak. Mengingat pentingnya
pendidikan dasar, maka diperlukan sistem pembelajaran, kualifiakasi dan
sertifikasi guru yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dalam proses pembelajaran
siswa. Hal ini erat kaitannya dengan hasil belajar siswa yang dapat diukur dari
pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran teori ataupun praktek yang
telah diberikan oleh tenaga pendidik. Disamping itu, beberapa indikator
kinerja terkait dengan pelayanan dasar menjadi ukuran keberhasilan
penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Angka Partisipasi Sekolah disebut APS adalah Proporsi dari semua anak
yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk
dengan kelompok umur yang sesuai. Angka Partisipasi Sekolah merupakan
ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS
merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk
pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah di suatu
wilayah/ daerah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar
jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per
10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini digunakan untuk mengukur

kemampuan dalam menampung penduduk usia pendidikan.
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Selengkapnya perkembangan kinerja pendidikan dasar Kabupaten
Bangka Tahun 2012-2016 tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16
Perkembangan Kinerja Pendidikan Dasar
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

Realisasi
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Angka Partisipasi Sekolah
1 (APS) SD 104,04 102,43 102,99 106,66 107,21
Angka Partisipasi Sekolah
2 (APS) SMP 93,41 80,36 82,96 89,25 91,78
Rasio Ketersedian Sekolah/
3 Penduduk Usia Sekolah 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
4 Rasio Guru/Murid 4,8 4,5 4,0 3,8 3,5
5 Rasio Guru/ Murid Per Kelas 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Rata-rata

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017

Berdasarkan dari data tabel 2.16, menunjukkan bahwa Angka
Partisipasi Sekolah (APS) SD di Kabupaten Bangka selama periode 2012-2016
mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 ke tahun 2013 APS mengalami
penurunan -1,55 persen, tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan 0,55
persen dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan
lagi 3,56 dari tahun sebelumya dan terus mengalami peningkatan 0,52 persen
di tahun 2016. Sedangkan untuk APS SMP di Kabupaten Bangka selama
periode 2012-2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 ke tahun 2013 APS
mengalami penurunan -13,97 dan tahun 2014 mengalami peningkatan 3,24
persen dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan
7,58 persen dari tahun sebelumya dan terus mengalami peningkatan 2,83
persen di tahun 2016.

Berbeda dengan angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia sekolah dan rasio guru/murid mengalami penurunan.
Sampai tahun 2016, rasio ketersediaan sekolah konsisten pada angka 0.5.
Walapun sempat menunjukkan trend meningkat pada tahun 2012, rasio guru/
murid terus menurun hingga 3.5 pada tahun 2016, Sementara itu, rasio
guru/murid per kelas mengalami kondisi stabil sejak 2012 hingga 2016 yakni

sebesar 0.2.
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2. Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan
pendidikan dasar. Dalam tahapan pendidikan ini, lebih ditekankan pada aspek
pembentukan siswa baik kemampuan dalam berinteraksi secara produktif
dalam lingkungan sosial,budaya dan alam sekitar tanpa melupakan sisi
akademik.

Angka Partisipasi Sekolah disebut APS adalah Proporsi dari semua anak
yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk
dengan kelompok umur yang sesuai. Angka Partisipasi Sekolah merupakan
ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS
merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk
pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah di suatu
wilayah/ daerah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar
jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Untuk melihat kinerja Pendidikan Menengah bagi penduduk dalam
pemenuhan akses layanan pendidikan di Kabupaten Bangka, dapat dilihat
pada tabel 2.17 berikut.

Tabel 2.17
Perkembangan Kinerja Pendidikan Menengah
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

N Realisasi
o Uraian
2012 2013 2014 2015 2016

Angka Partisipasi Sekolah

1 (APS) SM 65,48 71,8 69,9 59,7 82,0
Rasio Ketersedian

2 | Sekolah/10.000 Penduduk 32,16 33,03 29,53 21,05 32,99
Usia Sekolah

3 Rasio Guru/100 Murid 4,4 4,4 4,8 3,8 6,0

4 Rasio Guru/ Murid Per 40 44 20,00 25,00 34,00
Kelas Rata-rata
Penduduk yang berusia >

5 | 15 Tahun Melek Huruf 96,58 96,74 98,24 97,87 97,77
(Tidak Buta Aksara)

Berdasarkan dari data tabel 2.17, menunjukkan bahwa Angka
Partisipasi Sekolah (APS) Sekolah Menengah di Kabupaten Bangka selama
periode 2012-2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 ke tahun 2013 APS

mengalami peningkatan sebesar 9,65 persen, tetapi pada tahun 2014
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mengalami penurunan signifikan sebesar -2.65 persen dari tahun sebelumnya
dan pada tahun 2015 mengalami penurunan hingga sebesar -14.59 persen
dari tahun sebelumnya namun kembali mengalami peningkatan 37.37 persen
di tahun 2016.

Rasio ketersediaan sekolah menunjukkan trend yang fluktuatif. Penurunan
tersebut secara signifikan terjadi pada tahun 2015, yakni menjadi 21,05, atau
mengalami penurunan sebesar 8.48 point dari tahun sebelumnya, namun
kemabali meningkat menjadi 32.99 pada 2016. Fluktuasi rasio terjadi untuk
rasio guru/100 murid, dimana terjadi peningkatan bertahap dari tahun 2012
sampai 2015 (4.4 menjadi 3,8), namun meningkat kembali menjadi 6,0.

Untuk rasio guru/murid per kelas, fluktuasi terjadi sejak 2012, dimana
rasio sebesar 4.0 meningkat menjadi 4.4 pada 2013 dan meningkat menjadi
4.8 pada 2014. Besaran rasio berubah pada 2015 dan 2016, dimana 1 guru
bertanggung jawab untuk 20 siswa pada 2015 dan bertanggung jawab
terhadap 34 siswa pada 2016. Sementara itu, persentase penduduk yang
melek huruf sudah baik (>90%), semakin meningkat, dan ditargetkan terus
meningkat walaupun sempat menurun pada tahun 2014. Angka melek huruf

pada tahun 2016 adalah sebesar 97.77 persen.
3. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan adalah semua kebutuhan yang dipelukan oleh
peserta didik dalam rangka untuk memudahkan, melancarkan dan menunjang
dalam kegiatan belajar di sekolah. Supaya lebih efektif dan efisien yang
nantinya peserta didik dapat belajar dengan maksimal dan hasil belajar yang
memuaskan. Kondisi fasilitas yang baik dapat menunjang mutu pendidikan

yang berkualitas.
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Tabel 2.18
Perkembangan Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

Realisasi
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
1 |Sekolah SD Bangunan Baik 92.35 72.68 94.09 89,53 90,28

Sekolah SMP/SMA/SMK

. 83.95 54.76 84.09 85,70 94,19
Bangunan Baik

Berdasarkan dari data tabel 2.18, fasilitas pendidikan di Kabupaten
Bangka sudah cukup baik walaupun mengalami fluktuasi. Persentase SD
dengan bangunan baik pada tahun 2012 dan 2013 dapat dikatakan
mengalami perubahan yang signifikan yaitu sebesar 92.35 persen pada tahun
2012 menjadi hanya 72.68 persen pada 2013. Peningkatan signifikan terjadi
pada tahun 2014, yaitu 94.09 persen atau mengalami peningkatan sebesar
29.46%. Pada tahun 2015, persentase SD dengan bangunan baik jauh lebih
rendah dari tahun sebelumnnya yaitu hanya sebesar 89.53 persen, walaupun
pada tahun 2016 persentase ini kembali meningkat menjadi 90,28 persen.
Sama halnya dengan bangunan SD, persentase SMP/SMA/SMK dengan
bangunan baik selama tahun 2012 - 2016 juga mengalami fluktuasi dengan
persentase terendah pada tahun 2014, yaitu 84.09 persen. Untuk tahun 2016
mengalami kenaikan jika dibandingkan dari tahun 2015, yaitu sebesar 94.19

persen.
4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Persentase PAUD adalah jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan
anak, dibagi dengan jumlah seluruh anak usia 4-6 tahun pada tahun tertentu.
Tabel 2.19

Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

Realisasi
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Pendidikan Anak Usia
1 Dini (PAUD) 34,0 30,5 56,7 72,6 72,8
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Tabel 2.19 menggambarkan bahwa persentase PAUD di Kabupaten
Bangka dalam kurun waktu 2012 - 2016 terus mengalami peningkatan.
Persentase PAUD terendah terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 30.5
persen. Akan tetapi, peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2016, dimana

persentase PAUD mencapai 72.8 persen.
5. Angka Putus Sekolah (APUS)

Angka Putus Sekolah (APUS) adalah persentase jumlah anak yang putus
sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah seluruh siswa

pada jenjang pendidikan tersebut pada tahun tersebut. Untuk angka putus

sekolah
Tabel 2.20
Perkembangan Anak Putus Sekolah (APUS)
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016
Realisasi
No Uraian

2012 2013 2014 2015 2016

Angka Putus Sekolah

1| (aPUS) sD/ M1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,08
Angka Putus Sekolah

2| (APUS) SMP/ MTs 03 0.8 0,5 0,2 0,2

3 Angka Putus Sekolah 195 138 21 0.6 0.4

(APUS) SMA/ SMK/ SMK

Tabel 2.20 menunjukkan situasi APUS di Kabupaten Bangka dalam
kurun waktu 2012 - 2016. APUS SD menunjukkan penurunan yang sistematis,
Hal tersebut dapat dilihat dari APUS SD yang pada tahun 2016 yang sebesar
0,08 persen, APUS SMP yang menurun dari 0.5 persen pada 2014 menjadi 0.2
persen pada 2016, dan APUS SMA yang menurun dari 2.1% pada 2014
menjadi 0.4 persen pada 2016.

6. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah persentase jumlah siswa pada jenjang
pendidikan dan tahun tertentu dibagi jumlah siswa pada jenjang dan tahun
yang sama. Selengkapnya perkembangan angka kelulusan Kabupaten Bangka

tahun 2012 - 2016 tersaji pada tabel berikut.
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Tabel 2.21
Perkembangan Angka Kelulusan (AL)
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

Realisasi

No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016

1 | Angka Kelulusan SD/ MI 98.97 98.98 97.6 99.3 97,97

Angka Kelulusan SMP/

2 MTs 99.4 90.5 99.75 98.2 99,85
Angka Kelulusan SMA/

3 MA/ SMK 98,7 96,9 95,5 95,2 95,90
Angka Melanjutkan (AM)

4 SD/ MI ke SMP/ MTs 97.18 97.99 99.84 98.14 99,91

Angka Melanjutkan (AM)
5 | SMP/ MTs ke SMA/ MA/ | 89.58 98.86 99.41 88.38 95,11
SMK

Guru yang memenuhi
kualifikasi S1/ DIV

55.74 65.13 70,74 70,15 75,97

Berdasarkan tabel 2.21, angka kelulusan di Kabupaten Bangka sudah
baik, dinilai dari peningkatan persentase kelulusan dari tahun ke tahun dalam
kurun waktu 5 tahun. Angka kelulusan SD/MI menurun dari 98,97 persen
pada tahun 2012 menjadi hanya 97,97 persen pada tahun 2016. Angka
kelulusan SMP/MTs meningkat dari 98,2 persen pada tahun 2015 menjadi
99,85 persen pada tahun 2016. Pada level SMA/MA/SMK, angka kelulusan
meningkat dari 98,14 persen pada tahun 2015 menjadi 95,90 persen pada
tahun 2016.

Disis lain ternyata angka kelulusan berbanding lurus dengan angka
melanjutkan di setiap jenjang pendidikan, peningkatan tidak terjadi pada
angka melanjutkan sekolah. Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTS
meningkat menjadi 99.91 persen di 2016 dari 98.14 persen di 2015, dan 88.38
persen di 2015 menjadi 95.11 persen di 2016 untuk AM SMP/MTs ke
SMA/MA/SMK. Sedangkan guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV juga
mengalami trend yang meningkat dari 55,74 persen pada tahun 2012 menjadi

75,97 persen pada tahun 2016.
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2.1.3.1.2 Kesehatan

Kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka tidak terlepas
dari kebijakan nasional dan internasional. Adapun program kesehatan baru
yang dicanangkan PBB yaitu SDG’s sebagai kelanjutan dari program MDG’s,
bertujuan untuk mengkampanyekan pola hidup sehat dan mempromosikan
kesejahteraan bagi semua masyarakat pada segala usia. Pembangunan
kesehatan di Kabupaten Bangka dilaksanakan dalam wupaya untuk
meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas. Kebijakan tersebut
diwujudkan melalui program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana
dan prasarana rumah sakit, puskesmas/pustu dan jaringannya serta
peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Gambaran indikator capaian urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel
di bawah ini :

Tabel 2.22
Perkembangan Kinerja Urusan Kesehatan
di Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

Tahun
No Indikator

2012 2013 2014 2015 2016

1 | Rasio posyandu per

. 7,27 6,89 7,19 7,28 7,43
satuan balita
2 - Rasio puskesmas per 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
satuan penduduk
- Rasio poliklinik per 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
satuan penduduk
- Rasio pustu per 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11
satuan penduduk
3 | Rasio Rumah Sakit per 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02
satuan penduduk
4 | Rasio dokter per satuan 0,30 0,36 0,68 0,82 0,92
penduduk
5 | Rasio tenaga medis per 0,24 0,36 0,24 0,68 0,75
satuan penduduk
6 | Cakupan komplikasi 46,54 79,40 86,00 85,40 82,54
kebidanan yang ditangani

(%)

7 | Cakupan pertolongan 93,37 96,15 92,50 92,69 94,64
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan
(%)

8 | Cakupan Desa/Kelurahan 100 100 100 100 100
Universal Child

Immunization (UCI) (%)
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Tahun
No Indikator
2012 2013 2014 2015 2016
9 | Cakupan Balita Gizi Buruk 100 100 100 100 100
mendapat perawatan (%)
10 | Cakupan penemuan dan 48,84 40,70 41,50 100 100
penanganan penderita
penyakit TBC BTA (%)
11 | Cakupan penemuan dan 100 100 100 100 100
penanganan penderita
penyakit DBD (%)
12 | Cakupan pelayanan 100 100 100 100 100

kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin (%)

13 | Cakupan kunjungan bayi 89,60 105,20 | 96,30 90,00 97,74

(%)
14 | Cakupan puskesmas (%) 150 150 150 150 150
15 | Cakupan pembantu 58,06 53,23 53,23 53,23 53,23

puskesmas (%)

Pada tabel 2.22 di atas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator
urusan kesehatan dari tahun 2012 - 2016 terutama dalam hal cakupan
standar pelayanan kesehatan minimal kepada masyarakat sudah memenuhi
target nasional bahkan ada yang melebihi target, yaitu cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani dari target nasional dengan nilai 80 sedangkan di
Kabupaten Bangka telah mencapai nilai 82,54 pada tahun 2016 dan cakupan
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan dari target nasional dengan nilai 90 sedangkan di Kabupaten
Bangka telah mencapai nilai 94,64 pada tahun 2016.

Berdasarkan tabel di atas untuk nilai rasio posyandu per satuan balita
mengalami perubahan. Pada tahun 2011 - 2012 mengalami kenaikan, namun
pada tahun 2013 mengalami penurunan dan pada tahun 2014 - 2016
mengalami kenaikan lagi. Semakin tinggi nilai rasio posyandu, maka semakin
banyak balita yang dilayani oleh posyandu.

Sedangkan untuk nilai rasio puskesmas, pustu dan rumah sakit per
satuan penduduk dari tahun 2012 - 2016 mengalami kenaikan, walaupun
tidak begitu tinggi. Untuk nilai rasio poliklinik per satuan penduduk dari
tahun 2012 - 2016 tidak mengalami perubahan. Sama halnya dengan nilai
rasio posyandu per satuan balita, untuk nilai rasio puskesmas, poliklinik,
pustu dan rumah sakit per satuan penduduk semakin tinggi nilai fasilitas

kesehatannya, maka semakin banyak penduduk yang dilayani oleh puskesmas,
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poliklinik, pustu atau rumah sakit. Kesesuaian antara fasilitas kesehatan
dengan penduduk yang dilayani akan memberikan hasil yang optimal pada
pelayanannya.

Rasio dokter mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 0,05.
Namun dari tahun 2013 - 2015 mengalami laju peningkatan sebesar 0,06,
0,32 dan 0,14 serta 0,10. Hal ini dikarenakan sebagian dokter umum telah
menyelesaikan program tugas belajar untuk menjadi dokter spesialis.
Sedangkan untuk rasio tenaga medis mengalami perubahan yang fluktuatif
atau berubah-ubah. Pada tahun 2012 - 2013 mengalami peningkatan sebesar
0,12. Pada Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,12, namun pada
tahun 2015 mengalami peningkatan lagi sebesar 0,44. Tahun 2016 mengalami
peningkatan sebesar 0,07.

Cakupan puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) diperlukan
karena bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan fasilitas kesehatan
di masayarakat. Puskesmas biasanya cakupannya adalah kecamatan,
sedangkan pustu cakupannya adalah desa atau kelurahan tergantung jumlah
penduduknya.

Di Kabupaten Bangka memiliki 8 (delapan) kecamatan, 15 (lima belas)
kelurahan dan 62 (enam puluh dua) desa. Sehingga dari data tersebut dapat
dihitung dan diketahui nilai cakupannya. Cakupan untuk puskesmas dari
tahun 2012 - 2016 telah mencapai lebih dari 100 persen, sedangkan untuk
pustu terus mengalami penurunan, pada tahun 2012 sebesar 58,06 persen
dan tahun 2016 sebesar 53,23 persen.

Semakin tinggi nilai cakupan pelayanan suatu fasilitas, maka daya
layanannya semakin baik. Cakupan puskesmas telah mencapai lebih dari 100
persen, yang berarti menunjukkan bahwa puskesmas mampu melayani
wilayah pelayanannya secara maksmum. Sedangkan pada puskesmas
pembantu nilai cakupannya sebesar 53,23 %, hal ini menunjukkan bahwa
puskesmas pembantu belum mampu secara maksimal dalam melayani
wilayah pelayanannya. Cakupan pelayanan pustu perlu ditingkatkan salah

satu caranya dengan menambah jumlah pustu.

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018 II-52



Pemerintah Kabupaten Bangka

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang
keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan
perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah baik itu daerah
perdesaan maupun daerah yang lainnya. Sistem transportasi yang ada
dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan
sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan
ekonomi didaerah ini menyebabkan pengurangan konsentrasi tenaga kerja
yang mempunyai keahlian dan keterampilan pada wilayah tertentu, selain itu
transportasi juga untuk membuka peluang kegiatan perdagangan antar
wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah sehingga mendorong
terjadinya pembangunan antar wilayah. Dengan adanya transportasi
harapannya dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah
perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri
maupun sektor lainnya merata disemua daerah.

Dengan dibangunnya sarana transportasi, kegiatan ekonomi
masyarakat, pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan
pada kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah
dikembangkan. Kegiatan ekonomi masyarakat ini akan berkembang apabila
mempunyai prasarana dan sarana transportasi yang baik untuk aksesibilitas.
Aksesibilitas ini dapat memacu proses interasi antar wilayah sampai ke
daerah yang paling terpencil sehingga tercipta pemerataan pembangunan.

Dalam kaitannya dengan fungsi pelayanan umum, transportasi diartikan
sebagai penyediaan jasa angkutan guna mendorong pemerataan; melayani
kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau, baik di perkotaan
maupun di pedesaan; mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di
wilayah pedalaman dan terpencil; melancarkan distribusi barang dan jasa;
dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah. Khusus untuk
wilayah Kabupaten Bangka, sebagai wilayah perbatasan dan cenderung
terisolasi, transportasi berfungsi untuk mendorong kelancaran mobilitas
barang dan orang serta mempercepat pengembangan wilayah dan
mempererat hubungan antar wilayah.

Walaupun Kabupaten Bangka merupakan kawasan yang berbatasan

dengan laut tetapi alat angkut dan sarana perhubungannya sebagian besar
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menggunakan transportasi darat terutama untuk melayani pergerakan orang
atau barang di dalam wilayah kabupaten maupun antar kabupaten/kota di
dalam wilayah Pulau Bangka. Untuk transportasi darat ini, sarana jalan yang
dimiliki Kabupaten Bangka, yang dapat dimanfaatkan untuk memperlancar
kegiatan ekonomi maupun non ekonomi meliputi jalan provinsi dan jalan
kabupaten/kota.

Kinerja urusan wajib pekerjaan umum Kabupaten Bangka diukur dari

beberapa indikator dengan uraian seperti yang tertera di bawah ini :
1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Panjang jalan nasional, provinsi, kabupaten dan jalan desa pada tahun
2016 adalah 1.344,257 Km. Panjang jalan kabupaten yang berada di bawah
pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka sampai dengan tahun
2016 adalah sepanjang 734,501 Km. Berdasarkan Permendagri Nomor 54
tahun 2010 Indikator panjang proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi
baik diperoleh dari panjang jalan dalam kondisi baik dibagi panjang jalan
seluruhnya yang berarti pada tahun 2015 sebesar 67,25% meningkat menjadi
70,00% dengan target 70,40% sehingga capaiannya 99,80%. Titik berat
pembangunan infrastruktur di Kabupaten bangka dalam masa RPJMD 2014-
2018 salah satunya adalah pembangunan dan rehabilitasi jalan di Kabupaten
Bangka. Melalui program tersebut akses jalan di seluruh Kabupaten bangka

diharapkan dapat mendukung meningkatnya perekonomian di Kabupaten

Bangka.
Tabel 2.23
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016
Jalan dalam Kondisi Baik | 768427 | 855488 | 985,836 985,836 941,049
(Km)
Panjang Jalan | 1394791 | 1385552 | 1329,637 | 1465927 | 1344,257
seluruhnya
Ratio (%) 47,89 55,46 64,34 67,25 70,00

Sumber : Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka, 2017
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2. Rasio Jaringan Irigasi

Realisasi rasio jaringan irigasi Kabupaten Bangka tahun 2015 adalah
90,20% dari 89,50% yang ditargetkan atau mencapai 100,78% dan pada
Tahun 2016 realisasinya mencapai 96,76% dari 92,50% yang ditargetkan
dengan capaian 104,61%. Peningkatan yang mencapai 7,27% ini sebagai
bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan daerah dengan melaksanakan
pembangunan cetak sawah yang dilakukan dalam skala maksimal pada tahun
2016 melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bangka baik dari APBD Kabupaten
Bangka, APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan APBN. Pembangunan
cetak sawah dilaksanakan bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat melalui
kegiatan Upaya Khusus tanaman padi tahun 2016 diharapkan mampu
mendukung upaya ketahan pangan daerah Kabupaten Bangka .

Tabel 2.24

Luas Jaringan Irigasi Kabupaten Bangka
Tahun 2012-2016

URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016
Luas irigasi 2.148 1.309 | 2.860,77 | 2976,60 | 3.193,10
Kabupaten dalam
kondisi baik
Luas irigasi 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
Kabupaten
Ratio (%) 65,09 39,67 86,69 90,20 96,76

3. Rasio Tempat ibadah per Satuan Penduduk

Realisasi untuk rasio tempat ibadah per satuan penduduk Kabupaten
Bangka tahun 2015 adalah 1,01 dari 1,05 yang ditargetkan dengan capaian
96,19%. Namun pada tahun 2016 angka rasio ini menurun menjadi 1,26 dari
1,06 yang ditargetkan dengan capaian 118,86%. Peningkatan ini disebabkan
bertambahnya jumlah pembangunan tempat peribadatan berbagai agama di
Kabupaten Bangka yang cukup tinggi jika dibadingkan pertambahan jumlah
penduduk pada tahun 2016.
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Tabel 2.25

Jumlah Tempat Peribadatan per Satuan Penduduk
di Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Tempat 309 310 313 313 390
Peribadatan
Jumlah Penduduk 294.003 | 298.013 | 304.485| 311.085| 309.975
Ratio (%) 1,05 1,04 1,03 1,01 1,26

Sumber : BPS Kab. Bangka, 2017

4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Realisasi indikator persentase rumah tinggal bersanitasi Kabupaten
Bangka tahun 2015 adalah 85,98% dari 85,90% yang ditargetkan dengan
capaian 100,09%. Pada tahun 2016 angka ini naik menjadi 86,81% dari
86,90% yang ditargetkan dengan capaian hingga 99,90%. Kenaikan ini
merupakan keberhasilan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan (Pokja-AMPL) yang telah mengupayakan tercapainya target
melalui berbagai program mulai dari pembangunan jamban yang didanai dari
APBD Kabupaten (Pemicuan), Program Pembangunan jamban sehat bagi
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui APBD Kabupaten Bangka
2016, Program Pembangunan Rumah Layak Huni APBD Kabupaten Bangka
2016, Program Pembangunan Rumah Layak Huni Dana Bantuan Provinsi
2016, peran serta masyarakat (arisan jamban), peran serta swasta (Corporate
Social Responsibility/CSR) serta program Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM)
lainnya yang intinya memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas
hidup melalui penyehatan lingkungan. Tahun 2011 Kabupaten Bangka telah
berhasil mendapatkan penghargaan dari KSAN atas keberhasilan inovasi
keikutsertaan gender dalam pembangunan sanitasi. Tahun 2012 Kabupaten
bangka juga mendapatkan penghargaan dari MDG’s atas keberhasilannya
dalam program pembangunan sektor air minum dan penyehatan lingkungan,
Tahun 2015 Kabupaten Bangka kembali mendapatkan penghargaan atas
inisiatif kemitraan pembangunan sanitasi dan tahun 2016 Kabupaten Bangka
mendapatkan penghargaan SINOVIK dari Kementerian PAN dan Reformasi
Birokrasi untuk 2 Inovasi yang terkait Sanitasi yaitu SIM Data AMPL Bangka

dan Arisan Jamban.Khusus untuk Arisan Jamban Kabupaten Bangka masuk

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018

II-56



Pemerintah Kabupaten Bangka

kedalam TOP 35 Inovasi Publik (SINOVIK) Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Tabel 2.26

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
di Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Rumah Tinggal | 59.270 | 60.723 | 65.261 | 66.868 70.472
Bersanitasi
Jumlah Rumah Tangga 73.501 74.503 | 76.121 | 77.771 81.180
(%) 80,64 81,50 85,73 85,98 86,81

Sumber : Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka, 2017

5. Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk

Realisasi Indikator rasio tempat pemakaman umum per satuan
penduduk Kabupaten Bangka tahun 2015 adalah 0,21% dari 1,3% yang
ditargetkan dengan capaian 16,15%. Realisasi indikator ini pada Tahun 2016
adalah 0,22% dari 1,4% yang ditargetkan dengan capaian hingga 16,43%.
Terdapat peningkatan capaian luas lahan pemakaman terhadap jumlah
penduduk dikarenakan pertambahan luasan pemakaman pada tahun 2016
dibandingkan pertambahan jumlah penduduk, begitu pula jika dibandingkan
dengan target yang ditetapkan.

Tabel 2.27

Luas Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk
di Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016
Luas Areal Pemakaman | 499,81 | 499,81 | 639,42 653,28 | 705,54
Umum (Ha)
Jumlah Penduduk (Jiwa) | 294.003 | 298.013 | 304.485 | 311.085 | 309.975
Ratio (%) 0,17 0,17 0,21 0,21 0,23

Sumber : Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka, 2017

6. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Realisasi Indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan
penduduk Kabupaten Bangka tahun 2015 adalah 0,14% dari 0,32% yang
ditargetkan dengan capaian 43,75%. Pada Tahun 2016 angka rasio ini

meningkat menjadi 0,19% dari 0,33% yang ditargetkan dengan capaian hanya
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57,58%. Angka capaian indikator ini terhitung sangat kecil dibandingkan
capaian indikator lainnya. Ini disebabkan bertambahnya jumlah penduduk
yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah TPS sebagai tepat
pembuangan sampah secara proporsional pada tahun 2016. Penambahan TPS
juga harus disertai penambahan jumlah pelayanan pengangkutan sampah ke
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk menjaga agar kondisi TPS tetap
kosong setiap harinya sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal oleh
masyarakat.Selain itu perlu dilakukan upaya pengurangan volume sampah
yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melalui pembangunan
TPS3R dan Pengolahan Bank Sampah. Pemanfaatan kembali sampah-sampah
yang dikumpulkan serta pengolahan sampah-sampah organik menjadi pupuk
bila berjalan efektif akan mengurangi volume sampah ke TPA dengan
siginifikan. Selain itu bila APBD Kabupaten Bangka memungkinkan maka
penambahan jumlah pelayanan meliputi Sarana berupa mobil truck
pengangkut sampah beserta Sumber Daya Manusia pengangkut sangat
diperlukan, sehingga penambahan volume sampah akibat penambahan jumlah
penduduk dan aktivitas masyarakat dapat diantisipasi agar indikator ini
meningkat signifikan.
Tabel 2.28

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk
di Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

URAIAN 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
]T“P‘gﬂah Daya Tampung 219 | 330 | 9144 | 4462 | 5768
Jumlah Penduduk 294.003 | 298.013 | 304.485 | 311.085 | 309.975
Rasio 007 | 011 | 030 | 014 | 0,19

Sumber : Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka, 2017

7. Rasio Rumah Layak Huni

Realisasi indikator rasio rumah layak huni Kabupaten Bangka tahun
2015 adalah 0,20 dari 0,25 yang ditargetkan dengan capaian 80,00%. Pada
pada tahun 2016 angka rasio ini masih berada di angka 0,21 dari 0,27 yang
ditargetkan dengan capaian hingga 77,78%. Pada tahun 2016 Kabupaten
Bangka mendapatkan bantuan rumah layak huni dari alokasi anggaran APBD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui program Satu Milyar Satu
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Kecamatan (SATAM EMAS) dimana setiap kecamatan mendapatkan
pembangunan rumah layak huni sebanyak 24 wunit. Sehingga secara
keseluruhan Kabupaten Bangka mendapatkan 192 Unit Rumah layak huni
yang dberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di setiap
Kecamatan. Selain itu peningkatan jumlah rumah layak huni Kabupaten
Bangka didukung oleh APBD Kabupaten Bangka sebanyak 102 Unit, dukungan
dari APBN melalui program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS)
sebanyak 576 unit, APBN Kementerian Sosial tahun 2016 sebanyak 80 Unit.
Seluruhnya merupakan upaya pencapaian target RPJMD terhadap kebutuhan
rumah layak huni di Kabupaten Bangka.
Tabel 2.29

Rasio Rumah Layak Huni per Satuan Penduduk
di Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

URAIAN 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
]P‘Ilé‘:lliah Rumah Layak 69.676 | 66102 | 61.057 | 61.638 | 63.412
Jumlah Penduduk 294.003 | 298.013 | 304.485 | 311.085 | 309.975
Ratio 024 | 022 | 020 | 020 | o021

Sumber : Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka, 2017

8. Rasio Permukiman Layak Huni

Realisasi indikator rasio permukiman layak huni Kabupaten Bangka
dihitung berdasarkan luas permukiman layak huni dibagi dengan luas wilayah
permukiman. Angka luas wilayah permukiman diperoleh dari jumlah luas
wilayah permukiman berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka 2010-2030
sedangkan angka luas permukiman layak huni diperoleh dari luas wilayah
permukiman dikurangi dengan luas wilayah kumuh Kabupaten Bangka yang
ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati nomor: 188.45/325.5/PU/2014.
Rasio permukiman layak huni tahun 2015 adalah 0,996 dari 0,25 yang
ditargetkan dengan capaian 398%, begitu pula pada Tahun 2016 angka rasio
ini naik menjadi 0,997 dari 0,27 yang ditargetkan dengan capaian hingga
369,26%. Pengentasan permukiman kumuh perkotaan baik melalui program
pembangunan rumah layak huni maupun program penyehatan lingkungan
belum memberikan dampak yang signifikan dalam mendukung tercapainya
target indikator ini.
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Tabel 2.30

Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Bangka
Tahun 2014-2016

URAIAN 2014 2015 2016
Luas Permukiman Layak 27.939,94 27.939,94 27.963,73
Huni (Ha)

Luas Wilayah (Ha) 28.045,36 28.045,36 28.045,36
Ratio 0,996 0,996 0,997

Sumber : Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka, 2017

9. Panjang Jalan dilalui Roda 4 (Km)

Realisasi indikator panjang jalan dilalui roda empat tahun 2015 adalah

1.121,717 Km dari target 1.135 Km yang ditetapkan dengan capaian 98,83 % .

Sedang bila indikator panjang jalan dilalui roda empat ini diratiokan dengan

jumlah penduduk maka tahun 2015 rationya mencapai 0,0036. Pada tahun

2016 realisasi panjang jalan dilalui roda empat adalah 1.344,26 Km dari target

1.135 Km dengan capaian 118,44%. Namun bila berdasarkan rumus pada

Permendagri Nomor 54 tahun 2010 dimana rumus untuk indikator panjang

jalan dilalui roda empat diperoleh dari panjang jalan dilalui roda empat dibagi

dengan jumlah penduduk maka diperoleh pada tahun 2016 rationya mencapai

0,0043, seperti yang tertera pada tabel 2.31 di bawah ini.

Tabel 2.31

Panjang Jalan dilalui Roda Empat per Satuan Penduduk
di Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

URAIAN 2012 2013 | 2014 2015 2016
Panjang Jalan dilalui | ; 115579 | 928215 | 980,766 | 1.121,717 | 1.344,26
Roda 4 (Km)

Jumlah Penduduk 294.003 | 298.013 | 304.485 | 311.085 | 309.975
Ratio 0,0038 | 0,0031 | 0,0032 | 0,0036 | 0,0043

Sumber : Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka, 2017

10. Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman

Penduduk (Mimal dilalui Roda 4)

Realisasi indikator jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke

kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) diperoleh dari

jumlah kawasan permukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda
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empat dibagi dengan jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk. Pada
tahun 2015 realisasi indikator ini adalah 0,04 dari target 0,20 yang ditetapkan
dengan capaian 178,45% sedangkan pada tahun 2016 realisasi panjang jalan
dilalui roda empat adalah 0,035 dari target 0,15 yang ditetapkan dengan
capaian 176,57%.
Tabel 2.32
Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan

Pemukiman Penduduk (Minimal dilalui Roda 4)
di Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah kawasan
permukiman
penduduk yang
belum dilalui
kendaraan roda
empat

1.045,960 | 1.208,150 | 1.208,150 | 1.208,150 | 985,61

Jumlah  seluruh
kawasan
permukiman
penduduk

28.045,36 | 28.045,36 | 28.045,36 | 28.045,36 | 28.045,36

Ratio 0,0373 0,0431 0,0431 0,0431 0,0351

Sumber : Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka, 2017

11. Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)

Realisasi indikator panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40
KM/Jam) diperoleh dari panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi
panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut. Pada tahun 2015
realisasi indikator ini adalah 63,58 dari target 56,00 yang ditetapkan dengan
capaian 113,53% sedangkan pada tahun 2016 realisasi panjang jalan dilalui
roda empat adalah 79,91 dari target 58,00 yang ditetapkan dengan capaian
137,78%.

Tabel 2.33

Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik ( > 40 KM/Jam)
di Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016
Panjang Jalan 392,14 417,39 464,46 466,97 586,923
Kab dalam
kondisi baik (
Km)
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URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016
Panjang 652,710 734,501 734,501 | 734,501 | 734,501
seluruh  Jalan
Kabupaten
(Km)

Ratio (%) 60,08 56,83 63,23 63,58 79,91

Sumber : Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka, 2017

12. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran
pembuangan air ( minimal 1,5 m)
Realisasi indikator Panjang jalan yang memiliki trotoar dan

drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) diperoleh dari panjang
jalan yang memiliki trotoar dan drainase dibagi panjang seluruh jalan
kabupaten di daerah tersebut. Di Kabupaten Bangka jalan yang memiliki
trotoar hanya yang berada dalam kota Sungailiat. Pada tahun 2015 realisasi
indikator ini adalah 3,05% dari target 47,75% yang ditetapkan dengan
capaian 6,39 %.Sedangkan pada tahun 2016 realisasi panjang jalan dilalui
roda empat meningkat menjadi 3,07% dari target 51,50% yang ditetapkan
dengan capaian 5,96%. Telah terjadi peningkatan panjang trotoar yang
disediakan bagi pejalan kaki namun belum signifikan dibandingkan target
yang diharapkan. Dalam 5 tahun masa RPJM 2014-2018 titik berat
pembangunan infrastruktur diutamakan pada pembangunan dan rehabilitasi
jalan. Terbatasnya APBD dan adanya kebijakan pengurangan dana
perimbangan membuat berbagai skala prioritas menjadi strategi utama
kebijakan daerah dalam pembangunan. Sehingga pembangunan trotoar jalan
di perkotaan belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Tabel 2.34
Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran
Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) di Kabupaten Bangka
Tahun 2012-2016

URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016
Panjang jalan yang
memiliki trotoar dan| 6,134 6,134 6,134 6,134 6,177
drainase ( Km)
Panjang seluruh Jalan | 14 548 | 201,338 | 201,338 | 201,338 | 201,338
Kabupaten (Km)
Ratio (%) 5,13 3,05 3,05 3,05 3,07
Sumber : Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka, 2017
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13. Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan

Rumah Liar

Realisasi indikator sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima
atau bangunan rumah liar diperoleh dari panjang sempadan jalan yang
dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumabh liar dibagi panjang seluruh
sempadan jalan kabupaten di daerah tersebut. Penggunaan sempadan oleh
pedagang kaki lima atau bangunan liar terjadi hanya dikota-kota atau wilayah
Kabupaten Bangka yang menunjukkan perkembangan sebagai perkotaan.
Berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka daerah di Kabupaten Bangka yang
ditetapkan sebagai wilayah perkotaan adalah Kecamatan ungailiat dan
Belinyu. Sehingga sempadan jalan yang diperhitungkan adalah sempadan
jalan di dua kecamatan tersebut dengan jumlah 326,805 Km. Pada tahun 2015
realisasi indikator ini adalah 17,05 dari target 20% yang ditetapkan dengan
capaian 114,75% sedangkan pada tahun 2016 realisasi indikator sempadan
jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar menurun
menjadi 16,11% dari target 15% yang ditetapkan dengan capaian 92,60%.
Penurunan ini dilaksanakan melalui program penataan kota Sungailiat dan
Belinyu dalam upaya membangunan kawasan kuliner berbasis UMKM dalam
mendukung pariwisata Kabupaten Bangka. Penertiban ini dilakukan melalui
mekanisme Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam
proses pemanfaatan ruang bagi kepentingan usaha di Kabupaten Bangka.

Tabel 2.35

Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan
Rumabh Liar di Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016

Sempadan jalan yang 51,99 65,77 64,37 55,71 52,64
dipakai pedagang kaki lima
atau bangunan rumah liar
(Km)

Panjang seluruh Sempadan | 245,015 | 326,805 | 326,805 326,805 326,805
Jalan Kabupaten (Km)

Ratio (%) 21,22 20,12 19,70 17,05 16,11

Sumber : Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka, 2017
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14. Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar

Realisasi indikator sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
diperoleh dari panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dibagi
panjang seluruh sempadan sungai kabupaten. Pada tahun 2015 realisasi
indikator ini adalah 3,54% dari target 20% yang ditetapkan dengan capaian
182,32% sedangkan pada tahun 2016 realisasi sempadan sungai yang dipakai
bangunan liar adalah 3,51% dari target 15% yang ditetapkan dengan capaian
176,60%. Penurunan ini dilakukan melalui mekanisme Forum Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam proses pemanfaatan
ruang bagi kepentingan penataan kota dalam mengurangi kumuh perkotaan di
Kabupaten Bangka.

Tabel 2.36

Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar
di Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016
Panjang Sempadan 14.661 | 12.498 | 12.498 | 12.355 12.258
sungai yang dipakai
bangunan liar ( Km)

Panjang seluruh 349.45 | 349.45 | 349.450 | 349.45 | 349.450
sempadan sungai 0 0 0

Kabupaten (Km)

Ratio (%) 4,20 3,58 3,58 3,54 3,51

Sumber : Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka, 2017

15. Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak

Tersumbat

Realisasi indikator drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air
tidak tersumbat diperoleh dari panjang drainase dalam kondisi
baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat dibagi panjang seluruh drainase
kabupaten. Pada tahun 2014 realisasi indikator ini adalah 53,82% dari target
65% yang ditetapkan dengan capaian 82,80% sedangkan pada tahun 2015
realisasi panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak
tersumbat adalah 58,05% dari target 57,87% yang ditetapkan dengan capaian
100,31%. Pada Tahun 2016 realisasi panjang drainase dalam kondisi
baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat adalah 58,72% dari target
62,00% yang ditetapkan dengan capaian 94,71%.
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16. Indikator pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran

sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

Realisasi indikator pembangunan turap di wilayah jalan penghubung
dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota diperoleh dari
jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran
sungai rawan longsor dibagi jumlah seluruh wilayah rawan longsor. Pada
tahun 2015 realisasi indikator ini adalah 0% dari target 75% yang ditetapkan
dengan capaian 0% sedangkan pada tahun 2016 realisasi indikator
pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan
longsor adalah 0% dari target 80% yang ditetapkan dengan capaian 0%. Hal

ini dikarenakan Kabupaten Bangka tidak terdapat daerah rawan longsor.

17. Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Realisasi indikator luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik diperoleh
dari Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha). Pada tahun 2015
realisasi indikator ini adalah 2.976,60 Ha dari target 1.135 Ha yang ditetapkan
dengan capaian 262,25% sedangkan pada tahun 2016 realisasi luas irigasi
kabupaten dalam kondisi baik meningkat menjadi 3.193 Ha dari target 1.135
Ha yang ditetapkan dengan capaian 281,32%. Hal ini terjadi melalui dukungan
Dana Alokasi Khusus Bidang Kedaulatan Pangan khususnya pembangunan
dan pemeliharaan infrastruktur irigasi.

Tabel 2.37

Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016
Luas irigasi | 2.148 1.309 | 2.860,77 | 2.976,60 3.193
Kabupaten dalam
kondisi baik

Sumber : Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka, 2017

18. Lingkungan Permukiman Kumuh

Realisasi indikator Lingkungan Permukiman Kumuh diperoleh dari luas
lingkungan permukiman kumuh dibagi dengan luas wilayah Kabupaten

Bangka. Permukiman kumuh di Kabupaten Bangka berdasarkan Surat
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keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/199/PU/2014 tanggal 07 Maret
2014 Penetapan Lokasi Lingkungan perumahan dan permukiman Kumuh di
Kabupaten Bangka adalah Lingkungan Nelayan [ 26,32 ha, Lingkungan
Nelayan II 45,11 ha, Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat 3,572 ha serta
Kelurahan Kuto Panji 2,44 ha dan Air Jukung 27,98 ha Kecamatan Belinyu
dengan total luas 105,42 Ha. Namun setelah dilakukan verifikasi data melalui
program kota tanpa kumuh diperoleh data kawasan kumuh perkotaan
Kabupaten Bangka seluas 81,63 ha. Berdasarkan data tersebut diperoleh
realisasi indikator lingkungan permukiman kumuh Kabupaten Bangka
0,035% dari target 11,20% pada tahun 2015. Kondisi ini menurun pada tahun
2016 dimana lingkungan permukiman kumuh Kabupaten Bangka menjadi
0,027% dari target 11,15% yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi
terakhir porgram kota tanpa kumuh. Saat ini pengentasan terhadap
lingkungan permukiman kumuh sedang dilakukan melalui program
pengentasan kumuh kota melalui penyediaan dan perbaikan drainase, jalan
lingkungan, penyediaan air bersih, prasarana persampahan, air limbabh..
Tabel 2.38

Lingkungan Permukiman Kumuh
di Kabupaten Bangka Tahun 2014-2016

URAIAN 2014 2015 2016
Luas Lingkungan 105,42 105,42 81,63
Permukiman Kumuh

Luas Wilayah 302.879,00 | 302.879,00 302.879,00
Ratio (%) 0,035 0,035 0,027

Sumber : Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka, 2017

2.1.3.1.4 Perumahan

Pada Urusan Wajib Perumahan ini yang menjadi indikator untuk

mengetahui tingkat keberhasilan pembangunannya adalah sebagai berikut:
1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Angka ini diperoleh dari Jumlah rumah tangga yang dapat mengakses
air bersih dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga di Kabupaten Bangka.

Realisasi indikator rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2015 adalah
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86,03% dari target 86,00% yang ditetapkan dengan capaian 100,03% . Pada
tahun 2016 rumah tangga yang dapat mengakses air minum meningkat
menjadi 97,04% dengan target 89,60% yang telah ditetapkan. Maka realisasi
ini memiliki capaian 108,30%. Dukungan pencapaian target ini dilakukan
melalui APBD Kabupaten Bangka melalui Program Penyediaan dan
Pengolahan Air Baku, Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya serta Program Pengembangan
Kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dan dari APBN melalui
program Penyediaan Air Minum berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) [ dan II.
Tabel 2.39

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Bangka
Tahun 2012-2016

URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah RT yang | 62.022 | 62.686 65.435 66.910 | 78.775
dapat mengakses air

bersih
Jumlah RT 73.501 | 74.503 76.121 77.771 | 81.180
Ratio (%) 84,38 84,14 85,96 86,03 97,04

Sumber : Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka, 2017

2. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Angka rumah tangga pengguna listrik diperoleh dari jumlah rumah
tangga yang memiliki sambungan listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah
tangga di Kabupaten Bangka maka diperoleh angka 86,03% pada tahun 2015.
Dengan target 86,00% realisasi ini menghasilkan capaian 100,03% dan
meningkat menjadi 96,00% pada tahun 2016. Dengan target 87,00% realisasi
ini menghasilkan capaian 110,34%. Pada prinsipnya seluruh desa di
Kabupaten Bangka sudah dialiri listrik walaupun belum semua masyarakat
memiliki sambungan rumah terhadap listrik yang sudah tersedia.

Tabel 2.40
Rumah Tangga Pengguna Listrik di
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah RT yang
memiliki sambungan 62.022 | 62.686 | 65.435 | 66.910 | 76.381
listrik (Unit)
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URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah RT (Unit) 73.501 | 74.503 | 76.121 | 77.771 | 79.561
Ratio (%) 84,38 84,14 85,96 86,03 96,00

Sumber : Pemerintah Kabupaten Bangka, 2017

3. Rumah Tangga Bersanitasi

Realisasi Indikator rumah tangga bersanitasi Kabupaten Bangka tahun
2015 adalah 85,98% dari 85,90% yang ditargetkan dengan capaian 100,09%.
Pada tahun 2016 angka ini naik menjadi 86,81% dari 86,90% yang
ditargetkan dengan capaian hingga 99,90%. Kenaikan ini merupakan
keberhasilan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja-
AMPL) yang telah mengupayakan tercapainya target melalui berbagai
program mulai dari pembangunan jamban yang didanai dari APBD Kabupaten
(Pemicuan), peran serta masyarakat (arisan jamban), peran serta swasta
(Corporate Social Responsibility/CSR) serta program Sanitasi berbasis
masyarakat (STBM) lainnya yang intinya memotivasi masyarakat untuk
meningkatkan kualitas hidup melalui penyehatan lingkungan. Pencapaian
target ini juga didukung oleh kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten
Bangka melalui program lingkungan sehat perumahan dan program
pengembangan lingkungan sehat maupun APBN melalui program Sanitasi
Berbasis Masyarakat (SANIMAS). Tahun 2012 Kabupaten bangka juga
mendapatkan penghargaan dari MDG'’s atas keberhasilannya dalam program
pembangunan sektor air minum dan penyehatan lingkungan, Tahun 2015
Kabupaten Bangka kembali mendapatkan penghargaan atas inisiatif
kemitraan pembangunan sanitasi dan tahun 2016 Kabupaten Bangka
mendapatkan penghargaan SINOVIK dari Kementerian PAN dan Reformasi
Birokrasi untuk 2 Inovasi yang terkait Sanitasi yaitu SIM Data AMPL Bangka
dan Arisan Jamban.

Tabel 2.41

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
di Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Rumah Tinggal | 59.270 | 60.723 | 65.261 | 66.868 | 70.472
Bersanitasi
Jumlah Rumah Tangga 73.501 | 74.503 | 76.121 | 77.771 | 81.180
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URAIAN 2012 2013 2014 2015 | 2016

(%) 80,64 81,50 85,73 85,98 | 86,81
Sumber : Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka, 2017

3. Lingkungan Permukiman Kumuh

Angka ini diperoleh dari luas lingkungan permukiman kumuh dibagi
dengan luas wilayah Kabupaten Bangka. Permukiman kumuh di Kabupaten
Bangka berdasarkan Surat keputusan Bupati Bangka Nomor:
188.45/199/PU/2014 tanggal 07 Maret 2014 Penetapan Lokasi Lingkungan
perumahan dan permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka adalah di
Kecamatan Sungailiat dan di Kecamatan Belinyu dengan luas 105,42 Ha. Hasil
verifikasi Kota Tanpa Kumuh menetapkan kawasan permukiman kumuh
Kabupaten Bangka pada dua kecamatan tersebut berjumlah 81,63 ha. Sampai
dengan tahun 2016 jumlah kawasan permukiman kumuh di Kabupaten
Bangka masih pada kedua Kecamatan ini dan belum mengalami penurunan
luas ha. Saat ini pengentasan terhadap lingkungan permukiman kumuh
sedang dilakukan melalui pengentasan kumuh kota melalui penyediaan dan
perbaikan drainase, jalan lingkungan, penyediaan air bersih, prasarana
persampahan, air limbah.

Tabel 2.42
Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka
Tahun 2014-2016

URAIAN 2014 2015 2016
Sungailiat 75 ha 75 ha 61,7 ha
Belinyu 30,42 ha 30,42 ha 19,93 ha

4. Rumah Layak Huni

Realisasi Indikator rumah layak huni Kabupaten Bangka tahun 2015
adalah 79,26% dari 98,80% yang ditargetkan dengan capaian 80,22%. Namun
pada tahun 2016 angka rasio ini meningkat menjadi 79,70% dari 98,90% yang
ditargetkan dengan capaian hingga 80,59%. Pada tahun 2016 Kabupaten
Bangka mendapatkan bantuan rumah layak huni dari alokasi anggaran APBD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui program Satu Milyar Satu

Kecamatan (SATAM EMAS) dimana setiap kecamatan mendapatkan

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018 II-69



Pemerintah Kabupaten Bangka

pembangunan rumah layak huni sebanyak 24 wunit. Sehingga secara
keseluruhan Kabupaten Bangka mendapatkan 192 Unit Rumah layak huni
yang dberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di setiap
Kecamatan. Selain itu peningkatan jumlah rumah layak huni Kabupaten
Bangka didukung oleh APBD Kabupaten Bangka sebanyak 102 Unit, dukungan
dari APBN melalui program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS)
sebanyak 576 unit, APBN Kementerian Sosial tahun 2016 sebanyak 80 Unit.
Seluruhnya merupakan upaya pencapaian target RPJMD terhadap kebutuhan
rumah layak huni di Kabupaten Bangka.

Indikator urusan wajib perumahan selengkapnya dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:

Tabel 2.43
Rumah Layak Huni Kabupaten Bangka
Tahun 2012 - 2016

URAIAN 2012 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Jumlah Rumah Layak Huni 69.676 | 66.102 | 61.057 | 61.638 | 63.412
Jumlah Rumah 73.501 | 74.503 | 76.121 | 77.771 | 79.561
Ratio 94,80 | 88,72 | 80,21 | 79,26 | 79,70

2.1.3.1.5 Penataan Ruang

Pada urusan wajib penataan ruang indikator tingkat keberhasilan
terbagi dalam 3 jenis yang berupa Indikator rasio ruang terbuka hijau per
satuan luas wilayah, indikator rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan,

dan indikator ruang publik yang berubah peruntukannya.
1. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah

Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah, dihitung
dari luas Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kabupaten Bangka dibagi dengan
luas wilayah Kabupaten Bangka. Pada tahun 2015 luas RTH adalah 98.703,00
Ha dan pada tahun 2016 tetap pada luas 98.703,00 Ha dengan luas wilayah
Kabupaten Bangka 302.879,00 Ha. Luas RTH sebesar 32,38% dari luas
wilayah Kabupaten di th 2015 dan tahun 2016 sudah melebihi ketentuan
yang ditetapkan pada RTRW Kabupaten Bangka yang mensyaratkan
penetapan RTH 20% dari luas wilayah. Pada tahun 2011 dan 2012 Jumlah
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RTH belum ada dikarenakan RTRW Kabupaten Bangka dan RDTR Kawasan
Perkotaan Sungailiat baru ditetapkan Perdanya pada tahun 2013 dan 2014.
Tabel 2.44

Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah
Kabupaten Bangka Tahun 2013 - 2016

URAIAN 2013 2014 2015 2016
Luas RTH 81.816,52 81.816,52 | 98.073,00 98.073,00
Luas Wilayah | 302.879,00 [ 302.879,00 | 302.879,00 | 302.879,00
Kabupaten
Ratio 27,01 32,38 32,38 32,38

2. Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan

Perhitungan rasio bangunan ber imb per satuan bangunan diperoleh
dari jumlah penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) dibagi jumlah rumah
sampai dengan tahun 2016, sehingga diperoleh jumlah IMB tahun 2015
sebanyak 1.803 izin dengan jumlah rumah pada tahun tersebut sebanyak
77.771 unit sehingga diperoleh realisasi indikator ini adalah 2,32% dari target
1,21% dengan capaian 133,32%. Pada tahun 2016 angka ini meningkat
menjadi 2.797 IMB diterbitkan dari jumlah rumah 79.561 unit dengan
realisasi indiaktor 3,52% dari target 1,88% sehingga capaian tahun 2016
adalah 187,23%.

Tabel 2.45

Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Rumah Ber 770 969 1.228 1.803 | 2.797
IMB
Jumlah Rumah 73.501 74.503 | 76.121 | 77.771 | 79.561
Ratio 1,05 1,30 1,61 2,32 3,52

2.1.3.1.6 Lingkungan Hidup

Mengelola SDA yang lestari dapat dilakukan melalui revitalisasi dan
refungsionalisasi local wisdom dan local knowledge dalam pengelolaan SDA
dan lingkungan, serta optimalisasi pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan

dan berbasis masyarakat yakni dengan melibatkan elemen-elemen

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018 m-71



Pemerintah Kabupaten Bangka

masyarakat yang terkait dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi terhadap program pengelolaan SDA dan

lingkungan.

Selengkapnya perkembangan kinerja wurusan lingkungan hidup
Kabupaten Bangka tahun 2012-2016 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Perkembangan Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016
Persentase Penanganan | 90,00 90,90 90,82 91,24 91,30
Sampah
TPS per Satuan 0,82 0,10 0,29 0,14 0,19
Penduduk

2.1.3.1.7 Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian kinerja pelayanan admisnistrasi kependudukan, khususnya
untuk pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini terlihat dari rasio
kepemilikan KTP pada tahun 2016 mencapai 92,50 persen, meningkat
dibandingkan dengan rasio kepemilikan KTP tahun 2015 sebesar 85,80
persen.

Tabel 2.47

Perkembangan Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

. Tahun

No Indikator 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

1 | Rasio penduduk ber 0,68 0,74 0,79 0,84 0,93
KTP per satuan
penduduk

2 | Rasio bayi Dberakte 0,72 0,72 0,72 0,73 0,84
kelahiran

3 | Rasio pasangan berakte 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73
nikah

4 | Kepemilikan KTP (%) 86,13 69,23 81,45 85,80 92,50

5 Kepemilikan akta 67,75 74,31 78,91 80,42 84,67
kelahiran per 1000
penduduk (%)

6 | Ketersediaan database Ada Ada Ada Ada Ada
kependudukan  skala
provinsi

7 | Penerapan KTP | Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah
Nasional berbasis NIK

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka, 2017
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Berdasarkan tabel 2.47, untuk kepemilikan akta kelahiran per 1000
penduduk mengalami kenaikan setiap tahunnya, hingga tahun 2016 telah
mencapai nilai sebesar 84,67%. Sedangkan untuk ketersediaan database
kependudukan skala provinsi dan penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah
dilaksanakan sejak tahun 2011, sesuai dengan amanah Peraturan Menteri

Dalam Negeri RI Nomor 25 Tahun 2011.
2.1.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Salah satu tujuan pembangunan manusia di Indonesia adalah mencapai
kesetaraan gender dalam wupaya meningkatkan kualitas sumberdaya
pembangunan manusia, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan.
Meskipun telah banyak kemajuan pembangunan yang dicapai, namun
kenyataan menunjukkan bahwa kesenjangan gender (gender gap) masih
terjadi di sebagian besar bidang. Berbagai upaya dilakukan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan agar mereka tidak
tertinggal dibandingkan laki-laki.

Di bidang pendidikan, upaya mendorong kesetaraan gender dilakukan
dengan memberikan akses dan partisipasi yang sama, baik bagi perempuan,
maupun laki-laki. Keberhasilan dari upaya tersebut antara lain dapat dilihat
dari indeks paritas gender/IPG (Gender Parity Index/GPI) angka partisipasi
murni (APM), atau rasio APM perempuan terhadap laki-laki.

Selengkapnya perkembangan kinerja urusan pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak Kabupaten Bangka tahun 2012-2016 tersaji pada tabel
berikut.

Tabel 2.48
Perkembangan Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016
Rasio perempuan terhadap
laki-laki di tingkat
pendidikan dasar, menengah
dan tinggi
= Rasio APM | 1,00 0,97 1,07 1,02 0,96
perempuan/laki-laki di
SD
= Rasio APM | 0,95 0,96 1,02 1,96 1,01
perempuan/laki-laki di
SMP
= Rasio APM | 1,00 0,60 1,08 0,58 1,04

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018 II-73



Pemerintah Kabupaten Bangka

URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016

perempuan/laki-laki di
SMA
Rasio melek huruf 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99
perempuan terhadap laki-
laki
Kontribusi perempuan | 30,22 30,53 31,11 34,63 34,85
dalam pekerjaan upahan di
sektor non formal
Proporsi kursi yang | 13,33 16,67 16,67 16,67 16,67
diduduki perempuan di
DPRD

2.1.3.1.9 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Keberhasilan pelaksanaan urusan wajib keluarga berencana dan
keluarga sejahtera di Kabupaten Bangka dapat dilihat dari pencapaian
terhadap indikator keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Jumlah PUS
yang ikut dalam program keluarga berencana perlu terus ditingkatkan untuk
menekan jumlah angka kelahiran. Dengan demikian, laju pertumbuhan
penduduk dapat dikendalikan.

Pada tahun 2016, jumlah pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten
Bangka sebanyak 47.318 pasangan. Sementara itu, jumlah peserta aktif
sampai dengan tahun 2016 sebanyak 38.350 orang, mengalami penurunan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 43.703 peserta KB.

Tabel 2.49
Jumlah PUS dan Peserta KB Aktif
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

1 | Jumlah PUS 53.213 | 54.845 | 56.196 | 56.196 | 47.318

2 | Jumlah Peserta KB Aktif 40.881 | 42.898 | 45.799 | 43.073 | 38.350
Sumber : D2PKBP3A Kabupaten Bangka Tahun 2017

Hasil pendataan yang dilakukan oleh Kantor KB dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2016 terdapat 78.321
kepala keluarga. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Dari
jumlah keluarga sampai dengan tahun 2016 terdiri dari Pra Keluarga
Sejahtera sebanyak 1.936 kepala keluarga, KS 1 sebanyak 11.680 kepala

keluarga dengan persentase kepala keluarga miskin sebesar 17,38 persen,
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mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang justru mencapai

17,45 persen.
Tabel 2.50
Jumlah Pra KS dan KS 1
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016
No. | Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
1 | PraKS 1.690 1.697 1324 | 2.271 1.936
2 | KS1 4.088 4,181 3.630 | 11.892 | 11.680
3 | Jlh.PraKS&KS1 5.778 5.878 4954 | 14.163 | 13.616
4 | Jumlah KK 76.579 | 78.852 | 80.549 | 81.180 | 78.321
5 | % KK Miskin 7,54 7,45 6,15 17,45 17,38

Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Bangka Tahun 2017

2.1.3.1.10 Ketenagakerjaan

Tabel 2.51 menunjukkan jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten
Bangka. Jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Bangka pada tahun
2016 meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 dimana pada tahun 2015
sebanyak 144.364 orang, sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 146.755
orang. Demikian pula dengan jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun, dimana
pada tahun 2015 sebanyak 211.247 orang naik menjadi 215.370 orang pada
tahun 2016.

Data dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka menunjukkan
bahwa dari 824 orang jumlah pekerja yang mendaftar pada tahun 2016,
sebanyak 763 orang atau sebesar 92,60 persen diantaranya telah
ditempatkan. Jumlah pekerja yang mendaftar mengalami peningkatan
dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebanyak 512 orang.

Tabel 2.51
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Kabupaten Bangka
Tahun 2013 - 2016

No. Uraian 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah Penduduk angkatan Kerja 220.243 144.181 | 144.364 146.755
2 Jumlah Penduduk usia 15 - 64 215.873 192.813 | 211.247 215.370
3. | Jumlah Pekerja yang ditempatkan 1.750 1.001 512 763
4. Jumlah Pekerja yang mendaftar 1.977 1.125 617 824

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018 II-75




Pemerintah Kabupaten Bangka

2.1.3.1.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Di Kabupaten Bangka secara kuantitatif perkembangan Kkoperasi
menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2015 jumlah koperasi aktif
sebanyak 178 unit dan meningkat hingga mencapai 187 unit pada tahun 2016.
Sedangkan jumlah UKM yang ada di Kabupaten Bangka pada tahun 2016
sebanyak 52.055 unit.

Tabel 2.52

Jenis dan Jumlah Koperasi
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

Tahun
NO. JENIS KOPERASI

2012 | 2013 2014 | 2015 | 2016
1 Koperasi Aktif (unit) 157 161 169 178 187
2 Koperasi Tidak Aktif (unit) 38 38 38 38 37
3 Jumlah Induk Koperasi (unit) 195 199 207 216 224
4 Jumlah Koperasi Primer (unit) 195 195 206 215 215
5 | Jumlah KUD (unit) 9 9 9 9 9
6 | Jumlah Non KUD (unit) 186 186 198 207 204
7 Usaha Mikro dan Kecil (unit) 51.083| 51.213 | 53.163 | 51.991| 51.991
8 | Jumlah UKM (unit) 51.340| 51.468 | 53.447 | 52.055| 52.055

Sumber : Bangka Dalam Angka, 2017

2.1.3.1.12 Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka selama kurun waktu
empat tahun terakhir sangat tergantung pada sektor pertambangan yang
berasal dari komoditi biji timah, dan sektor penggalian yang berasal dari
kaolin, pasir kwarsa dan lain-lain. Komoditi inilah yang banyak menarik minat
investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Bangka, baik dari dalam
negeri maupun dari pihak asing. Untuk sektor perdagangan, hotel dan
restoran merupakan sektor penunjang yang mempunyai peran cukup penting
dikarenakan produk yang dihasilkan adalah berupa barang dan jasa. Sektor ini
dibentuk oleh 3 (tiga) subsektor yaitu: subsektor perdagangan besar dan
eceran, subsektor hotel dan subsektor restoran. Sektor perdagangan, hotel
dan restoran termasuk salah satu sektor yang mengalami peningkatan nilai

tambah yang cukup signifikan selama 3 (tahun) terakhir.
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Nilai investasi di Kabupaten Bangka selama tahun 2012-2016 berfluktuasi
dengan kecenderungan meningkat. Total nilai investasi tertinggi pada tahun
2013, dimana total PMDN sebesar Rp. 571.416.427.836,- dan PMA sebesar
U$269.471.724,- Total nilai investasi di Kabupaten Bangka pada tahun 2016
sebanyak 258,94 milyar rupiah dan PMA sebanyak U$ 32.564,02.

Terjadi pergeseran sektor investasi selama tahun 2012-2016. Pada
tahun 2012-2016, investor lebih tertarik untuk berinvestasi di bidang
pertambangan dan energi serta bidang perdagangan sebagai sektor
penunjang. Namun, selama tahun 2015-2016, bidang pertambangan dan
energi mulai ditinggalkan dan investor beralih ke bidang perikanan,
perkebunan, pariwisata dan perhotelan serta perdagangan dan industri. Hal
ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bangka dapat terus
berjalan meskipun tidak lagi ditopang oleh sektor pertambangan sebagai
sektor penggerak utama perekonomian. Dengan demikian, Kabupaten Bangka
dapat dikatakan telah berhasil menghadapi era pasca pertambangan timah
dengan mencari sektor alternatif penggerak perekonomiannya.

Grafik 2.18
Nilai Investasi PMDN/PMA
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

900.000,00
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2012 2013 2014 2015 2016
PMDN {luta Rp)| 150.868,00 571.416,43 183.868,00 242.442,94 258.942,94
* PMA [Ribu §) 7.364,64 269.471,72 20.009,43 26.241,62 32.564,02

Sumber : Dinpmp2kukm Kabupaten Bangka Tahun 2017

2.1.3.1.13 Kearsipan dan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan peranan strategis untuk turut mendukung
kecerdasan bangsa khususnya di Kabupaten Bangka. Di era globalisasi seperti
saat ini, keunggulan suatu bangsa ditentukan oleh keunggulannya dalam

pengusaan informasi. Jumlah koleksi judul buku dan jumlah buku di
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perpustakaan daerah Kabupaten Bangka hingga tahun 2016 menunjukkan
trend yang meningkat.

Pada tahun 2016, jumlah koleksi judul buku sebanyak 7.761 judul buku,
naik sebanyak 785 judul dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu,
jumlah koleksi buku pada tahun 2016 sebanyak 15.216 buku atau naik
sebanyak 1.570 buku dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu pula dengan
jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 tahun pada tahun 2016 berjumlah
4.720 orang, atau naik sebanyak 11,58 persen jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yang hanya berjumlah 4.230 orang.

Tabel 2.53
Jumlah Kearsipan, Koleksi Buku dan Pengunjung Perpustakaan
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
1. Jumlah SKPD yang menerapkan 5 13 48 48 53
Manajemen Kearsipan secara
baku
2. Jumlah koleksi judul buku di 7.678 8.044 8.644 6.976 7.761

Perpustakaan daerah
3. Jumlah  koleksi  buku di 15.159 15.865 15.236 13.646 15.216
Perpustakaan daerah
4. Jumlah Pengunjung 2.574 2.574 5.468 4.230 4.720
Perpustakaan selama 1 tahun
Sumber : Dinas Keperpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Tahun 2017

2.1.3.1.14 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah
tangga yang tercermin dan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah
maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Terpenuhinya hak
masyarakat untuk memiliki kemampuan guna memproduksi kebutuhan
pokok pangan secara mandiri merupakan hal yang amat penting, disamping
ketersediaan pangan nasional itu sendiri. Dengan terpenuhinya kebutuhan
pangan secara mandiri, maka terpenuhinya gizi masyarakat akan cenderung
lebih tinggi.

Grafik 2.19 menunjukkan rata-rata jumlah stok pangan (beras) di
Kabupaten Bangka selama tahun 2012-2016. Jumlah stok tersebut merupakan
stok yang ada di Bulog ditambah jumlah produksi lokal dan stok yang ada di

pasar Sungailiat.
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Berdasarkan Grafik 2.19 dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah stock
pangan (beras) selama kurun waktu 2012-2016 berfluktuasi dengan
kecenderungan meningkat. Jumlah stok beras pada tahun 2012 sebanyak
3.323.740 kg, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yang hanya sebanyak 987.803 kg. Hal ini disebabkan oleh
produksi lokal yang meningkat dan stok Bulog yang juga mengalami
peningkatan. Selain itu, stok beras terus mengalami peningkatan hingga tahun
2016 yaitu sebanyak 5.274.605 Kg.

Secara lebih rinci, perkembangan jumlah rata-rata stock beras di
Kabupaten Bangka dapat dilihat pada Grafik 2.18 berikut.

Grafik 2.19
Rata-Rata Jumlah Stock Pangan
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

5000000

5000 000 S e 5274605
S — 4810580
3.000 000 ¥ 330
2000 000
1,000,000 < 987.803
2012 2013 2014 2015 2016

~ Rata2 Jumlah Stock Pangan (Beras) per Tahun (Kg)

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tahun 2017

2.1.3.1.15 Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial,
perlindungan anak terlantar, korban KDRT, karang taruna, korban bencana,
lansia dan anak sekolah. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah
diantaranya melalui pemberian bantuan, pendampingan dan pembinaan.

Berdasarkan tabel 2.54, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka
dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan. Pada
tahun 2012, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka sebanyak 16.500
orang, naik menjadi 16.760 orang pada tahun 2016.

Tabel 2.54 juga menunjukkan penduduk penyandang masalah sosial
yang terdiri dari: penduduk lanjut usia terlantar pada tahun 2016 sebanyak

247 orang, turun dibandingkan tahun 2015 sebanyak 251 orang; penyandang
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cacat pada tahun 2016 sebanyak 1.053 orang, mengalami penurunan

dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1.073 orang; pengungsi dan

korban bencana sebanyak 713 orang pada tahun 2016 turun dibandingkan

dengan tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 17 orang saja. Adapun

potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang diharapkan mampu membantu

mengatasi masalah sosial tersebut diantaranya jumlah pemuda yang

tergabung dalam karang taruna sebanyak 76 orang. Disamping itu tersedia

juga tenaga kesejahteraan masyarakat sosial untuk melakukan pendampingan

sebanyak 8 orang.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Tabel 2.54
Jumlah Penduduk Miskin, Penduduk Penyandang Masalah Sosial,

Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

Tahun -
Urai atuan
rajan 2012 2013 | 2014 | 2015 2016

1. Jumlah Penduduk miskin*) 16.500 16.200 | 16.009 | 14.987 16.760 Orang

2. Penduduk Penyandang Masalah

Sosial

a. Penduduk rawan Sosial dan
Sarana
1). Lanjut Usia Terlantar 257 257 258 251 247 Orang
2). Komunitas Adat 30 50 50 ) B Oran
Terpencil 5
3). Penyandang Cacat 1.049 1.045 | 1.009 1073 1.053 Orang
4). Penyandang Tuna Netra 76 86 86 - - Orang
5). Penyandang Tuna ) )
Wicara-Rungu 207 220 220 Orang
6). Penyandang Tuna Daksa 396 396 208 - R Orang
7). Pengungsi dan Korban
Bencana 21 149 3.099 17 713 Orang
b. Jumlah Penghuni Panti 341 288 87 107 51 Orang
Asuhan

3. Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS)

a.  Karang Taruna 41 41 177 76 76 Orang

b. Tenaga Kesejahteraan Sosial
Masyarakat (TKSM) 8 8 8 8 8 Orang

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangka Tahun 2017
*) BPS Kabupaten Bangka, 2017
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2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan
Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap
indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan
daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan serta kelautan dan
perikanan. Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja
pada fokus layanan urusan pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka

sebagai berikut:
2.1.3.2.1 Pertanian
1. Pertanian

Pembangunan sektor pertanian merupakan program prioritas sebagai
perwujudan misi pertama dalam agenda pembangunan Kabupaten Bangka
tahun 2014-2018. Target yang ingin dicapai hingga tahun 2016 adalah
kontribusi sektor pertanian pada tahun 2016 sebesar 23,12 persen. Untuk
mencapai target tersebut, salah satunya harus didukung oleh peningkatan
produksi dari sektor pertanian, yang terdiri dari subsektor pertanian,

perikanan dan kehutanan.

Berdasarkan tabel 2.55, dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 luas
panen padi seluas 3.376 hektar dengan jumlah produksi gabah sebesar 7.455
ton. Produksi beras sampai dengan tahun 2016 sebesar 4.320 ton dengan
jumlah konsumsi beras per tahun sebesar 31.899 ton/tahun. Data tersebut
menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Bangka terhadap
beras dari luar daerah masih tinggi, yaitu sekitar 27.579 ton.

Tabel 2.55
Luas Produksi Padi, Jagung dan Singkong
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

Capaian
Uraian Satuan
2012 2013 2014 2015 2016

» Padi
1). Luas Areal Produksi (Panen) 1.463 1.806 2.362 3.118 3.376 Ha
2). Jumlah Produksi Gabah 3.264 3.700 4.866 6.011,2 7.455 Ton
3). Produksi Beras 2.122 2.220 3.163 3.799 4.320 Ton
4). Jumlah Konsumsi Beras 39.185 26.567 24.108 29.437 31.899 'liglilr:l/n
» Jagung
1). Jumlah Areal Produksi 265 50 221 26 50 Ha

(Panen)
2). Jumlah Produksi 195 150 1.668 78 208 Ton
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Capaian
Uraian Satuan
2012 2013 2014 2015 2016
. Ton/
3). Jumlah Konsumsi 27.258 2.102 579,80 370 483
tahun
» Singkong dan Hasil Umbi-
Umbian
1). Luas Areal Produksi (Panen) 371.00 510 595 701 1.333 Ha
2). Jumlah Produksi 2.651 3700 4.728 5.990 12.107 Ton
3). Jumlah Konsumsi 32.370 8.511 12.084 7.983 9.118 Ton/
tahun

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2016

Jumlah areal produksi untuk tanaman jagung sampai dengan tahun
2016 seluas 50 Ha, turun dibandingkan tahun sebelumnya seluas 26 Ha.
Dengan demikian, produksi jagung pada tahun 2016 naik menjadi 208 ton.
Konsumsi perkapita jagung selama tahun 2016 sebanyak 208 ton. Terdapat
gap yang cukup lebar antara tingkat produksi dan konsumsi jagung. Hal ini
disebabkan oleh adanya perbedaan data, dimana data produksi jagung tidak
mencakup produksi jagung basah, tetapi hanya terbatas pada jagung pipilan.
Sedangkan untuk jumlah konsumsi perkapita pertahun mencakup seluruh
jenis jagung yang dikonsumsi, baik pipilan maupun jagung sayuran.

Tabel 2.55 juga menunjukkan bahwa luas areal produksi jenis singkong
dan umbi-umbian pada tahun 2016 seluas 1.333 Ha, meningkat dibandingkan
tahun sebelumnya seluas 701 Ha. Dengan demikian, terjadi peningkatan
produksi sebesar 102,12 persen menjadi 12.107 ton. Namun peningkatan
produksi tersebut ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi
penduduk dimana pada tahun 2016 mencapai 9.118 ton. Masih terjadi

kekurangan ketersediaan umbi-umbian sebanyak 2.989 ton pada tahun 2016.

2. Peternakan

Di daerah Kabupaten Bangka umumnya usaha di subsektor peternakan
yang dilakukan masyarakat saat ini hanya merupakan peternakan rakyat yang
diusahakan secara sambilan. Tabel 2.56 menunjukkan bahwa jumlah populasi
ternak sapi potong pada tahun 2016 sebanyak 1.213 ekor, naik dibandingkan
tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 1.213 ekor. Dengan demikian, jumlah
pemotongan selama tahun 2016 juga mengalami peningkatan dibandingkan
tahun sebelumnya sebanyak 1.025 ekor. Sama halnya dengan populasi ayam
buras dan ayam pedaging, dimana pada tahun 2016 mengalami peningkatan

populasi dibandingkan tahun sebelumnya.
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Tabel 2.56
Jumlah Populasi dan Industri Peternakan
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

Capaian
Uraian Satuan
2012 2013 2014 2015 2016
» Ternak Sapi Potong
1). Jumlah Populasi 622 712 1.041 1.003 1.213 Ekor
2). Jumlah Pemotong-an per 1.800 1.320 2158 846 1.025 Ekor
Tahun
3). Rata-Rata Kepemilikan 25 5 17 - 19 Ekor
» Ternak Kecil
1)- Jumlah Populasi 821 979 211 277 305 Ekor
Kambing
2). Jumlah Populasi Domba - - - -
3). Jumlah Populasi Babi 10.945 13.642 21.233 22.509 24.653 Ekor
» Unggas
1). Jumlah Ayam Buras 102.357 94.080 124.888 118.318 121.583 Ekor
2). Ayam Pedaging
a. Jumlah Populasi 5.163.004 | 1.747.128| 3.126.180| 1.220.241| 1.422.070 Ekor
b. Jumlah Peternak - 8.736 - - -
c. Jumlah Produksi 10.791 883.316 | 1.948.062 - - Ekor/Tahun
d. Rata-Rata
Kepemilikan per 34.420 200 - - - Ekor /KK/
Tahun
Peternak
3). Itik
a. Jumlah Populasi 139.542 242.004 34.717 28.091 34.321 Ekor
b. Jumlah Peternak 50 1.210 - - - Peternak
c. Jumlah Produksi 33.304 34.309 20.755 - - Ekor/ Tahun
d. Rata-Rata
Kepemilikan per 58 200 - - - Ekor/
Peternak
Peternak
» industri Peternakan
1). Jumlah Perusahaan
Pembibitan Ayam 1 1 2 2 2 Buah
a. Jumlah Rumah Potong
Hewan (RPH) 3 3 5 5 5 Buah

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Tahun 2016

Jumlah populasi ternak kambing dan babi pada tahun 2016 meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah populasi kambing meningkat
menjadi 305 ekor dan babi sebanyak 24.653 ekor pada tahun 2016. Jumlah
perusahaan pembibitan ayam dan jumlah rumah potong tidak mengalami
perubahan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu masing-masing 2

perusahaan dan 5 RPH.

2.1.3.2.2 Kehutanan
Pembangunan subsektor kehutanan di Kabupaten Bangka lebih
diarahkan pada program pemanfaatan potensi dan sumber daya hutan,
rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta perlindungan dan konservasi sumber
daya hutan. Sebagai salah satu bagian dari sektor pertanian, subsektor ini juga

memberikan peranan yang relatif besar dalam pembangunan.
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Berdasarkan tabel 2.57, luas lahan kritis sampai dengan tahun 2016
seluas 33.638,59 Ha, sama dengan luasan pada tahun 2015. Dari luasan lahan
kritis tersebut, seluas 17 hektar di lakukan reboisasi melalui penanaman
rehab DAS, dan seluas 505,60 hektar dilakukan penghijauan melalui
penanaman hutan rakyat serta KBR. Selain itu juga dilakaukan penanamn
turus jalan sebanyak 27.500 batang pohon. Di samping itu, potensi hutan yang
dimanfaatkan berupa kayu bulat yang diproduksi pada vtahun 2016 sebanyak
99.969,32 M3. Hasil produksi ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya
dengan jumlah 99.665,00 M3.

Tabel 2.57
Luas Lahan Kritis, Lahan Reboisasi, Lahan Penghijauan, Land Use
dan Hasil Hutan Non HPH Kabupaten Bangka
Tahun 2012-2016

TAHUN
URAIAN SATUAN
2012 2013 2014 2015 2016

. Hasil Hutan Non HPH

1) Kayu Bulat 1.078,37 753,366 1.707,000 99.655,002 99.969.320 M3
. Luas Lahan Kritis 91.582 76.030,62 33.638,59 33.638,59 33.638,59 Ha
. Luas Lahan Reboisasi 142 125 172 17 17 Ha
. Luas Lahan Penghijauan 964 798 175 237,5 505,60 Ha

e. Luas Land Use

(Penggunaan Lahan) |16, 55340 | 194.553,40 204.910,35 | 204.910,35 Ha

Lainnya Di Luar Hutan

Negara

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka Tahun 2016

2.1.3.2.3 Kelautan dan Perikanan

Sub sektor perikanan khususnya perikanan laut sangat dominan di
Kabupaten Bangka mengingat Pulau Bangka dikelilingi oleh lautan dan
berbatasan dengan Laut Cina Selatan yang memiliki sumber daya laut yang
relatif besar untuk dikembangkan.

Jumlah tangkapan perikanan laut sampai dengan tahun 2016 sebanyak
27.216 ton, mengalami kenaikan sebanyak 1.211 ton dibandingkan pada
tahun 2015. Sementara itu, ketersediaan sarana kapal penangkap ikan di laut
pada tahun 2016 sebanyak 2.577 unit, naik dibandingkan dnegan tahun 2015
sebanyak 2.556 unit.

Pada tahun 2016,

jumlah rumah tangga perikanan mengalami

peningkatan sebesar 7,50 persen menjadi 10.082 KK dibandingkan dengan
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2.14.

tahun sebelumnya sebanyak 5.176 KK. Sementara itu, jumlah tempat
pelelangan ikan tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 1 unit.

Selain perikanan laut, di Kabupaten Bangka juga terdapat perikanan
darat yang diusahakan oleh masyarakat berupa tambak dan kolam. Luasan
tambak pada tahun 2016 mengalami peningkatan secara signifikan, dari 16,00
Ha pada tahun 2015 menjadi 23,50 Ha pada tahun 2016. Berbanding lurus
dengan peningkatan luas produksi perikanan budidaya, jumlah produksinya
juga meningkat sebanyak 472,77 ton. Hal yang sama juga terjadi pada luasan
kolam, di mana pada tahun 2015 seluas 1,73 Ha, naik menjadi 9.09 Ha pada
tahun 2016. Peningkatan luasan tersebut diikuti oleh peningkatan jumlah
produksi yang dihasilkan sebesar 17,38 persen menjadi 180,20 ton pada
tahun 2016.

Tabel 2.58
Jumlah Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

TAHUN
URAIAN SATUAN
2012 2013 2014 2015 2016
» Perikanan Laut

1). Jumlah Tangkapan 24.616 25.023 26.115 26.005 27.216 Ton

2). Jumlah Kapal 2.334 2334 2.470 2.556 2.577 Unit
Penangkap Ikan

3). Jumlah Rumah 4454 3.321 4579 5.176 10.082 KK
Tangga Perikanan

4). Jumlah Tempat .
Pelelangan Ikan 2 ! ! 1 ! Unit

» Perikanan Darat

1). Tambak
a. Luas 138 120 120 16 23,50 Ha
b. Jumlah Produksi 99 81 95 302,5 472,77 Ton

Perikanan Darat

2). Kolam
a. Luas 15,27 15,28 8.994 1.733 9,09 Ha
b. Jumlah Produksi | 55, | 17987 | 33932 162,82 | 180,20 Ton

Rumah Tangga

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2016

Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam
mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan
dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Kabupaten lainnya yang
berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari

fasilitas wilayah atau infrastruktur dan iklim berinvestasi
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Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari :
2.1.1.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis fokus kemampuan ekonomi daerah dilihat dari indikator
kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya.
Pengeluaran per kapita di Kabupaten Bangka selama tahun 2012-2016
menunjukkan trend yang terus mengalami kenaikan. Pengeluaran per kapita
pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2015, yaitu
dari 10,90 juta rupiah/orang/tahun menjadi 11,28 juta rupiah/orang/tahun.
Peningkatan per kapita tersebut bisa dipicu oleh banyak faktor antara lain
bertambahnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup
(meningkatnya konsumsi barang dan jasa) atau juga bisa disebabkan oleh
kenaikan harga. Selain itu, membaiknya kondisi ekonomi masyarakat serta
perkembangan ilmu dan teknologi mempengaruhi perubahan selera dan
perilaku konsumsi masyarakat.

Meningkatnya pengeluaran per kapita lebih banyak ditopang oleh
pengeluaran konsumsi non makanan per kapita dibandingkan dengan
pengeluaran konsumsi makanan per kapita. Besarnya kontribusi pengeluaran
konsumsi rumah tangga non makanan per kapita terhadap pengeluaran per
kapita selama tahun 2012-2016 rata-rata sebesar 49,30 persen sedangkan
pengeluaran konsumsi rumah tangga makanan per kapita rata-rata sebesar
50,70 persen.

Indikator pengeluaran per kapita, pengeluaran konsumsi rumah tangga
non makanan per kapita dan pengeluaran konsumsi rumah tangga makanan
per kapita tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.59
Pengeluaran Per Kapita, Non Makanan per Kapita
dan Makanan Per Kapita Kabupaten Bangka
Tahun 2012 - 2016

Tahun
Indikator

2012 2013 2014 2015 2016

Pengeluaran Konsumsi per
Kapita (Ribu 10.320 10.647 10.679 10.904 11.279
Rupiah/Orang/Tahun)

Pengeluaran konsumsi non

malkanan per kapita (%) 55,21 54,72 45,41 44,33 46,82

Pengeluaran konsumsi

makanan per kapita (%) 44,79 45,28 54,59 55,67 53,18

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2017
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2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Bangka dilaksanakan
dalam rangka mendukung pembangunan, sesuai dengan visi dan misi yang
telah ditetapkan dengan tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat. Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan
terhadap indikator-indikator: ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah
produktif, dan luas wilayah industri.

Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada

fokus fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai berikut :
2.1.4.2.1 Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sesuai dengan fungsi, kegunaan dan kedudukannya, Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bangka adalah pedoman dan dasar bagi
penyusunan rencana dan program pembangunan daerah baik dalam jangka
pendek, menengah maupun panjang. Dengan demikian, arahan dari Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka lebih lanjut perlu dilakukan ketaatan
terhadap rencana tata ruang wilayah.

Penyusunan indikasi ketataatan ini pada hakekatnya adalah
penyusunan sistem prioritas pelaksanaan pembangunan yang mengatur dan
mengelompokkan sektor/subsektor pembangunan. Penyusunan ini dilakukan
karena pembangunan yang direncanakan pada dasarnya tidak mungkin dapat
dilakukan secara bersamaan, dan perlu dilakukan pentahapan. Hal ini
dikarenakan adanya berbagai kendala dan tingkat kepentingan/ urgensi dari
program/ sub program maupun sektor/ subsektor yang harus diprioritaskan.

Rencana sistem kegiatan pembangunan dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu
tahapan pembangunan program pengembangan pemanfaatan ruang
(pengembangan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis)
dan tahapan pembangunan program pengembangan struktur tata ruang
(pengembangan sistem kota-kota, sistem transportasi, sarana dan prasarana
wilayah).

Pada tahun 2013 realisasi RTRW sebanyak 100 ketaatan dengan target
rencana peruntukan RTRW 95 ketaatan dan rasio sebesar 0,88 persen, untuk

tahun 2014 realisasi RTRW sebanyak 96 ketaatan dengan target rencana
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peruntukan RTRW 109 ketaatan dan rasio meningkat menjadi 0,95 persen,
Sedangkan pada tahun 2015, rencana peruntukan RTRW ditargetkan sebesar
128 persen, dan terealisasi mencapai 135 atau sebesar 94,81 persen dengan
rasio ketaatan mencapai 0,95. Pada tahun 2016, rasio ketaatan meningkat
menjadi 0,96 dengan rencana peruntukkan RTRW sebesar 94 dan terealisasi
sebesar 98. Secara detail hasil pemanfaatan ruang Kabupaten Bangka tahun
2012-2016 pada tabel 2.60 sebagai berikut :

Tabel 2.60
Rasio Ketaatan terhadap RTRW
Kabupaten Bangka Tahun 2013-2016

NO Uraian 2013 2014 2015 2016
1. | Realisasi Ketaatan RTRW 100 96 128 94
2. | Rencana Peruntukan RTRW 95 109 135 98
3. | Persentase 105,26 88 95 95,92
4. | Rasio (1/2) 1,05 0,88 0,95 0,96

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2016
2.1.4.2.2 Luas Wilayah Produktif

Kawasan wilayah produktif sampai dengan tahun 2013 memiliki luas
sebesar 90.194,86 ha. Termasuk dalam kawasan produktif ini adalah kawasan
pertanian. kawasan permukiman. pertambangan dan industri. Pola ruang
kawasan budidaya secara spasial mengarah pada bagian wilayah barat-timur.
mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan tergolong
sangat tinggi dan tinggi. Rencana pola ruang kawasan budidaya terbagi

menjadi :

a. Kawasan peruntukkan hutan produksi;

b. Kawasan peruntukan pertanian terdiri dari :
c. kawasan peruntukkan pertanian lahan basah;
d. kawasan peruntukkan pertanian lahan kering

e. Kawasan peruntukkan perkebunan;

-

Kawasan peruntukkan perkebunan rakyat;

Kawasan peruntukkan peternakan;

= o

Kawasan peruntukkan perikanan;

—-

Kawasan peruntukkan pertambangan;

Kawasan peruntukkan industri;

—
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k. Kawasan peruntukkan pariwisata;
Untuk menghitung luas wilayah produktif Kabupaten Bangka disusun
pada tabel 2.61, sebagai berikut :

Tabel 2.61
Persentase Luas Wilayah Produktif
Kabupaten Bangka Tahun 2013-2016

NO Uraian 2013 2014 2015 2016
1. Luas Wilayah Produktif 44,3 77,14 81,37 82,12
2. | Luas Seluruh Wil. Budidaya 88,7 86,60 87,03 87,76
3. | Rasio (1/2) 66,5 81,87 93,50 93,57

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2016

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator-
indikator: angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan
macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim

usaha, desa berstatus swasembada terhadap total desa.

a. Angka kriminalitas
Untuk menghitung angka kriminalitas disajikan dalam tabel 2.62,
sebagai berikut :

Tabel 2.62
Angka Kriminalitas
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

No Jenis Kriminal 2013 2014 2015 2016

1. | Jumlah Tindak Kriminal 594 676 480 469
Selama 1 Tahun

2. | Jumlah Penduduk 304.130 305.158 309.067 311.525

3. | Angka Kriminalitas 0,002 0,002 0,002 0,002
(1)/(2)

Sumber : BPS Kab. Bangka Tahun 2017

b. Lama Proses Perijinan

Proses Penerbitan Perijinan di Kabupaten Bangka antara 1 (satu)
sampai dengan 15 (lima belas) hari. Dimana Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu yang selanjutnya disingkat KPT adalah SKPD yang mempunyai
wewenang di bidang pelayanan perizinan. Adapun pendelegasian wewenang
penerbitan perizinan di Kabupaten Bangka meliputi 13 (tiga belas) bidang,

yaitu :
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Bidang Kesehatan
Bidang Pekerjaan Umum
Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Bidang Perhubungan

1.
2.
3
4
5. Bidang Lingkungan Hidup
6. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
7. Bidang Kelautan dan Perikanan
8. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Bidang Pertanahan
10. Bidang Peternakan
11. Bidang Kehutanan
12. Bidang Pendapatan
13. Bidang Pendidikan
Untuk penerbitan izin bidang kesehatan terdiri dari 24 (dua puluh empat)
perizininan, bidang Pekerjaan Umum terdiri 2 (dua) perizinan, bidang
Perindustrian dan Perdagangan terdir dari 6 (enam) perizinan, bidang
Perhubungan 2 (dua) perijinan, bidang Lingkungan Hidup terdiri dari 5(lima)
perijinan, bidang Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari 13 (tiga belas)
perijinan, bidang Kelautan dan Perikanan terdiri dari 8 (delapan) perijinan,
bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari 2 (dua) perijinan, bidang
Pertanahan terdiri dari 2 (dua) perijinan, bidag Pertanahan terdiri dari 2
(dua) perijinan, bidang Peternakan terdiri dari 2 (dua) perijinan, bidang
Kehutanan terdiri dari 1 (satu) perijinan, bidang pendapatan terdiri dari 2
(dua) perijinan dan bidang pendidikan terdiri dari 1 (satu) jenis perijinan.
Dalam ketentuan penerbitan perijinan di Kabupaten Bangka diatur dalam
Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2010 tentang pendegelasian
Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan
Terpadu di Daerah, sehingga dengan peraturan Bupati tersebut penerbitan
izin sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis sehingga pembangunan di
bidang investasi di Kabupaten Bangka dapat berjalan dengan baik dan
semestinya.
c. Pajak dan Retribusi Daerah
Di Kabupaten Bangka salah satu penunjang pendapatan asli daerah (PAD)

ada di sektor pajak dan retribusi, dimana sudah diatur dalam Peraturan
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Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Dibawah ini akan
dijelaskan beberapa jenis Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa
Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu yang ada di Kabupaten Bangka,

sehingga dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah.

» Pajak Daerah Kabupaten Bangka terdiri dari :
1. Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Walet

Pajak BPHTB

Pajak Air Bawah Tanah

Pajak Minyak, Energi dan Bahan Bakar

Pajak Reklame

Pajak Parkir

© N > 1ok W

» Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

© N > ok W N RE

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
» Retribusi Jasa Usaha

1. Retribusi Pemakaian Jasa Usaha

2. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

3. Retribusi Tempat Pelelangan

4. Retribusi Terminal

5. Retribusi Tempat Khusus Parkir

6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan dan Villa
> Retribusi Perizinan Tertentu :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
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3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek

5. Retribusi Izin Usaha Perikanan
d. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

Penataan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Bangka untuk
mendukung iklim usaha sudah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2009.
Dengan demikian, masyarakat dan pelaku usaha lainnya yang ingin
menginvestasi di Kabupaten Bangka dapat mengembangkan usaha secara

efisien sesuai dengan ketentuan peraturan daerah di Kabupaten Bangka.

Pada tahun 2009, terdapat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11
Tahun 2003 Tentang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dimana besarnya
retribusi yang diambil untuk Kkeperluan non industri besar sebesar
Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per satu ijin, sedangkan untuk
non industri kecil besarnya retribusi yang diambil sebesar Rp500.000 (lima
ratus ribu rupiah) per satu ijin.

Tahun 2011, terdapat 3 Perda yang sangat dominan dalam hal
mendukung iklim usaha di Kabupaten Bangka. Perda dimaksud yaitu:
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Tahun 2012, ada 8 (delapan) Perda yang dalam hal ini sangat efisien
dalam hal mendukung iklim usaha di Kabupaten Bangka yang terdiri dari:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2003
Tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Tanah Milik dan Kebun
Rakyat.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di
Daerah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2012 Tentang

Pengelolaan Tambang Mineral.
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4.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2012 Tentang

Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangka.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2012 Tentang

Pemberian dan Pengawasan Tanda Daftar Gudang.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2012 Tentang

Tanda Daftar Perusahaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2012 Tentang

Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2012 Tentang

Surat Izin Usaha Perdagangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);
Tahun 2015, terdapat 11 Peraturan Daerah yang dikeluarkan

Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka mendukung iklim usaha, yaitu:

1.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda
Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011 tentang retribusi Jasa Usaha.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda
Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sumbangan Pihak Ketiga
Kepada Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perizinan Bidang
Kesehatan.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Perumahan di Kabupaten Bangka.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan
Pemberdayaan PKL.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Jalan di
Kabupaten Bangka.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
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9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan.

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Perizinan di Kabupaten Bangka

11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Kelurahan Romodong Indah, Kelurahan Air Asam, Kelurahan Mantung
dan Kelurahan Belinyu dalam Wilayah Kecamatan Belinyu Kabupaten

Bangka.

e. Lama Proses Perizinan

Dalam ketentuan penerbitan perijinan di Kabupaten Bangka diatur dalam
Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2010 tentang pendegelasian
Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan
Terpadu di daerah, sehingga dengan peraturan Bupati tersebut penerbitan
izin sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis sehingga pembangunan di
bidang investasi di Kabupaten Bangka dapat berjalan dengan baik dan
semestinya. Berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini lama proses
penyelesaiaan perizinan berdasarkan perizinan yang diterbitkan.

Tabel 2.63
Lama Proses Penyelesaian Perizinan
Berdasarkan Jenisnya Tahun 2015-2016

Lama Proses Penyelesaian (Hari)

No Jenis Perizinan 2015 2016

SITU

SIUP

TDP

IUI

TDI

IUJK

N |G| |WIN |-

IMB

U1V |0 OV | | | [
Sl Wlww

8 HO

Sumber : Dinpmp2kukm Kab. Bangka, 2017
f. Desa Swasembada

Pada tahun 2016, terdapat 77 Kelurahan/Desa di Kabupaten Bangka. Dari
jumlah tersebut, semuanya termasuk dalam kategori desa swadaya. Jumlah
tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014, di mana

terdapat 41 desa swadaya.

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018 II-94



Pemerintah Kabupaten Bangka

Tabel 2.64
Klasifikasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Bangka
Tahun 2012 - 2016

Tahun
Klasifikasi Desa
2012 2013 2014 2015 2016
Swasembada 0 0 0 0 0
Swadaya 8 26 41 77 77
Swakarya 63 45 30 0 0
Jumlah Desa 71 71 71 77 77

Sumber data : Bangka Dalam Angka 2017
Dimsospemdes Kab. Bangka,2017

Selengkapnya perkembangan status desa Kabupaten Bangka tahun
2012-2016 tersaji pada tabel berikut.

Grafik 2.20
Status Desa Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016
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2.2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

a. Angka ketergantungan
Angka ketergantungan menunjukkan persentase penduduk yang tidak
produktif dan menjadi tanggungan penduduk produktif. Semakin tinggi
angka ketergantungan mengakibatkan beban penduduk yang produktif
menjadi lebih tinggi untuk menanggung biaya hidup penduduk yang
terkategori belum produktif. Selengkapnya perkembangan angka
ketergantungan penduduk di Kabupaten Bangka tahun 2012-2016 tersaji

pada grafik berikut ini.
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2.2,

2.2.1.
2.2.1.1

Grafik 2.21
Perkembangan Angka Ketergantungan
Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 dan
Realisasi RPJMD
Evaluasi RKPD
Evaluasi RKPD Tahun 2016

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2016, tahun
berjalan, dan realisasi RPJMD masih terdapat kendala-kendala dalam
pelaksanaan pencapaian target yang telah direncanakan. Untuk itu diperlukan
evaluasi program pembangunan yang harus dievaluasi untuk melihat
bagaimana pencapaian tujuan sebuah program/kegiatan dikaitkan dengan
proses/tahapan perencanaan sebelumnya.

Adapun realisasi program/kegiatan berdasarkan realisasi anggaran
SKPD sebagai berikut :

Table 2.65
Rataan Capaian Kinerja dan Anggaran
SKPD Kabupaten Bangka Tahun 2016

Rata-Rata Capaian
No SKPD Kinerja dan Anggaran ...,
Kinerja Anggaran
(%) (%)
1 Sekretariat Daerah 92,74 79,66 SB
2 Sekretariat DPRD 100,00 88,96 SB
3 Inspektorat 100,00 78,93 SB
4 Bappeda 100,00 78,67 SB
5 Badan Lingkungan Hidup 100,00 91,86 SB
6 | BKPP 97,05 71,94 SB
7 | BPM Pemdes 70,90 71,35 S
8 | BKP3 100,00 86,23 SB
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Rata-Rata Capaian
No SKPD Kil.leri ? dan Anggaran Kriteria
Kinerja Anggaran
(%) (%)
9 BP2TPM 100,00 71,78 SB
10 | Dinas Pendidikan 94,83 93,33 SB
11 | Dinas Kesehatan 100,00 85,17 SB
12 | Dinas Pekerjaan Umum dan 100,00 91,70 SB
Perumahan
13 | Dinas Kependudukan dan 100,00 95,27 SB
Catatan Sipil
14 | Dinas Pemuda dan Olahraga 93,05 87,01 SB
15 | DPPKAD 100,00 80,58 SB
16 | Dinas Perhubungan, 100,00 95,79 SB
Komunikasi dan Informatika
17 | Dinas Kebudayaan dan 100,00 94,21 SB
Pariwisata
18 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 68,13 68,06 S
19 | Dinas Pertanian dan Peternakan 100,00 97,85 SB
20 | Dinas Kehutanan dan 69,54 58,32 S
Perkebunan
21 | Dinas Kelautan dan Perikanan 100,00 82,26 SB
22 | Dinas Pertambangan dan Energi 56,29 53,43 R
23 | Dinas Perindustrian, 100,00 94,39 SB
Perdagangan, Koperasi dan
UMKM
24 | Kantor Keluarga Berencana dan 91,61 67,85 SB
Pemberdayaan Perempuan
25 | Kantor Satuan Polisi dan 100,00 97,46 SB
Pamong Praja
26 | Kantor Kesatuan Bangsa dan 100,00 97,84 SB
Politik
27 | Kantor Kearsipan dan 98,23 86,69 SB
Perpustakaan
28 | Rumah Sakit Umum Daerah 100,00 85,08 SB
29 | Sekretariat Korpri 100,00 96,72 SB
30 | Kecamatan Sungailiat 66,13 64,81 S
31 | Kecamatan Pemali 100,00 96,13 SB
32 | Kecamatan Merawang 98,86 94,28 SB
33 | Kecamatan Mendo Barat 100,00 96,44 SB
34 | Kecamatan Puding Besar 96,53 94,22 SB
35 | Kecamatan Bakam 100,00 95,53 SB
36 | Kecamatan Riau Silip 100,00 95,59 SB
37 | Kecamatan Belinyu 100,00 95,85 SB
38 | Kelurahan Sungailiat 100,00 95,64 SB
39 | Kelurahan Parit Padang 100,00 90,98 SB
40 | Kelurahan Sinar Baru 100,00 92,40 SB
41 | Kelurahan Kenanga 100,00 96,41 SB
42 | Kelurahan Kuday 100,00 95,69 SB
43 | Kelurahan Kuto Panji 100,00 98,65 SB
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Rata-Rata Capaian
No SKPD Kil.lerj ? dan Anggaran Kriteria
Kinerja Anggaran
(%) (%)
44 | Kelurahan Bukit Ketok 100,00 98,36 SB
45 | Kelurahan Air Jukung 100,00 95,51 SB
46 | Kelurahan Sri Menanti 100,00 98,37 SB
47 | Kelurahan Bukit Betung 100,00 95,76 SB
48 | Kelurahan Lubuk Kelik 100,00 77,11 SB
49 | Kelurahan Sinar Jaya Jelutung 100,00 95,84 SB
50 | Kelurahan Matras 100,00 82,78 SB
51 | Kelurahan Surya Timur 100,00 79,77 SB
52 | Kelurahan Jelitik 99,44 92,03 SB

2.2.1.2 Analisis Kendala Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD

Berdasarkan tabel di atas, setelah dilakukan evaluasi pencapaian
realisasi anggaran SKPD yang dikategorikan predikat tingkat capaian SKPD
masing-masing sangat tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah, ada 1 (satu)
SKPD melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu: SKPD Dinas Kehutanan dan
Perkebunan dengan capaian kinerja hanya sebesar 69,54 persen saja
disebabkan kegiatan penanaman hutan rakyat yang bersumber dari Dana
Alokasi Khusus tidak dapat dilaksanakan mengingat implementasi UU Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Penyerahan Personil,
Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) kehutanan ke Pemerintah
Provinsi. Begitu juga dengan Dinas Pertambangan dan Energi yang terkendala
dengan masa transisi pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah dimana urusan pertambangan bukan lagi
menjadi kewenangan pemerintah kabupaten tetapi menjadi kewenangan
pemerintah provinsi.

Selain itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
(BPM Pemdes) berdasarkan realisasi kinerja hanya sebesar 70.90 persen.
Kondisi tersebut disebabakan Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Kades se-
Kabupaten Bangka tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pelaksanaan
kegiatan tersebut tidak dibebankan pada anggaran BPM Pemdes melainkan

pada masing-masing kecamatan.
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2.2.1.3 Evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2017

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan
triwulan I tahun berjalan yang terdapat pada Lampiran RKPD ini dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2.2.2  Evaluasi Pelaksanaan RPJMD
2.2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun Kedua RPJMD

Evaluasi hasil RPJDM sangat penting untuk mengetahui tingkat capaian
kinerja masing-masing sasaran pokok pembangunan daerah sehingga
diketahui sejauhmana kinerja masing-masing sasaran pokok pembangunan
daerah yang tercantum dalam RPJMD, sebagai upaya perbaikan pelaksanaan

pembangunan tahun berikutnya sehingga proses pembangunan sesuai dengan

rencana.
Tabel 2.66
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Bangka Tahun 2016
2016
. Capaian Target Akhir
Indikator 2015 Target Realisasi % RPJMD
Laju Pertumbuhan Sektor 10,72% 8,86% 10,34% - 12,07%
Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan
PDRB Sub Sektor Pertanian, | 1.674.342,00 @ 1.835.757,00 | 1.854.988,60 - 2.277.736,00
Peternakan, Perburuan dan Jasa
Pertanian
PDRB Sub Sektor Perikanan 632.904,00 668.026,00 691.410,20 [EHOSBON 812.267,00
Nilai Tukar Petani (NTP) 89,80 89,93 89,96 100,03 91,59
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90,10% 94,60% 92,00%  [NOZ250 95,00
Peningkatan Ketersediaan Pangan 131.444 134.375 135.452 - 136.200
Utama per 1.000 Penduduk Kg/1.000 Kg/1.000 Kg/1.000 Kg/1.000
Penduduk Penduduk Penduduk Penduduk
Aparatur Pemerintah yang 40,00% 60,00% 60,96% - 70,00%
Memiliki Kompetensi
Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD WDP WTP WDP 75,00 WTP
Tahun Sebelumnya
Persentase Serapan Belanja Daerah 88,84% 89,81% 89,64% _ 91,50%
Indeks Kepuasan Masyarakat 56,55 57,21 64,39 | 112,55 68,08
Persentase Peningkatan PAD 30,32% 11,03% 11,14%  BEOBOON  13,20%
Peningkatan PDRB Perkapita 5,66% 6,08% 571%  BO39I  8,75%
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan 53,72% 45,76% 53,74% - 51,17
Perkapita
Persentase Angka Kemiskinan 5,63% 5,45% 5,52% | 9872 5,00%
Peningkatan Kunjungan Wisatawan 33,50% 5,50% 4,48% 81,45 6,50%
Angka Rata-Rata Lama Sekolah 7,94 Tahun 8,02 Tahun 7,96 Tahun [HO9I25M 8,06 Tahun
Angka Harapan Lama Sekolah 12,36 Tahun | 12,51 Tahun | 12,37 Tahun [NO8B8M 12,67 Tahun
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2016 Capaian
. . | s/d2016
No Indikator Capaian .. Target Akhir térhadap
2015 Target Realisasi % RPJMD 2018
(%)
18. | Angka Partisipasi Kasar (APK)
0 SD/MI 111,34% 108,10% 109,29% -‘ 110,28% 99,10
o SMP/MTs 100,26% 97,93% 94,51% 103,89% 90,97
o SMA/SMK/MA 91,46% 71,05% 71,68%  [NH0089Y  79,00% 90,73
19. | Angka Partisipasi Murni (APM) |
o SD/MI 96,42% 97,20% 99,39% -‘ 99,59% 99,80
o SMP/MTs 74,63% 75,78% 96,30% 99,84% 96,45
o SMA/SMK/MA 68,59% 60,37% 62,89% 0B  76,28% 82,45
20. | Angka Kelulusan (AL) |
o SD/MI 97,60% 100,00% 99,93% 100,00% 99,93
o SMP/MTs 99,80% 100,00% 99,85% 100,00% 99,85
o SMA/SMK/MA 95,50% 100,00% 99,80% 100,00% 99,80
21. | Angka Putus Sekolah |
o SD/MI 0,09% 0,08% 0,075% 0,07% 92,86
o SMP/MTs 0,23% 0,21% 0,20% 0,19% 94,74
o SMA/SMK/MA 0,47% 0,45% 0,43% 0,40% 92,50
22. | Angka kematian bayi per 1.000 4,87 4,40 4,36 -‘ 4,01 91,27
kelahiran hidup
23. | Angka usia harapan hidup 70,48 Tahun | 70,53 Tahun | 70,52 Tahun {99998 71,00 Tahun 99,28
24. | Persentase balita gizi buruk 0,08% 0,08% 0,06% _l 0,05% 80,00
25. | Angka kematian ibu melahirkan per 0,94 0,89 0,81 0,80 98,75
1.000 kelahiran hidup -‘
26. | Proporsi panjang jaringan jalan 67,25% 70,14% 70,00% -| 77,00% 90,91
dalam kondisi baik
27. | Rasio jaringan irigasi 90,20% 92,50% 96,76% 100,00% 96,76
28. | Persentase panjang jembatan baik 87,35% 89,00% 88,70% 94,23% 94,13
di Kabupaten
29. | Drainase dalam kondisi 58,05% 62,00% 58,72% 70,00% 83,89
baik/pembuangan aliran air tidak -‘
tersumbat
30. | Persentase rumah tangga (RT) yang 86,03% 89,60% 97,04% 100,00% 97,04
menggunakan air bersih ‘
31. | Persentase rumah tinggal 85,98% 86,90% 86,81% | 90,00% 96,46
Bersanitasi
32. | Persentase penanganan sampah 91,24 92,00% 91,30% -| 95,00% 96,11
33, | Tempat pembuangan sampah (TPS) 0,14 0,33% 0,19% | 57,58 | 0,36% 52,78
per satuan penduduk
34. | Kontribusi sektor pertambangan 13,44% 12,35% 12,64% 10,85% 116,50
terhadap PDRB ‘
35. | Persentase penurunan luas lahan 2,57% 3,15% 4,07% | 4,71% 86,41
kritis di Kabupaten Bangka
36. | Ketaatan terhadap RTRW 95,00% 95,00% 9592%  WM00PZY  100,00% 95,92
37. | Rasio ruang terbuka hijau per 32,38 32,38% 32,38 -‘ 35,00% 92,51

satuan luas wilayah

2.2.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Utama RPJMD

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi terhadap seluruh capaian kinerja

utama RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2016 menghasilkan beberapa

rekomendasi atas capaian kinerja yang memiliki tingkat capaian kinerja
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sangat baik, baik, cukup baik dan tidak baik sebagai upaya perbaikan yang

berkesinambungan dalam meningkatkan kinerjanya dan hasil evaluasi

tersebut menjadi prioritas pembangunan tahun 2017 sehingga target kinerja

yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Tabel 2.67

Isu Strategis Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJMD
Kabupaten Bangka Tahun 2016

Indikator Kinerja Capaian Target Hasil Evaluasi Prioritas
Utama 2016 RPJMD Pembangunan
Laju Pertumbuhan 10,34% 12,07% Rendahnya Pertanian
Sektor Pertanian, Stabilitas
Kehutanan dan Keamanan
Perikanan Pangan
PDRB Sub Sektor | 1.854.988,60 | 2.277.736,00
Pertanian, Peternakan,
Perburuan dan Jasa
Pertanian
PDRB Sub Sektor | 691.410,20 812.267,00
Perikanan
Nilai Tukar Petani (NTP) 89,96 91,59
Skor Pola Pangan 92,00% 95,00%
Harapan (PPH)
Peningkatan 135.452 136.200
Ketersediaan Pangan Kg/1.000 Kg/1.000
Utama per 1.000 Penduduk Penduduk
Penduduk
Aparatur Pemerintah 60,96% 70,00% Implementasi Reformasi
yang Memiliki Reformasi Birokrasi
Kompetensi Birokrasi belum
Opini Hasil Pemeriksaan WDP WTP optimal
atas LKPD Tahun
Sebelumnya
Persentase Serapan 89,64% 91,50%
Belanja Daerah
Indeks Kepuasan 64,39 68,08
Masyarakat
Persentase Peningkatan 11,14% 13,20%
PAD
Peningkatan PDRB 571% 8,75% Disparitas Ekonomi
Perkapita Perekonomian
Pengeluaran Konsumsi 53,74% 51,17 antar
Non Pangan Perkapita Kecamatan
Persentase Angka 5,52% 5,00% Tingkat Kemiskinan
Kemiskinan Kemiskinan,
Disparitas, dan
Pengangguran
Peningkatan Kunjungan 4,48% 6,50% Lemahnya Pariwisata dan
Wisatawan Promosi dan Kebudayaan
Event
Pariwisata
Angka Rata-Rata Lama | 7,96 Tahun 8,06 Tahun | Rendahnya Pendidikan
RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018 II-101




Pemerintah Kabupaten Bangka

Indikator Kinerja Capaian Target Hasil Evaluasi Prioritas
Utama 2016 RPJMD Pembangunan
Sekolah Aksesibilitas
Angka Harapan Lama | 12,37 Tahun | 12,67 Tahun | dan Kualitas
Sekolah Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar
(APK)
o SD/MI 109,29% 110,28%
o SMP/MTs 94,51% 103,89%
o SMA/SMK/MA 71,68% 79,00%
Angka Partisipasi Murni
(APM)
o SD/MI 99,39% 99,59%
o SMP/MTs 96,30% 99,84%
o SMA/SMK/MA 62,89% 76,28%
Angka Kelulusan (AL)
o SD/MI 99,93% 100,00%
o SMP/MTs 99,85% 100,00%
o SMA/SMK/MA 99,80% 100,00%
Angka Putus Sekolah
o SD/MI 0,08% 0,07%
o SMP/MTs 0,20% 0,19%
o SMA/SMK/MA 0,43% 0,40%
Angka kematian bayi per 4,36 4,01 Rendahnya Kesehatan
1.000 kelahiran hidup Aksesibilitas
Angka usia harapan | 70,52 Tahun | 71,00 Tahun | 9an Kualitas
hidup Kesehatan
Persentase balita gizi 0,06% 0,05%
buruk
Angka kematian ibu 0,81 0,8
melahirkan per 1.000
kelahiran hidup
Proporsi panjang 70,00% 77,00% Disparitas Infrastruktur
jaringan jalan dalam Perekonomian
kondisi baik antar
Rasio jaringan irigasi 96,76% 100,00% Kecamatan
Persentase panjang 88,70% 94,23%
jembatan baik di
Kabupaten
Drainase dalam kondisi 58,72% 70,00%
baik/pembuangan aliran
air tidak tersumbat
Persentase rumah 97,04% 100,00%
tangga (RT) yang
menggunakan air bersih
Persentase rumah 86,81% 90,00%
tinggal Bersanitasi
Persentase penanganan 91,30% 95,00% Rendahnya Lingkungan
sampah Aksesibilitas Hidup
Tempat  pembuangan 0,19% 0,36% dan Belayanan
sampah (TPS) per Kebersihan
satuan penduduk
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Indikator Kinerja Capaian Target Hasil Evaluasi Prioritas
Utama 2016 RPJMD Pembangunan

Persentase penurunan 4,07% 4,71%
luas lahan kritis di
Kabupaten Bangka
Ketaatan terhadap 95,92% 100,00% Kurangnya Penataan
RTRW Ketaatan Ruang
Rasio ruang terbuka 32,38 35,00% terhadap RTRW
hijau per satuan luas
wilayah
2.2.3 Pokok - Pokok Pikiran DPRD

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka 2018 juga mencermati

aspirasi dari DPRD yang memuat pandangan dan pertimbangan mengenai arah

prioritas pembangunan serta rumusan usulan program dan kegiatan yang belum

tersentuh mekanisme pembahasan Musrenbang RKPD. Adapun yang menjadi masukan

pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses adalah sebagai berikut :

Tabel 2.68
Daftar Usulan Program dan Kegiatan Hasil Pokok Pikiran DPRD
Tahun 2018
USULAN DPRD
No | PRIORPES W ~ LOKASI OPD KETERANGAN
o o KEGIATAN
1 Infrastruktur 1 Pengendalian dan | 1 Pemasangan Lampu Se- Dinas Sesuai dengan
Pengamanan Lalu Jalan Kabupaten Pekerjaan Prioritas Daerah,
Lintas Bangka Umum, Sudah dianggarkan
Penataan dengan Dana
Ruang dan Kabupaten
Perhubungan
2 | Rehabilitasi’/Pemelihara 2 | Perbaikan Jembatan Se- Dinas Sudah Sesuai
an Jalan dan Jembatan Rusak di Daerah Kabupaten Pekerjaan dengan Prioritas
Bangka Umum, Daerah, Lokasi
Penataan sudah diverikasi
Ruang dan oleh Instansi Terkait
Perhubungan
3 | Pembangunan Saluran | 3 | Pembangunan Kecamatan Dinas Sudah Sesuai
Drainase/Gorong- Bandar Sirit Parit di Sungailiat Pekerjaan dengan Prioritas
Gorong Sekitaran Jalan Umum, Daerah, Lokasi
Kampung Pasir Penataan sudah diverikasi
Ruang dan oleh Instansi Terkait
Perhubungan
4 | Pembangunan Jalan | 4 | Perbaikan Jalan Se- Dinas Sesuai dengan
dan Jembatan Setapak Kabupaten Pekerjaan Prioritas Daerah,
Bangka Umum, Sudah dianggarkan
Penataan dengan Dana
Ruang dan Kabupaten
Perhubungan
5 | Lingkungan Sehat | 5 | Pembangunan Se- Dinas Sesuai dengan
Perumahan Sanitasi/WC Kabupaten Pekerjaan Prioritas Daerah,
Bangka Umum, Sudah dianggarkan
Penataan dengan Dana
Ruang dan Kabupaten
Perhubungan
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USULAN DPRD
No | PRIORPES W ~ LOKASI OPD KETERANGAN
o o KEGIATAN
6 | Penataan, Penguasaan, | 6 | Ganti Rugi Lahan Se- Dinas Sesuai dengan
Pemilikan dan Kabupaten Pekerjaan Prioritas Daerah,
Pemanfaatan Tanah Bangka Umum, Sudah dianggarkan
Penataan dengan Dana
Ruang dan Kabupaten
Perhubungan
7 | Pengembangan dan | 7 | Perbaikan Irigasi Kecamatan Dinas Sesuai dengan
Pengelolaan  Jaringan Riau Silip Pekerjaan Prioritas Daerah,
Irigasi dan  Jaringan Umum, Sudah dianggarkan
Pengairan Lainnya Penataan dengan Dana
Ruang dan Kabupaten
Perhubungan
Kecamatan Dinas Sesuai dengan
Puding Pekerjaan Prioritas Daerah,
Besar Umum, Sudah dianggarkan
Penataan dengan Dana
Ruang dan Kabupaten
Perhubungan
8 | Pengendalian Banjir 8 | Penanggulangan Kecamatan Dinas Sudah Sesuai
Banjir Sungailiat Pekerjaan dengan Prioritas
Umum, Daerah, Lokasi
Penataan sudah diverikasi
Ruang dan oleh Instansi Terkait
Perhubungan Sudah Sesuai
dengan Prioritas
Daerah, Lokasi
sudah diverikasi
oleh Instansi Terkait
9 | Pengembangan 9 | Pembangunan Se- Dinperkpp Sesuai dengan
Perumahan Rumah Bagi Warga | Kabupaten Prioritas Daerah,
Kurang Mampu Bangka Sudah dianggarkan
dengan Dana
Kabupaten
10 | Pengembangan Kinerja | 10 | Bantuan Fasilitas Air Se- Dinas Sesuai dengan
Pengelolaan Air Minum Bersih Kabupaten Pekerjaan Prioritas Daerah,
dan Air Limbah Bangka Umum, Sudah dianggarkan
Penataan dengan Dana
Ruang dan Kabupaten
Perhubungan
Kecamatan Dinas Sesuai dengan
Merawang Pekerjaan Prioritas Daerah,
Umum, Sudah dianggarkan
Penataan dengan Dana
Ruang dan Kabupaten
Perhubungan
2 Kesehatan 1 Upaya Kesehatan | 1 | Jaminan Kesehatan Se- Dinas Sesuai dengan
Masyarakat bagi Masyarakat | Kabupaten Kesehatan Prioritas Daerah,
Miskin Bangka Sudah dianggarkan
dengan Dana
Kabupaten
3 Pendidikan 1 Pendidikan Anak Usia | 1 | Pembangunan Pagar | Kecamatan Dinas Sesuai dengan
Dini Sekolah PAUD Bakam, Pendidikan Prioritas Daerah,
Sungailiat, dan Sudah dianggarkan
Pemali Kebudayaan dengan Dana
Kabupaten
2 | Wajib Belajar | 2 | Pembangunan Pagar Se- Dinas Sudah Sesuai
Pendidikan Dasar Sekolah Pendidikan | Kabupaten Pendidikan dengan Prioritas
Sembilan Tahun Dasar Bangka dan Daerah, Lokasi
Kebudayaan sudah diverikasi
oleh Instansi Terkait
Se- Dinas Sesuai dengan
Kabupaten Pendidikan Prioritas Daerah,
Bangka dan Sudah dianggarkan
Kebudayaan dengan Dana
Kabupaten
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USULAN DPRD
No | PRIORPES W ~ LOKASI OPD KETERANGAN
o o KEGIATAN
3 | Wajib Belajar | 3 | Pembangunan Kabupaten Dinas Sesuai dengan
Pendidikan Dasar Rumah Dinas Guru Bakam, Pendidikan Prioritas Daerah,
Sembilan Tahun Mendo dan Sudah dianggarkan
Barat, Kebudayaan dengan Dana
Puding Kabupaten
Besar, Riau
Silip,
Belinyu,
Merawang
4 | Wajib Belajar | 4 | Penyediaan Sarana Se- Dinas Sesuai dengan
Pendidikan Dasar dan Prasarana Kabupaten Pendidikan Prioritas Daerah,
Sembilan Tahun Perpustakaan Bangka dan Sudah dianggarkan
Kebudayaan dengan Dana
Kabupaten
Se- Dinas Sesuai dengan
Kabupaten Pendidikan Prioritas Daerah,
Bangka dan Sudah dianggarkan
Kebudayaan dengan Dana
Kabupaten
Se- Dinas Sudah Sesuai
Kabupaten Pendidikan dengan Prioritas
Bangka dan Daerah, Lokasi
Kebudayaan sudah diverikasi
oleh Instansi Terkait
Kecamatan Dinas Sesuai dengan
Mendo Barat Pendidikan Prioritas Daerah,
dan Sudah dianggarkan
Kebudayaan dengan Dana
Kabupaten
Kecamatan Dinas Sesuai dengan
Riau Silip Pendidikan Prioritas Daerah,
dan Sudah dianggarkan
Kebudayaan dengan Dana
Kabupaten
Kecamatan Dinas Sesuai dengan
Mendo Pendidikan Prioritas Daerah,
Barat, dan Sudah dianggarkan
Pemali, Riau Kebudayaan dengan Dana
Silip Kabupaten
Se- Dinas Sesuai dengan
Kabupaten Pendidikan Prioritas Daerah,
Bangka dan Sudah dianggarkan
Kebudayaan dengan Dana
Kabupaten
5 | Pendidikan Anak Usia | 5 | Penyediaan Alat | Kecamatan Dinas Sudah Sesuai
Dini Musik PAUD Sungailiat Pendidikan dengan Prioritas
dan Mendo dan Daerah, Lokasi
Barat Kebudayaan sudah diverikasi
oleh Instansi Terkait
6 | Wajib Belajar | 6 | Penyediaan Alat | Kecamatan Dinas Sesuai dengan
Pendidikan Dasar Musik Pendidikan Merawang, Pendidikan Prioritas Daerah,
Sembilan Tahun Dasar Mendo dan Sudah dianggarkan
Barat, Kebudayaan dengan Dana
Pemali dan Kabupaten
Sungailiat
Kecamatan Dinas Sesuai dengan
Sungailiat Pendidikan Prioritas Daerah,
dan Sudah dianggarkan
Kebudayaan dengan Dana
Kabupaten
4 Pertanian 1 Pengembangan Sarana | 1 | Stabilitas Harga | Kab. Bangka Dinas Sesuai dengan
dan Prasarana Komoditi Karet dan Pertanian Prioritas Daerah,
Perkebunan dan Lada Sudah dianggarkan
Kehutanan dengan Dana
Kabupaten
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NO

PRIORITAS
DAERAH

USULAN DPRD

oz

N
(o)

KEGIATAN

LOKASI

OPD

KETERANGAN

Kab.

Bangka

Dinas
Pertanian

Sesuai dengan
Prioritas Daerah,
Sudah dianggarkan
dengan Dana
Kabupaten

Kab.

Bangka

Dinas
Pertanian

Sudah Sesuai
dengan Prioritas
Daerah, Lokasi
sudah diverikasi

oleh Instansi Terkait

Kab.

Bangka

Dinas
Pertanian

Sesuai dengan
Prioritas Daerah,
Sudah dianggarkan
dengan Dana
Kabupaten

Kab.

Bangka

Dinas
Pertanian

Sesuai dengan
Prioritas Daerah,
Sudah dianggarkan
dengan Dana
Kabupaten

Kab.

Bangka

Dinas
Pertanian

Sesuai dengan
Prioritas Daerah,
Sudah dianggarkan
dengan Dana
Kabupaten

Kab.

Bangka

Dinas
Pertanian

Sesuai dengan
Prioritas Daerah,
Sudah dianggarkan
dengan Dana
Kabupaten

Kab.

Bangka

Dinas
Pertanian

Sudah Sesuai
dengan Prioritas
Daerah, Lokasi
sudah diverikasi

oleh Instansi Terkait

Kab.

Bangka

Dinas
Pertanian

Sesuai dengan
Prioritas Daerah,
Sudah dianggarkan
dengan Dana
Kabupaten

Peningkatan Ketahanan
Pertanian/Perkebunan

Bantuan Modal
Usaha, Pupuk dan
Bantuan Sapi Ternak

Kab.

Bangka

Dinas
Pertanian

Sesuai dengan
Prioritas Daerah,
Sudah dianggarkan
dengan Dana
Kabupaten

Kab.

Bangka

Dinas
Pertanian

Sesuai dengan
Prioritas Daerah,
Sudah dianggarkan
dengan Dana
Kabupaten

Kab.

Bangka

Dinas
Pertanian

Sesuai dengan
Prioritas Daerah,
Sudah dianggarkan
dengan Dana
Kabupaten

Peningkatan  Produksi
Pertanian/Perkebunan

Pembangunan Jalan
Usaha Tani

Kab.

Bangka

Dinas
Pertanian

Sudah Sesuai
dengan Prioritas
Daerah, Lokasi
sudah diverikasi

oleh Instansi Terkait

Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan

Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal
dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH

Pengawasan
Pelaksanaan
Desa

Dana

Kab.

Bangka

Inspektorat

Sesuai dengan
Prioritas Daerah,
Sudah dianggarkan
dengan Dana
Kabupaten
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USULAN DPRD

N LOKASI
o KEGIATAN

PRIORITAS
DAERAH

NO

oz

OPD

KETERANGAN

Kab. Bangka

Inspektorat

Sesuai dengan
Prioritas Daerah,
Sudah dianggarkan
dengan Dana
Kabupaten

2 | Peningkatan Partisipasi | 2
Masyarakat dalam
Membangun Desa

Dukungan
Masyarakat dalam
Pembangunan Desa

Kab. Bangka

Dinsospemdes

Sesuai dengan
Prioritas Daerah,
Sudah dianggarkan
dengan Dana
Kabupaten

Kecamatan
Sungailiat,
Mendo Barat
dan Puding
Besar

3 | Peningkatan Sarana | 3
dan Prasarana Olahraga

Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Olahraga

Dinparpora

Sesuai dengan
Prioritas Daerah,
Sudah dianggarkan
dengan Dana
Kabupaten

dan 1 Perbaikan Rumah

Rusak

6 Penanggulanga 1
n Kemiskinan

Pelayanan
Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial

Kab. Bangka

Dinsospemdes

Sudah Sesuai
dengan Prioritas
Daerah, Lokasi
sudah diverikasi
oleh Instansi Terkait

Pemberian
dibawah UMR

7 Perekonomian 1 Perlindungan 1.
Pengembangan 1
Lembaga

Ketenagakerjaan

Upah | Kab. Bangka

Dinakerperindag

Sesuai dengan
Prioritas Daerah,
Sudah dianggarkan
dengan Dana
Kabupaten

1. | Jaminan Kesehatan
2 | Tenaga Kerja

Kab. Bangka

Dinakerperindag

Sesuai dengan
Prioritas Daerah,
Sudah dianggarkan
dengan Dana
Kabupaten

Bantuan Modal dan
Pelatihan UMKM

2 | Pengembangan 2
Kewirausahaan dan
Keunggulan  Kompetitif
Usaha Kecil Menengah

Kab. Bangka

Dinpmp2kukm

Sesuai dengan
Prioritas Daerah,
Sudah dianggarkan
dengan Dana
Kabupaten

Kab. Bangka

Dinpmp2kukm

Sesuai dengan
Prioritas Daerah,
Sudah dianggarkan
dengan Dana
Kabupaten

3 | Peningkatan Kualitas | 3 | Pembinaan Koperasi

Kelembagaan Koperasi

Kab. Bangka

Dinpmp2kukm

Sudah Sesuai
dengan Prioritas
Daerah, Lokasi
sudah diverikasi
oleh Instansi Terkait

Kab. Bangka

Dinpmp2kukm

Sesuai dengan
Prioritas Daerah,
Sudah dianggarkan
dengan Dana
Kabupaten

Kab. Bangka

Dinpmp2kukm

Sesuai dengan
Prioritas Daerah,
Sudah dianggarkan
dengan Dana
Kabupaten

Lingkungan Pengembangan Kinerja Pengelolaan . Bangka
Hidup Pengelolaan Sampah Rumah
Persampahan Tinggi

Sesuai dengan
Prioritas Daerah,
Sudah dianggarkan
dengan Dana
Kabupaten
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USULAN DPRD
No | PRIORPES W ~ LOKASI oPD KETERANGAN
o o KEGIATAN
2 | Peningkatan 2 | Polusi Udara Kecamatan DinLH Sesuai dengan
Pengendalian Polusi Sungailiat Prioritas Daerah,

Sudah dianggarkan
dengan Dana
Kabupaten

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berikut beberapa permasalahan yang memiliki nilai prioritas bagi
Kabupaten Bangka yang secara langsung berhubungan dengan tujuan dan
sasaran pembangunan khususnya RPJMD 2014-2018, prioritas dan sasaran

pembangunan daerah, SDG’s, SPM, isu strategis RKPD tahun 2018.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah
2.3.1.1 Permasalahan Daerah Berdasarkan Hasil Evaluasi

Sejalan dengan wupaya Pemkab Bangka dalam membangun
pemerintahan yang baik, beberapa faktor yang diberi aksentuasi kuat, karena
memang berasal dari berbagai isu yang mencuat dari 10 prioritas dan sasaran
daerah adalah:

1) Pertanian : Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan,
perkebunan dan kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB
sektor pertanian;

2) Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan : Meningkatnya
penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas
dan tidak tumpang tindih;

3) Pendidikan : Meningkatnya rata-rata lama sekolah;

4) Kesehatan : Meningkatnya usia harapan hidup;

5) Kebudayaan dan Pariwisata : Meningkatnya usaha pariwisata yang
berdaya dan berbasis masyarakat;

6) Perekonomian : Perekonomian Rakyat yang perlu

ditumbuhkembangkan;
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7)

8)
9)

Infrastruktur : Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan, jembatan,
drainase dan irigasi dalam kondisi baik;

Penanggulangan Kemiskinan : Menurunnya angka kemiskinan;
Lingkungan Hidup : Meningkatnya upaya kelestarian dan kualitas

lingkungan hidup;

10) Penataan Ruang : Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang.

Hal ini dirasa sangat mendesak karena ke 10 prioritas dan sasaran

daerah tersebut berkaitan langsung dengan keberhasilan pembangunan yang

dampaknya harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Secara umum beberapa isu strategis yang muncul ditengah pemangku

kepentingan dan menjadi bahan analisis kebijakan pembangunan adalah

sebagai berikut :

1.

Prioritas Pertanian : Meningkatnya kontribusi sektor pertanian
tanaman pangan, perkebunan dan kontribusi produksi kelompok petani
terhadap PDRB sektor pertanian
Permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya kompetensi untuk
memberdayakan masyarakat dalam bidang pertanian sehingga pola pikir
masyarakat terbatas dikarenakan adanya ketergantungan produk dari
luar daerah. Untuk itu perlu adanya strategi khusus untuk mengatasi
masalah dengan percepatan pembangunan bidang pertanian melalui
penerapan teknologi tepat guna sehingga terwujudnya peningkatan
produksi dan produktifitas serta pengembangan industri pengolahan
hasil pertanian.
Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan yang meliputi
Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan
kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih.
Reformasi Birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik dan bersih. Masih rendahnya profesionalisme,
kredibilitas dan prilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan
pertanggungjawaban serta integritas aparatur menjadi permasalahan
umum yang menggerogoti semangat dan jiwa Reformasi Birokrasi itu
sendiri. Berbagai penyimpangan, pelanggaran hukum tindak pidana

korupsi, inefisiensi anggaran dan rendahnya kualitas pelayanan publik
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menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam memperbaiki tata kelola
pemerintahan.

3. Prioritas Pendidikan : Meningkatnya rata-rata lama sekolah.
Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP dan tingginya
Angka Putus Sekolah (APS), masih tingginya disparitas mutu pendidikan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi yang dapat dilakukan
antara lain melalui peningkatan akses pendidikan di semua kawasan,
untuk semua umur dan semua golongan ekonomi. Selain itu juga
meningkatkan peran orangtua dan masyarakat dalam dunia pendidikan,
penyaluran Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan beasiswa miskin.

4. Prioritas Kesehatan : Meningkatnya usia harapan hidup
Permasalahan di bidang kesehatan diantaranya adalah angka harapan
hidup masih dibawah rata-rata nasional, tingginya angka kematian bayi,
masih terjadinya kasus gizi buruk dan rendahnya rasio dokter terhadap
jumlah penduduk serta rendahnya jumlah jamban yang dimiliki warga.
Untuk mengatasi permasalahan ini, strategi yang dapat dilakukan yaitu
peningkatan kesadaran akan kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk
meningkatkan angka harapan hidup menjadi 68 tahun sesuai dengan
target Kabupaten Bangka, peningkatan kesehatan ibu dan bayi,
peningkatan pemahaman tentang pangan dan gizi, dan penambahan
jumlah dokter khususnya dokter spesialis di rumah sakit dan Puskesmas.
Untuk mencapai pola hidup bersih dan sehat, Pemerintah Kabupaten
Bangka melakukan Program/Kegiatan Jambanisasi agar kesadaran
masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dapat terwujud.

5. Kebudayaan dan Pariwisata : Meningkatnya usaha pariwisata yang
berdaya dan berbasis masyarakat.
Permasalahan yang ada di urusan budaya, yaitu: masih terbatasnya
jumlah kebudayaan yang mendapatkan legalitas HAKI (Hak Atas
Kekayaan Intelektual) dan hak paten, minimnya pemberdayaan terhadap
sanggar seni dan budaya serta belum terintegrasinya kebudayaan dalam
mendukung pariwisata daerah. Adapun permasalahan untuk pariwisata,
yaitu: belum terpadunya pengelolaan dan promosi untuk event
pariwisata, belum optimalnya pemberdayaan budaya daerah sebagai

komoditi wisata, belum tersedianya transportasi umum menuju objek
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wisata, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang sadar wisata.
Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di
atas, yaitu: melalui menginventarisasi jenis kebudayaan, untuk
memperoleh hak paten dan Haki, melakukan pemberdayaan terhadap
sanggar seni dan budaya serta memasukkan kebudayaan sebagai bagian
dari travel. Hal yang dapat dilakukan yaitu melalui penyusunan kalender
wisata secara terpadu, pemberdayaan budaya lokal, peningkatan dan
penyediaan transportasi umum menuju objek wisata, peningkatan dan
sosialisasi sadar wisata, serta melakukan kerja sama dengan maskapai
penerbangan.

6. Prioritas Perekonomian : Perekonomian Rakyat yang perlu
ditumbuhkembangkan
Salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatnya perekonomian
masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan perkapita
masyarakat. Pembangunan ekonomi dapat diartikan bahwa
meningkatnya kesejahteraan masyarakat disertai dengan meningkatnya
kegiatan perekonomian suatu wilayah. Salah satu kelemahan dalam
pembangunan adalah melebarnya kesenjangan pendapatan antar
penduduk. Kesenjangan ini dapat berdampak pada masalah-masalah
sosial. Pembangunan hanya dirasakan oleh segelintir orang saja yang
mempunyai modal besar. Yang kuat memakan yang lemah, sehingga
terjadi distribusi pendapatan yang senjang. Karena itu, dalam
pembangunan ekonomi, lembaga-lembaga ekonomi yang terlibat tidak
hanya dari pemilik modal saja, tapi juga yang berasal dari masyarakat
yang mempunyai modal kecil. Strategi yang dapat dilakukan, yaitu:
lembaga ekonomi rakyat ini harus dilindungi dan dikembangkan,
sehingga muara akhirnya adalah seluruh masyarakat dapat menikmati
hasil-hasil pembangunan secara merata yang pada gilirannya dapat
mengurangi angka kemiskinan.

7. Prioritas Infrastruktur : Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan,
jembatan, drainase dan irigasi dalam kondisi baik.
Infrastruktur merupakan satu hal yang krusial dalam proses
pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik kepada

masyarakat. Infrastruktur akan memberikan dukungan adanya dampak
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pengganda (multiplier effect) pada aktivitas sektor perekonomian lainnya.
Rendahnya kualitas dan kuantitas dari penyediaan infrastuktur ini akan
menjadi titik perhatian utama baik untuk sentra kegiatan ekonomi
maupun kawasan pemukiman. Infrastruktur merupakan salah satu basic
expenditure dalam struktur pemerintahan daerah. Infrastruktur tersebut
meliputi sarana listrik, air bersih, akses transportasi yang lancar, irigasi,
sanitasi, persampahan, drainase, dan kebutuhan rumah layak huni.
Strategi yang dapat dilakukan yaitu melalui pengembangan/ peningkatan
jalan Kabupaten secara rutin dan pemeliharaan secara berkala terutama
pada ruas jalan dalam kondisi rusak, drinase, meningkatkan jalan usaha
tani, dan meningkatkan jumlah pembangunan rumah layak huni.

8. Penanggulangan Kemiskinan : Menurunnya angka kemiskinan.
Permasalahan masih tingginya persentase penduduk miskin di
perdesaan, masih tingginya indeks gini, meningkatnya masyarakat pra
sejahtera dan tingginya PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial). Strategi yang dapat dilakukan yaitu: peningkatan lapangan
pekerjaan di perdesaan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,
peningkatan pemahaman tentang pangan dan gizi, meningkatkan akses
pendidikan di kawasan perdesaan, peningkatan penyebaran distribusi
pendapatan yang seimbang, wupaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat,dan penyelesaian/pendampingan PMKS, peningkatan tata
kelola pemerintah desa, pendampingan penyusunan RP]JMDes,
peningkatan kompetensi aparatur desa serta penyediaan sarana
prasarana yang memadai dipedesaan dan melakukan pemberdayaan
terhadap masyarakat diperdesaan terutama dalam pengembangan
ekonomi produktif masyarakat serta memperkuat pembangunan desa-
kota.

9. Prioritas Lingkungan Hidup : Meningkatnya optimalisasi usaha
pertambangan, perkebunan dan kelautan yang berwawasan lingkungan.
Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang harus dimanfaatkan
sebaik baiknya. Pemanfaatan kekayaan alam tetap harus mengacu pada
pembangunan berkelanjutan yang environmently and forestly sound.
Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memperhatikan

kelestarian lingkungan hidup, menjaga keberlangsungan hidup dan
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10.

memanfaatkannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh
karena itu, dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, sasaran dari tujuan pembangunan ini
harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup terutama
kerusakan terumbu Kkarang. Strategi yang dapat dilakukan yaitu:
merehabilitasi terumbuh karang sehingga tercipta ekosistem laut yang
meningkatkan penghidupan masyarakat dan dapat dimanfaatkan untuk
mengembangkan pariwisata bahari. Sasaran lain dalam rangka tujuan di
atas yaitu masyarakat arah pembangunan green ekonomi.

Penataan Ruang : Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang.
Permasalahan dalam penataan ruang lebih disebabkan karena Sumber
Daya Manusia (SDM) masih terbatas untuk melakukan penata ruang,
belum terbentuknya pokja pengendalian dan pelaksanaan pengendalian,
belum ada ketegasan pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Dearah
tata ruang. Strategi yang dapat dilakukan yaitu: melalui percepatan
penambahan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki
kopetensi dibidang tata ruang, atau pembentukan bidang tata ruang
tersendiri di SKPD tertentu, pembentukan Tim Pokja pelaksanaan dan
pengendalian, perlu ketegasan dalam menegakan peraturan Hukum
Perda RTRW. Lebih jauh, penataan ruang secara hukum akan
mempengaruhi kualitas penggunaan ruang dalam pembangunan daerah.
Oleh karena itu, mempertimbangkan tata ruang dalam proses
pembangunan daerah adalah suatu keharusan karena unsur space
mempengaruhi  kualitas kegiatan pembangunan dan aktivitas
perekonomian daerah.

Tabel 2.69
Keterkaitan antara Hasil Evaluasi, Masalah, Isu Strategis dan
Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Capaian Target Hasil Evaluasi Prioritas
Utama 2016 RPJMD Pembangunan
Laju Pertumbuhan 10,34% 12,07% Rendahnya Pertanian
Sektor Pertanian, Stabilitas
Kehutanan dan Keamanan
Perikanan Pangan
PDRB Sub Sektor | 1.854.988,60 | 2.277.736,00
Pertanian, Peternakan,
Perburuan dan Jasa
Pertanian
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Indikator Kinerja Capaian Target Hasil Evaluasi Prioritas
Utama 2016 RPJMD Pembangunan
PDRB Sub Sektor | 691.410,20 812.267,00
Perikanan
Nilai Tukar Petani (NTP) 89,96 91,59
Skor Pola Pangan 92,00% 95,00%
Harapan (PPH)
Peningkatan 135.452 136.200
Ketersediaan Pangan Kg/1.000 Kg/1.000
Utama per 1.000 Penduduk Penduduk
Penduduk
Aparatur Pemerintah 60,96% 70,00% Implementasi Reformasi
yang Memiliki Reformasi Birokrasi
Kompetensi Birokrasi belum
Opini Hasil Pemeriksaan WDP WTP optimal
atas LKPD Tahun
Sebelumnya
Persentase Serapan 89,64% 91,50%
Belanja Daerah
Indeks Kepuasan 64,39 68,08
Masyarakat
Persentase Peningkatan 11,14% 13,20%
PAD
Peningkatan PDRB 571% 8,75% Disparitas Ekonomi
Perkapita Perekonomian
Pengeluaran Konsumsi 53,74% 51,17 antar
Non Pangan Perkapita Kecamatan
Persentase Angka 5,52% 5,00% Tingkat Kemiskinan
Kemiskinan Kemiskinan,
Disparitas, dan
Pengangguran
Peningkatan Kunjungan 4,48% 6,50% Lemahnya Pariwisata dan
Wisatawan Promosi dan Kebudayaan
Event
Pariwisata
Angka Rata-Rata Lama | 7,96 Tahun 8,06 Tahun | Rendahnya Pendidikan
Sekolah Aksesibilitas
Angka Harapan Lama | 12,37 Tahun | 12,67 Tahun | dan Kualitas
Sekolah Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar
(APK)
o SD/MI 109,29% 110,28%
o SMP/MTs 94,51% 103,89%
o SMA/SMK/MA 71,68% 79,00%
Angka Partisipasi Murni
(APM)
o SD/MI 99,39% 99,59%
o SMP/MTs 96,30% 99,84%
o SMA/SMK/MA 62,89% 76,28%
Angka Kelulusan (AL)
o SD/MI 99,93% 100,00%
o SMP/MTs 99,85% 100,00%
o SMA/SMK/MA 99,80% 100,00%
Angka Putus Sekolah
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hijau per satuan luas
wilayah

Indikator Kinerja Capaian Target Hasil Evaluasi Prioritas
Utama 2016 RPJMD Pembangunan
o SD/MI 0,08% 0,07%
o SMP/MTs 0,20% 0,19%
o SMA/SMK/MA 0,43% 0,40%
Angka kematian bayi per 4,36 4,01 Rendahnya Kesehatan
1.000 kelahiran hidup Aksesibilitas
Angka wusia harapan | 70,52 Tahun | 71,00 Tahun dan Kualitas
hidup Kesehatan
Persentase balita gizi 0,06% 0,05%
buruk
Angka kematian ibu 0,81 0,8
melahirkan per 1.000
kelahiran hidup
Proporsi panjang 70,00% 77,00% Disparitas Infrastruktur
jaringan jalan dalam Perekonomian
kondisi baik antar
Rasio jaringan irigasi 96,76% 100,00% Kecamatan
Persentase panjang 88,70% 94,23%
jembatan baik di
Kabupaten
Drainase dalam kondisi 58,72% 70,00%
baik/pembuangan aliran
air tidak tersumbat
Persentase rumah 97,04% 100,00%
tangga (RT) yang
menggunakan air bersih
Persentase rumah 86,81% 90,00%
tinggal Bersanitasi
Persentase penanganan 91,30% 95,00% Rendahnya Lingkungan
sampah Aksesibilitas Hidup
Tempat  pembuangan 0,19% 0,36% dan Eelayanan
Kebersihan

sampah (TPS) per
satuan penduduk
Persentase penurunan 4,07% 4,71%
luas lahan kritis di
Kabupaten Bangka
Ketaatan terhadap 95,92% 100,00% Kurangnya Penataan
RTRW Ketaatan Ruang
Rasio ruang terbuka 32,38 35,00% terhadap RTRW

2.3.1.2 Sustainable Development Goals (SDG’s)

Percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Millenium (MDG’s)

merupakan amanah dari Inpres Nomor. 1 tahun 2011 tentang Percepatan

Pelaksanaan Pembangunan Nasional 2011 dan Inpres Nomor 3 tahun 2011

tentang Program Pembangunan Berkeadilan telah dituangkan di dalam RAD

MDG’s Kabupaten Bangka sesuai RKPD Tahun 2017 Kabupaten Bangka.
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Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dapat diketahui cara yang tepat
untuk mencapai target MDG’s yang dikehendaki dan sekaligus dapat
mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang sangat menentukan keberhasilan
kegiatan program percepatan pencapaian target MDG’s yang dilakukan.
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi, bahwa hampir semua indikator MDG’s
telah tercapai, namun masih beberapa indikator yang belum tercapai
terutama yang termasuk ke dalam indikator pada T.3, T.5, dan T.7 yaitu :
indikator angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun), indikator
unmeet need (kebutuhan Keluarga Berencana/ KB) dan memastikan
kelestarian lingkungan hidup, sehingga pada tahun 2016, urusan kesehatan
dan lingkungan hidup diharuskan menjadi prioritas pembangunan daerah
untuk mencapai target MDG’s yang telah ditetapkan.

Pada tanggal 25 September 2015, 193 negara dari Majelis Umum PBB
mengadopsi Agenda Pembangunan Pembangunan Berkelanjutan yang akan
dicapai pada tahun 2030 ke depan. Program yang diluncurkan meliputi
program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama (Sustainable
Development Goals (SDGs), menggantikan program sebelumnya Millennium
Development Goals (MDGs) yang akan selesai pada akhir tahun 2015.

Agenda ini mendorong Kketerlibatan seluruh organisasi dunia untuk
terlibat mengatasi entitas permasalahan pembangunan di berbagai negara di
dunia. RKPD Kabupaten Bangka tahun 2018 sudah menjadikan SDG’s sebagai
salah satu referensi pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2018. Secara
detail, sinkronisasi SDG’s dan indikator pembangunan Bangka tersaji pada
tabel sebagai berikut :

Tabel 2.70
Bidang dan Tujuan Utama
Sustainable Development Goals (SDG’s) dan Capaian Kinerja Daerah

Capaian
No Bidang Tujuan Utama Indikator Kinerja Daerah Kinerja
Daerah 2016
1 Kemiskinan Mengurangi kemiskinan Angka Kemiskinan (%) 5,52
dalam berbagai bentuk dan Indeks Kedalaman 0,74
aspek Kemiskinan (P1)
Indeks Keparahan 0,16
Kemiskinan (P2)
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Capaian
No Bidang Tujuan Utama Indikator Kinerja Daerah Kinerja
Daerah 2016
2 Makanan Mengurangi kelaparan Peningkatan Ketersediaan 135.452
melalaui peningkatan Pangan Utama per 1.000
ketahanan pangan, Penduduk (Kg/1000
perbaikan gizi dan Penduduk)
mempromosikan pertanian Cakupan Bina Wilayah
berkelanjutan Peningkatan  Ketahanan 66,67
Pangan (%)
Ketersediaan Energi dan
Protein per Kapita 135,35
3 Kesehatan Mengkampanyekan pola Angka Usia Harapan Hidup 70,52
hidup sehat dan (Tahun)
mempromosikan Angka Kematian Bayi per 4,36
kesejahteraan bagi semua 1.000 Kelahiran Hidup
pada segala usia Angka  Kematian Ibu 0,81
Melahirkan per 1.000
Kelahiran Hiudp
Persentase Balita Gizi 0,06
Buruk (%)
4 Pendidikan Memastikan kualitas Angka Rata-Rata Lama 7,96
pendidikan inklusif dan adil Sekolah (Tahun)
serta mempromosikan Angka Harapan Lama 12,37
kesempatan belajar seumur Sekolah (Tahun)
hidup bagi semua Angka Partisipasi Sekolah
(%)
- SD/MI 100,00
- SMP/MTs 93,83
- SMA/SMK/MA 76,92
Angka Partisiipasi Murni
(%)
- SD/MI 99,39
- SMP/MTs 96,30
- SMA/SMK/MA 62,89
Angka Kelulusan (%)
- SD/MI 99,93
- SMP/MTs 99,85
- SMA/SMK/MA 99,80
Angka Putus Sekolah (%)
- SD/MI 0,08
- SMP/MTs 0,20
- SMA/SMK/MA 0,43
5 Perempuan Mencapai kesetaraan Indeks Pemberdayaan 61,32
gender dan Gender (IPG)
memberdayakan semua Indeks Pembangunan 88,90
perempuan dan anak Gender
perempuan Rasio APM 96,49
Perempuan/Laki-Laki di
SD (%)
Rasio APM 101,08
Perempuan/Laki-Laki di
SMP (%)
Rasio APM 104,44
Perempuan/Laki-Laki di
SMA (%)
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Capaian

No Bidang Tujuan Utama Indikator Kinerja Daerah Kinerja

Daerah 2016

6 Air Memastikan  ketersediaan Persentase Rumah Tangga 97,04
dan  pengelolaan  yang (RT) yang Menggunakan
berkelanjutan sumber daya Air Bersih (%)
air dan sanitasi untuk Persentase Rumah Tinggal
semua Bersanitasi (%) 86,81

7 Energi Memastikan akses ke energi Rasio Elektrifikasi 98,12
yang terjangkau, handal,
berkelanjutan dan modern
untuk semua

8 Ekonomi Mempromosikan Pertumbuhan Ekonomi 4,62
pertumbuhan yang (%)
berkelanjutan, inklusif dan Peningkatan PDRB per 571
ekonomi berkelanjutan, Kapita (%)
pekerjaan penuh dan Tingkat Inflasi (%) 2,26
produktif dan pekerjaan Tingkat Pengangguran 8,53
yang layak untuk semua Terbuka (%)

9 Infrastruktur Membangun infrastruktur, Proporsi Panjang Jaringan 70,00
mempromosikan Jalan dalam Kondisi Baik
pembangunan inklusif dan (%)
industrialisasi yang Rasio Jaringan Irigasi (%) 96,76
berkelanjutan dan Persentase Panjang 88,70
mendorong inovasi Jembatan Baik di

Kabupaten

Drainase dalam Kondisi 58,72
Baik/Pembuangan Aliran

Air tidak tersumbat

10 Ketimpangan Mengurangi Indeks Gini 0,282
ketidaksetaraan dalam dan Indeks Williamson 0,191
diantara negara-negara Kriteria Bank Dunia 23,08

11 Hunian Membuat kota dan Rasio Rumah Layak Huni 0,21
pemukiman manusia per Satuan Penduduk
inklusif, aman, tangguh dan Rasio Pemukiman Layak 0,997
berkelanjutan Huni

Rasio Lingkungan 0,027
Permukiman Kumuh

12 Konsumsi Memastikan pola konsumsi Skor Pola Pangan Harapan 92,00
dan produksi secara (PPH)
berkelanjutan Persentase = Pengeluaran 53,74

Konsumsi RT  untuk

Makanan (%)

Persentase = Pengeluaran 46,26
Konsumsi RT Non

Makanan (%)

13 [klim Mengambil tindakan Rasio Ruang Terbuka 32,38
mendesak untuk Hijau per Satuan Luas
memerangi perubahan iklim Wilayah
dan dampaknya Prosentase Jumlah Usaha 100,00

dan/atau Kegiatan yang

Mentaati Persyaratan

Administrasi dan Teknis

Pencegahan Pencemaran

Air (%)

Prosentase Jumlah Usaha 100,00
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Capaian
No Bidang Tujuan Utama Indikator Kinerja Daerah Kinerja
Daerah 2016
dan/atau Kegiatan Sumber
yang tidak Bergerak yang
Memenuhi Persyaratan
Administrasi dan Teknis
Pencegahan Pencemaran
Udara (%)
14 Ekosistem Laut Menghemat dan Menurunnya Praktik 22,73
menggunakan sumber daya Illegal Fishing dan
samudera, laut dan sumber Perusakan Sumber Daya
daya kelautan untuk Kelautan
pembangunan
berkelanjutan
15 Ekosistem Melindungi, memulihkan Rasio Kawasan Lindung 16,13
dan mempromosikan untuk Menjaga Kelestarian
pemanfaatan ekosistem Keanekaragaman Hayati
darat, pengelolaan hutan terhadap  Total Luas
secara berkelanjutan, Kawasan Hutan
memerangi penggurunan, Penegakan Hukum
dan berhenti dan Lingkungan (%) 100,00
membalikkan degradasi Persentase Penurunan
lahan dan menghentikan Luas Lahan Kritis di 4,07
hilangnya keanekaragaman Kabupaten Bangka (%)
hayati
16 Lembaga Mempromosikan Cakupan Pembinaan 100,00
masyarakat yang damai dan Lembaga Masyarakat (%)
inklusif untuk Persentase Lembaga 77,50
pembangunan Keuangan Mikro
berkelanjutan, memberikan Persentase Jumlah 29,27
akses keadilan bagi semua BUMDes (%)
dan membangun institusi Presentase (%) Wahana 89,28
yang efektif, akuntabel dan Kesejahteraan Sosial
inklusif di semua tingkatan. Berbasis Masyarakat
(WKBSM) yang
Menyediakan Sarana
Prasarana Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
17 Keberlanjutan Memperkuat sarana Kuantitas Kerjasama 7,00
pelaksanaan dan dengan Pemerintah,
merevitalisasi kemitraan Pemerintah Daerah, Badan

global untuk pembangunan
berkelanjutan

Usaha dan Swasta

2.3.1.3 Permasalahan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu

pencapaian SPM

secara hasional

yang ditetapkan oleh Pemerintah

dilaksanakan secara bertahap, berdasarkan pada analisis kemampuan dan

potensi daerah. Jangka waktu dan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan

oleh daerah, digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan urusan
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wajib daerah yang berbasis pada pelayanan dasar, daerah dapat menetapkan
rencana pencapaian dan penerapan SPM lebih cepat dari batas waktu yg
ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPNK sesuai dengan kemampuan dan potensi
yang dimiliki daerah. Walaupun secara umum target pencapaian SPM telah
banyak berakhir pada tahun 2014, namun beberapa SPM yang masih tersisa
tetap menjadi prioritas pembangunan tahun 2018 dan meskipun beberapa
SPM telah melewati target waktu pencapaian namun indikator SPM tersebut
tetap digunakan sebagai salah satu target kinerja pembangunan di Kabupaten
Bangka pada tahun 2018. Adapun SPM yang menjadi kewenangan daerah
yaitu sebagaimana tertuang dalam tabel 2.70 di bawah ini.

Tabel 2.71
Target Pelaksanaan SPM Kabupaten Bangka

Jenis Jumlah Target
NO SPM Pelayanan | Indikator | Pencapaian
1 | Perumahan*) 2 3 2025
2 | Pemdagri 3 6 2011
3 | Sosial*) 4 14 2015
4 | Kesehatan 4 18 2015
5 | PP &PA%) 5 8 2014
6 | Lingkungan Hidup*) 7 7 2013
7 | KB&KS 3 9 2015
8 | Ketenaga Kerjaan*) 5 8 2016
9 | Pendidikan 2 27 2014
10 | PU&PR 8 23 2014
11 | Ketahanan Pangan®) 4 7 2015
12 | Kesenian*) 2 7 2014
13 | Kominfo 1 2 2014
14 | Perhubungan?®) 8 43 2014
15 | Penanaman Modal*) 7 10 2014
Jumlah 65 192

Mekanisme pelaksanaan SPM sehubungan dengan peningkatan mutu
pelayanan publik telah menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Bangka
dalam seluruh perencanaan strategis daerah. Korelasi prioritas pembangunan
Kabupaten Bangka dalam mendukung pelaksanaan SPM secara detail tersaji
pada tabel berikut.

Tabel 2.72 Korelasi Prioritas Kabupaten Bangka dalam
Mendukung Pelaksanaan SPM

Prioritas Kab. Bangka

No. Standar Pelayanan Minimal 2014-2018

1. Bidang Kesehatan Kesehatan
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No. Standar Pelayanan Minimal Prioritas Kab. Bangka
2014-2018
2. Bidang Sosial Penanggulangan kemiskinan
3. Bidang Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
4. Bidang Pemdagri Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan
5. Bidang Perumahan Rakyat Infrastruktur
6. Bidang PP dan PA Penanggulangan kemiskinan
7. Bidang KB & KS Penanggulangan kemiskinan
8. Bidang Pendidikan Dasar Pendidikan
9. Bidang PU & Penataan Ruang e Infrastruktur
e Pemanfaatan ruang
10. | Bidang Ketenagakerjaan Penanggulangan kemiskinan
11. | Bidang Kominfo e Reformasi birokrasi dan tata
pemerintahan
Infrastruktur
12. | Bidang Ketahanan Pangan Pertanian
Perekonomian
Penataan ruang
Infrastruktur
Lingkungan Hidup
13. | Bidang Kesenian Penanggulangan kemiskinan
Kebudayaan dan pariwisata
14. | Bidang Perhubungan Infrastruktur
Reformasi birokrasi dan tata
pemerintahan
Penataan ruang
15. | Penanaman Modal Reformasi birokrasi dan tata
pemerintahan
Perekonomian
Pertanian
Penataan ruang

Adapun target dan realisasi kinerja serta perbandingan capaian tahun

2016 terhadap target nasional pelayanan dasar masing-masing bidang SPM

eksisting Kabupaten Bangka tahun 2016 tersaji dalam tabel berikut :

1. Bidang Kesehatan

Jenis Target dan
Pelayanan Target Nasional Realisasi SPM Capaian SPM Kab.
. . Kab. Bangka Bangka 2016
No. Dasar dan Indikator terhadap Target
Sub Vvt 1
Kegiatan Nilai \flztlftsu 2016 Reza(:llszﬂ Nasional
1. Cakupan Runjungan Ibu | = o 2015 95 92,48 97,35
Pelayanan Hamil K4
1. | Kesehatan 2. Cakupan Ibu hamil dengan
Dasar komplikasi kebidanan yang 80 2015 80 86,48 108,10
ditangani
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Jenis Target dan .
Target Nasional Realisasi SPM Capaian SPM Kab.
LEVELET] Bangka 2016
No. Dasar dan Indikator Kab. Bangka g
Sub —. roalionc terh]:da.p Talrget
. oo atas ealisasi asiona
Kegiatan Nilai Waktu 2016 2016
3. Cakupan pertolongan
persalinan - oleh  tenaga | 4, 2015 90 94,90 105,44
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
4. Cakupan pelayanan ibu | 4, 2015 90 94,90 105,44
nifas
>. Cakupan neonatus dengan | g, 2010 80 65,75 82,19
komplikasi yang ditangani
6. Cakupan kunjungan bayi 90 2010 90 100,04 111,61
I7J.CICa\kupan desa/kelurahan 100 2010 100 97,40 97,40
8. Cakupan pelayanan anak | - g, 2010 90 98,21 109,12
balita
9. Cakupan pemberian
makanan pendamping ASL | 4., 2010 100 100 100,00
pada anak usia 6-24 bulan !
keluarga miskin
10 Cakupan balita gizi buruk 100 2010 100 100 100,00
mendapat perawatan
11 Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD dan [ 100 2010 100 100 100,00
setingkat
12. Cakupan peserta KB aktif 70 2010 70 76,52 109,31
13. Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit
A.  Penemuan Penderita | g, 2010 100 100,00 100,00
Pneumonia Balita
B. Penemuan Pasien Baru TB
BTA Positif 100 2010 100 123,37 123,37
C. Penderita  DBD yang | g, 2010 100 44,02 44,02
ditangani
D.  Penemuan  penderita | g, 2010 100 100,00 100,00
Diare
14. Cakupan pelayanan
kesehatan dasar masyarakat | 100 2015 100 100,00 100,00
miskin
15. Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan pasien 100 2015 100 80,77 80,77
masyarakat miskin
Pelayanan
I Kesehatan 16. Cakupan pelayanan
Rujukan gawatdarurat level 1 yang
harus diberikan sarana 100 2015 100 100,00 100,00
kesehatan (RS) di
Kabupaten/Kota
17. Cakupan
Desa/Kelurahan mengalami
III | Penyelidikan | KLB yang dilakukan 100 2015 100 100,00 100,00
penyelidikan epidemiologi <
24 jam
IV. | Promosi 18. Cakupan Desa Siaga Aktif 80 2015 80 94,81 118,51
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2. SPM Bidang Sosial

Target Tahun Nilai Capaian SPM
No, | Jenis Pelayanan Dasar Indikator Nasional 2016 terhadap
. dan Sub Kegiatan Target
Nilai xzt]?ti 2016 Reza(:‘ls;‘s‘ fasicnal
Pelaksanaan
Program/Kegiatan
0,
a. Pemberian bantuan 1. Persentase (%) PMKS
sosial bagi Penyandang skala  kab/kota  yang 2008-
. memperoleh bantuan 80 45 96,4 120,50
Masalah Kesejahteraan ial X h 2015
Sosial Skala Kabupaten sosial untuk pemenuhan
kebutuhan dasar.
1. b. Pelaksanaan kegiatgn 2. Persentase (%) PMKS
pemberdayaan  sosial | 10 pap /kota  yang
skala Kabupaten/Kota menerima program
pemberdayaan sosial 2008-
melalui Kelompok Usaha 80 2015 100 57 71,25
Bersama (KUBE) atau
kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya.
Penyediaan sarana dan
prasarana sosial:
a. Penyediaan sarana | 3. Presentase (%) panti
prasarana panti sosial | sosial skala kabupaten/
skala kabupaten/ kota kota yang menyediakan | oo 2008- | ;00 100 12500
sarana prasarana 2015 ’
pelayanan kesejahteraan
2. sosial.
b. Penyediaan sarana | 4 presentase (%) wahana
prasarana .pelayanan kesejahteraan sosial
luar panti skala | perbasis masyarakat 2008-
Kabupaten/Kota (WKBSM) yang | 80 2015 100 100 125,00
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial.
Penanggulangan korban
Bencana
a. Bantuan sosial bagi | 5. Presentase (%) korban
korban bencana skala | bencana skala
Kabupaten/Kota kabupaten/kota yang 30 2008- 100 100 125.00
menerima bantuan sosial 2015 !
selama masa tanggap
3. darurat
b.  Evaluasi  korban | ¢ presentase (%) korban
bencana skala | pencana skala
Kabupaten/ kota kabupaten/kota yang 2008-
dievakuasi dengan 80 2015 100 100 125,00
menggunakan sarana
prasarana tanggap
darurat lengkap
Pelaksanaan dan
pengembangan jaminan
4 sosial bagi penyandang
’ cacat fisik dan mental,
serta lanjut usia tidak
potensial:
Penyelenggaraan 7. Presentase (%)
jaminan sosial skala | penyandang cacat fisik
Kabupaten/Kota dan mental, serta lanjut 2008-
usia tidak potensial yang 40 2015 40 39,5 9875
telah menerima jaminan
sosial
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3. SPM Bidang Lingkungan Hidup

enis
Pel]ayanan Target Nasional Tahun Nilai Capaian SPM
No. | Dasar dan Indikator 2016 terhadap
K S‘_lb Nilai Batas Target | Realisasi TargetNasional
GFEEm Waktu | 2016 2016
a. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
Prosentase jumlah usaha
dan/atau Kkegiatan yang
mentaatl - persyaratan | 4, 2013 100 100 100,00
administrasi dan teknis
pencegahan pencemaran
air
b. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak
Prosentase jumlah usaha
dan/atau kegiatan sumber
yang tidak bergerak yang
memenuhi  persyaratan 100 2013 100 100 100,00
administrasi dan teknis
pencegahan pencemaran
udara
c. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa
Prosentase luasan lahan
dan/atau tanah untuk
produksi biomassa yang
telah ditetapkan dan 100 2013 100 100 100,00
diinformasikan status
kerusakannya
d Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran
' dan/atau perusakan lingkungan hidup
Prosentase jumlah
pengaduan  masyarakat
akibat adanya dugaan
100 2013 100 100 100,00
pencemaran dan/ atau
perusakan lingkungan
hidup yang ditindaklanjuti
4. SPM Bidang Pemerintahan
Target Nasional Tahun Nilai Capaian
Jenis Pelayanan S (2D
No. Dasar Indikator Nilai Batas Target | Realisasi terhadap
Waktu | 2016 2016 Target
Nasional
I Pelayanan 1. Cakupan Penerbitan 100 2015 100 77.45 77.45
Dokumen Kartu Keluarga
Kependudukan 2. Caku P bi
. pan enerbitan
Kartu Tanda Penduduk 100 2015 100 89,37 89,37
3. Cakupan Penerbitann
Kutipan Akta Kelahiran 90 2020 94,17 100 111,11
4. Cakupan Penerbitan
Kutipan Akta Kematian 70 2020 54,97 100 142,86
1l Pemeliharaan 5. Cakupan penegakan
Ketentraman dan peraturan daerah dan
Ketertiban peraturan kepala daeah 100 2015 96 7391 7391
Masyarakat di Kabupaten/ Kota
6. Cakupan Patroli siaga ]
ketertiban umum dan 3 x patroli ) 2014 15 15 50,00
ketentraman masyarakat | dalam sehari
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Target Nasional Tahun Nilai Capaian
N Jenis Pelayanan Indik: SPB:IZ;)IG
@ Dasar ngikalon o Batas | Target | Realisasi | terhadap
Waktu | 2016 | 2016 LI
Nasional
7. Cakupan rasio petugas 1 orang
perlindungan setiap RT
masyarakat (Linmas) di | atau sebutan 2014 15 13 130,00
Kabupaten/ Kota lainnya
III | Penanggulangan 8. Cakupan Pelayanan
Bencana bencana kebakaran di 80 2015 80 75,52 94,40
Kebakaran Kabupaten/ Kota
9. Tingkat Waktu Tanggap 75 2015 75 100 133,33
(Response Time Rate)
10. Persentase aparatur
pemadam ~ kebakaran 85 2015 75 42,86 50,42
yang memenuhi standar
kualifikasi
11. Jumlah mobil pemadam
kebakaran di atas 3000 -
5000 liter pada
WMK(Wilayah 90 2015 90 133,33 148,14
Manajemen Kebakaran)
(%)
5. SPM Bidang Perumahan
Target Nasional Tahun Nilai Cap;i;‘i‘:PM
Jenis Pelayanan q
No. Dasar Indikator SPM Nilai Batas Target | Realisasi terhadap
Waktu | 2016 2016 LIS
Nasional
I Rumah Layak Huni | 1. Cakupan 2009 -
dan Terjangkau Ketersediaan rumah 100 60 98,18 98,18
. 2025
layak huni
2. Cakupan Layanan 2009 -
Rumah Layak Huni 70 45 6,10 8,71
. 2025
yang terjangkau
1l Lingkungan yang
Sehat dan Aman 13i.ngkungan Cak;zirgl
yang didukung
dengan Prasarana, s?hat dan aman yang 100 2009 - 60 83,61 83,61
e didukung prasarana, 2025
Sarana dan Utilitas L
Umum (PSU) sarana dan utilitas
umum (PSU)
6. SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target Nasional Tahun Nilai Capaian SPM
No. | Jenis Pelayanan Indikator SPM Nilai Batas Target Realisasi | 2016 terh:fdap
Hal o ktu 2016 2016 Target Nasional
I Penanganan 1. Cakupan Perempuan
Pengaduan/ dan Anak Korban
Laporan Korban | Kekerasan yang
Kekerasan Mendapatkan
Terhadap Penanganan Pengaduan 100 2014 70 100 100,00
Perempuan dan | oleh Petugas Terlatih di
Anak dalam  Unit Pelayan
Terpadu
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Target Nasional Tahun Nilai Capaian SPM
No. | Jenis Pelayanan Indikator SPM o Batas Target | Realisasi 2016 terhadap
Nilai | v | 2016 2016 Target Nasional
11 Pelayanan 2. Cakupan Perempuan
Kesehatan  Bagi | dan Anak Korban
Perempuan dan | Kekerasan yang
Anak Korban | Mendapatkan Layanan
Kekerasan Kesehatan oleh Tenaga 100 2014 100 100 100,00
Kesehatan Terlatih di
Puskesmas Mampu Tata
Laksana KIP/A dan
PPT/PKT di RS
2a. Cakupan
Puskesmas
mampu
tatalaksana kasus 100 333
kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak (KtP/A)
2b. Cakupan RSU
Vertikal/RSUD/R
S Swasta/RS Polri
yang
melaksanakan 100 100
pelayanan
terpadu bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan
2c. Cakupan tenaga
kesehatan terlatih
tentang
tatalaksana kasus
korban kekerasan 100 100
terhadap
perempuan dan
anak (KtP/A) di
Puskesmas
2d. Cakupan tenaga
kesehatan terlatih
tentang
tatalaksana kasus
korban kekerasan 100 22,2
terhadap
perempuan dan
anak di Rumah
Sakit
I11 Rehabilitasi Sosial | 3. Cakupan Layanan
Bagi Perempuan | Bimbingan  Rohani
dan Anak Korban [ yano Diberikan Oleh
Kekerasan Petugas  Bimbingan
Rohani Terlatih Bagi 80 2014 100 100 125,00
Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan di
Dalam Unit Pelayanan
Terpadu
IV | Penegakan dan | 5. Cakupan
Bantuan Hukum | perempuan dan Anak
Bagi Perempuan | gorban  Kekerasan | 50 2014 100 100 200,00
iiieﬁ::akn Korban yang  Mendapatkan
Layanan Bantuan
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No. | Jenis Pelayanan

Indikator SPM

Target Nasional

Tahun Nilai

Batas

Nilai Waktu

Realisasi
2016

Target
2016

Capaian SPM
2016 terhadap
Target Nasional

Hukum

5a.

Cakupan
penyelesaian
penanganan
kasus kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak di tingkat
kepolisian

100 92,90

5b.

Cakupan
ketersediaan Unit
Pelayanan
Perempuan dan
Anak (UPPA) di
Polda dan Polres

100 100

5c.

Cakupan
ketersediaan
sarana dan
prasarana di
UPPA

50 14,3

5d.

Cakupan
ketersediaan
polisi yang
terlatih dalam
memberikan
layanan yang
sensitif gender

25,00 59

Se.

Cakupan
ketersediaan
jaksa yang
terlatih dalam
penuntutan kasus
kekerasan
terhadap
perempuan
anak

dan

100 5,00

5f.

Cakupan
ketersediaan
hakim yang
terlatih dalam
menanggani
perkara
kekerasan
terhadap
perempuan
anak

dan

100 11,80

Cakupan
Perempuan dan
Anak Korban
Kekerasan yang
Mendapatkan
Layanan Bantuan
Hukum

100 100

6a.

Cakupan
ketersediaan
petugas
pendamping

hukum atau

100 12,5
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Target Nasional Tahun Nilai Capaian SPM
No. | Jenis Pelayanan Indikator SPM Nilai Batas Target | Realisasi 2016 terh:fdap
Hal | o ktu 2016 2016 Target Nasional

advokat yang

mempunyai

kemampuan

pendampingan

pada saksi

dan/atau korban

7. SPM Bidang Keluarga Berencana

) Target Nasional Tahun Nilai (%) Capaian SPM
Jenis Pelayanan Indikator SPM

Dasar o Batas | Target Realisasi 2016 terha}dap
Nilai Waktu | 2016 2016 Target Nasional

1. Cakupan Pasangan
Usia Subur yang
isterinya  dibawah
usia 20 tahun (3,5%)

100 2014 100 292,49 292,49

2. Cakupan Sasaran
Pasangan Usia Subur
menjadi Peserta KB
aktif (65%)

100 2014 100 119,94 119,94

3. Cakupan Pasangan
Usia Subur yang
ingin ber-KB tidak 100 2014 100 292,49 292,49
terpenuhi  (unmet
need) 5%

4. Cakupan Anggota
Bina Keluarga Balita 100 2014 100 114,36 114,36
Komunikasi (BKB) ber-KB (70%)

Informasi ~ dan | 5 cakupan PUS
Edukasi Keluarga peserta KB Ang-gota
A. | Berencana dan Usaha Peningkatan
Keluarga Pen-dapatan 100 2014 78,60 82,90 82,90
Sejahtera  (KIE Keluarga Sejahtera
KB dan KS) (UPPKS) yang ber-
KB (87%)

6. Ratio Petugas
Lapangan Keluarga
Berencana/Penyuluh
Keluarga Berencana
(PLKB/ PKB) 1
Petugas di setiap 2
(dua)
desa/kelurahan

100 2014 100 2,60 2,60

7. Ratio Pembantu
Pembina  Keluarga
Berencana (PPKBD)
1 (satu) petugas di
setiap desa/
kelurahan

100 2014 100 103,90 103,90

B Penyediaan 8. Cakupan penyediaan
Informasi  Data informasi data mikro
Mikro keluarga di setiap 100 2014 100 100 100,00
desa/kelurahan

100% setiap tahun

C Penyediaan 9. Cakupan penyediaan
Informasi  Data informasi data mikro
Mikro keluarga disetiap 100 2014 100 100 100,00
desa/kelurahan

100% setiap tahun
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8. SPM Bidang Pendidikan

Target Nasional Tahun Nilai (%) Capaian
Jenis SPM 2016
No. Pelayanan Indikator SPM Level . Batas | Target | Realisasi terhadap
pas Nilal | waktu | 2016 2016 faneel
Nasional
L Pelayanan . Tersedia satuan SD 100 2015 100 100 100,00
Pendidikan pendidikan dalam jarak
Dasar oleh yang terjangkau MI 100 2015 100 100 100,00
Kab/Kota dengan berjalan kaki | gy, 100 2015 100 100 100,00
yaitu maksimal 3 km
untuk SD/MI dan 6 km
untuk SMP/MTs dari
kelompok permukiman MTs 100 2015 100 100 100,00
permanen di daerah
terpencil;
Jumlah peserta didik Jumlah SD/ MI yang semua rombongan belajar
dalam setiap (rombel)nya tidak melebihi 32 orang
rombongan belajar
untuk  SD/MI  tidak SD 100 2015 100 100 100,00
melebihi 32 orang, dan MI 100 2015 100 100 100,00
untuk‘ S.MP/MTS tidak Jumlah SD/ Ml yang telah memenuhi kebutuhan
melebihi 36 orang. h X .
Untuk setiap ruang kelas, meja/ l‘<ur51, dan papan tulis untuk
) setiap rombel
rombongan belajar
tersedia 1 (satu) ruang SD 100 2015 100 73,74 73,74
kelas yang dilengkapi
dengan meja dan kursi MI 100 2015 100 100 100,00
yang cukup  untuk Jumlah SMP/ MTs yang semua rombel-nya tidak
peserta didik dan guru, melebihi 36 orang
serta papan tulis; SMP | 100 | 2015 | 100 100 100,00
MTs 100 2015 100 100 100,00
Di setiap SMP dan MTs | Jumlah SMP/ MTs yang memiliki ruang laboratorium
tersedia ruang | IPAyang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36
laboratorium IPA yang peserta didik
dilengkapi dengan meja | qvp | 109 | 2015 | 50 93,02 93,02
dan kursi yang cukup ’ ’
untuk 36 peserta didik MTS 100 2015 50 31,25 31,25
dan minimal satu set Jumlah SMP/ MTs yang memiliki satu set peralatan
peralatan praktek IPA . )
untuk demonstrasi dan praktek IPA untuk demons.trz.:m dan eksperimen
eksperimen peserta peserta didik
didik; SMP 100 2015 50 93,02 93,02
MTS 100 2015 50 18,75 18,75
Di setiap SD/MI dan | gp 100 2015 70 27,37 27,37
SMP/MTs tersedia satu
ruang guru yang MI 100 2015 70 100 100,00
dilengkapi denganmeja | gyp | 199 | 2015 | 100 88,37 88,37
dan kursi untuk setiap
orang guru, kepala | MTs 100 2015 80 87,50 87,50
sekolah dan staf —
kependidikan lainnya; Jumlah SMP/ MTs yang memlhkl ruang kepala
dan di setiap SMP/MTs sekolah/ madrasgh yang te.rpls.ah dari ruang guru
tersedia ruang kepala dan di lengkapi meja kurs
sekolah yang terpisah SMP 100 2015 80 97,67 97,67
dari ruang guru;
MTS 100 2015 80 87,50 87,50
Di  setiap ~ SD/MI SD 100 2015 100 100 100,00
tersedia 1 (satu) orang
guru untuk setiap 32
peserta didik dan 6
(enam) orang guru
untuk setiap satuan MI 100 2015 100 87,50 87,50
pendidikan, dan untuk
daerah khusus 4
(empat) orang guru
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No.

Jenis
Pelayanan
Dasar

Indikator SPM

setiap satuan
pendidikan

Level

Target Nasional

Tahun Nilai (%)

Capaian

Nilai

Batas
Waktu

Target
2016

Realisasi
2016

SPM 2016
terhadap
Target
Nasional

Di setiap SMP/MTs
tersedia 1 (satu) orang
guru untuk setiap mata
pelajaran, dan untuk
daerah khusus tersedia
satu orang guru untuk
setiap rumpun mata
pelajaran;

SMP

100

2015

95

100,00

MTs

100

2015

95

100,00

Di setiap SD/MI
tersedia 2 (dua) orang
guru yang memenuhi
kualifikasi akademik S1
atau D-IV dan 2 (dua)
orang guru yang telah
memiliki sertifikat
pendidik

Jumlah SD/ MI yang memiliki 2 orang

guru yang

memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV

SD

100

2015

90

100

100,00

MI

100

2015

100

100

100,00

Jumlah SD/ MI yang memiliki 2 orang

guru yang

telah memiliki sertifikat pendidik

SD

100

2015

90

100

100,00

MI

100

2015

90

100

100,00

Di setiap SMP/MTs
tersedia guru dengan
kualifikasi akademik S-
1 atau D-IV sebanyak
70% dan  separuh
diantaranya (35% dari
keseluruhan guru)
telah memiliki
sertifikat pendidik,
untuk daerah khusus
masing-masing
sebanyak 40% dan
20%

SMP

100

2015

95

100

100,00

MTS

100

2015

95

100,00

Di setiap SMP/MTs
tersedia guru dengan
kualifikasi akademik S-
1 atau D-IV dan telah
memiliki sertifikat
pendidik masing-
masing satu orang
untuk mata pelajaran
Matematika, IPA,
Bahasa
Indonesia,Bahasa
Inggris dan PKn

SMP

100

2015

70

53,49

53,49

MTs

100

2015

70

81,25

81,25

10.

Di setiap
Kabupaten/Kota semua
kepala SD/MI
berkualifikasi
akademik S-1 atau D-IV
dan telah memiliki
sertifikat pendidik

SD

100

2015

75

100

100,00

MI

100

2015

75

100

100,00

11.

Di setiap kab/kota
semua kepala
SMP/MTs
berkualifikasi
akademik S-1 atau D-IV
dan telah memiliki
sertifikat pendidik;

SMP

100

2015

90

100,00

MTs

100

2015

90

100

100,00

12.

Di setiap kab/kota
semua pengawas

SD

100

2015

100

100

100,00
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No.

Jenis
Pelayanan
Dasar

Indikator SPM

sekolah/ madrasah
memiliki kualifikasi
akademik S-1 atau D-1IV
dan telah memiliki
sertifikat Pendidik

Level

Target Nasional

Tahun Nilai (%)

Capaian

Nilai

Batas
Waktu

Target
2016

Realisasi
2016

SPM 2016
terhadap
Target
Nasional

MI

100

2015

100

100

100,00

13. Pemerintah  kab/kota
memiliki rencana dan
melaksanakan kegiatan
untuk membantu
satuan pendidikan
dalam
mengembangkan
kurikulum dan proses
pembelajaran yang
efektif;

SD

100

2015

50

100,00

100 bila kab/ kota
memiliki rencana dan telah
melaksanakan kegiatan
untuk membantu sekolah
mengembangkan

kurikulum dan proses
pembelajaran yang efektif

MI

100

2015

50

100,00

50 bila memiliki rencana
tetapi belum
melaksanakan

SMP

100

2015

50

100,00

0 bila tidak memiliki
rencana untuk membantu
sekolah dalam
mengembangkan

kurikulum dan proses
pembelajaran yang efektif.

MTs

100

2015

50

100

100,00

14. Kunjungan pengawas
ke satuan pendidikan
dilakukan satu kali
setiap bulan dan setiap
kunjungan dilakukan
selama 3 jam untuk
melakukan  supervisi
dan pembinaan;

SD

100

2015

100

100

100,00

MI

100

2015

100

100

100,00

SMP

100

2015

100

100

100,00

MTs

100

2015

100

100

100,00

II

Pendidikan
dasar oleh
satuan
pendidikan

15. Setiap SD/MI
menyediakan buku
teks  yang  sudah
ditetapkan
kelayakannya oleh
Pemerintah mencakup
mata pelajaran Bahasa
Indonesia, Matematika,
IPA, IPS dan PKn
dengan perbandingan
satu set untuk setiap
peserta didik

SD

100

2015

100

55,04

55,04

MI

100

2015

100

16. Setiap SMP/MTs
menyediakan buku
teks  yang  sudah
ditetapkan
kelayakannya oleh
Pemerintah mencakup
semua mata pelajaran
dengan perbandingan
satu set untuk setiap
perserta didik;

SMP

100

2015

80

94,08

94,08

MTs

100

2015

80
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Target Nasional Tahun Nilai (%) Capaian
Jenis SPM 2016
No. Pelayanan Indikator SPM Level . Batas | Target | Realisasi terhadap
DEERL Nilal | wakeu | 2016 2016 L
Nasional
17. Setiap SD/MI
menyediakan satu set | gp 100 2015 85 75,98 75,98
peraga IPA dan bahan
yang terdiri dari model
kerangka manusia,
model tubuh manusia,
bola dunia (globe),
contoh peralatan optik, MI 100 2015 85 0 0,00
kit IPA untuk
eksperimen dasar, dan
poster/carta IPA;
18. Setiap SD/MI memiliki SD 100 2015 95 96,09 96,09
100 judul buku
pengayaan dan 10 MI 100 2015 95 87,50 87,50
buku referensi,dan
setiap SMP/MTs SMP 100 2015 90 81,40 81,40
memiliki 200 judul
buku pengayaan dan MTs 100 2015 90 81,25 81,25
20 buku referensi;
19. Setiap  guru tetap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan
bekerja 37,5 jam per pendidikan
minggu  di  satuan | gy 100 2015 100 100 100,00
pendidikan, termasuk
merencanakan MI 100 2015 100 100 100,00
pembelajaran,
melaksanakan SMP 100 2015 100 100 100,00
pembelajaran, menilai
hasil pembelajaran,
membimbing atau
melatih peserta didik, MTs 100 2015 100 100 100,00
dan melaksanakan
tugas tambahan;
20. Satuan pendidikan Jumlah
menyelenggarakan rombong
proses pembelajaran | an
selama 34 minggu per | o 100 2015 100 100 100,00
tahun dengan kegiatan | memenu
pembelajaran sebagai hti i
berikut : standar
Kelas I - II : 18 jam per
minggu SD 100 2015 100 100 100,00
Kelas Il : 24 jam per | 100 | 2015 | 100 100 100,00
minggu
Kelas IV = V1: 27 jam per | qyp 100 | 2015 | 100 100 100,00
minggu
Kelas VI - IX : 27 jam per | \rp 100 2015 100 100 100,00
minggu
21. Setiap satuan SD 100 2015 100 100 100,00
pendidikan
menerapkan MI 100 2015 100 100 100,00
kurikulum sesual | omp 100 | 2015 | 100 100 100,00
ketentuan yang
berlaku MTs 100 2015 100 100 100,00
22. Setiap ~ guru  yang SD 100 2015 100 100 100,00
menerapkan Rencana
Pelaksanaan MI 100 2015 100 100 100,00
Pembelajaran  (RPP) | qp 100 2015 100 100 100,00
yang disusun
berdasarkan  silabus
untuk setiap mata MTs 100 2015 100 100 100,00
pelajaran yang
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Target Nasional Tahun Nilai (%) Capaian
Jenis SPM 2016
No. Pelayanan Indikator SPM Level Nilai Batas | Target | Realisasi terhadap
LDEET Waktu | 2016 2016 LET S
Nasional
diampunya
23. Setiap guru | Jumlah
mengembangkan dan ;’,:;Z
menerapkan program | mengem
penilaian untuk | bangkan
banti dan
membantu menerap
meningkatkan kan
kemampuan  belajar | program
peserta didik peniiaian | 100 2015 100 100 100,00
membant
u
meningk
atkan
kemamp
uan
belajar
peserta
didik
SD 100 2015 100 100 100,00
MI 100 2015 100 100 100,00
SMP 100 2015 100 100 100,00
MTs 100 2015 100 100 100,00
24. Kepala sekolah SD 100 2015 100 100 100,00
melakukan supervisi
kelas dan memberikan MI 100 2015 100 100 100,00
umpan balik kepada [ gy, 100 2015 100 100 100,00
guru dua Kkali dalam
setiap semester MTs 100 2015 100 100 100,00
25. Setiap guru SD 100 2015 100 100 100,00
menyampaikan
laporan hasil evaluasi MI 100 2015 100 100 100,00
mata pelajaran  serta | ¢, 100 | 2015 | 100 100 100,00
hasil penilaian setiap
peserta didik kepada
Kepala sekolah pada
akhir semester dalam | 5y 100 | 2015 | 100 100 100,00
bentuk laporan hasil
presentasi belajar
peserta didik
26. Kepala Sekolah atau | Jumlah
satuan
Madrasah pendidik
menyampaikan an yang
laporan hasil Ulangan m?ﬁyam
Akhir Semester (UAS) &:o:ﬂ
dan Ulangan Kenaikan | hasil
Kelas  (UKK) serta Xi{a}i‘_g"*“
.. . r
Ujian Akhir (US/UN) | ‘semesier | 100 | 2015 | 100 100 100,00
kepada orang tua | (UAS)
peserta  didik dan | dan
. Ulangan
menyampaikan Kenaikan
rekapitulasinya Kelas
kepada Dinas | (UKK)
Pendidikan Uiian
kabupaten/kota atau Akhir
(US/UN)
SD 100 2015 100 100 100,00
MI 100 2015 100 100 100,00
SMP 100 2015 100 100 100,00
MTs 100 2015 100 100 100,00
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9. SPM Bidang Pekerjaan Umum

No

Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal

Batas Waktu
Pencapaian

Indikator

Nilai

Batas
Waktu

Target
2016

Realisasi
2016

Capaian
SPM 2016
terhadap
Target
Nasional

Prioritas Utama
Sumber penyediaan Air untuk
Daya Air kebutuhan
masyarakat

Tersedianya air baku
untuk memenuhi
kebutuhan pokok
minimal sehari hari.

100

2019

85

73,41

73,41

Tersedianya air irigasi
untuk pertanian rakyat
pada sistem irigasi
yang sudah ada.

70

2019

85

85,88

122,69

Aksesbilitas

Tersedianya jalan yang
menghubungkan pusat-
pusat Kkegiatan dalam
wilayah
kabupaten/kota.

100

2019

66,33

62,81

62,81

Jaringa
n Mobilitas

Tersedianya jalan yang
memudahkan
masyarakat
perindividu melakukan
perjalanan

100

2019

66,33

14,42

14,42

alan
J Keselamatan

Tersedianya jalan yang
menjamin  pengguna
jalan berkendara
dengan selamat

60

2019

66,33

95,92

159,87

Kondisi
Jalan

Tersedianya jalan yang
menjamin  kendaraan
dapat berjalan dengan
selamat dan nyaman.

60

2019

66,33

48,25

80,42

Ruas

Kecepatan

Tersedianya jalan yang
menjamin  perjalanan
dapat dilakukan sesuai
dengan kecepatan
rencana

60

2019

66,33

98,05

163,42

11

Cluster Pelayanan

Sangat buruk

Buruk

Air minum
Sedang

Baik

Sangat Baik

Tersedianya akses air
minum yang aman
melalui Sistem
Penyediaan Air Minum
dengan jaringan
perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan
terlindungi dengan
kebutuhan pokok
minimal 60
liter/orang/ hari

40%

2019

50%

2019

70%

2019

80%

2019

100%

2019

80,00

87,48

99,37

Air Limbah

Penyehatan Permukiman

Lingkungan
Pemukiman

Tersedianya sistem air
limbah setempat yang
memadai.

60

2019

35

66,73

111,22

10

Tersedianya sistem air
limbah skala
komunitas/kawasan/k
ota

2019

100,00

(Sanitasi
Lingkungan
dan
Persampaha
n

Pengelolaan Sampah

11

Tersedianya fasilitas
pengurangan sampah
di perkotaan

20

2019

50

50

250,00

12

Tersedianya sistem
penanganan sampah di
perkotaan.

70

2019

70

83,17

118,81

Drainase

Tersedianya sistem
jaringan drainase skala
kawasan dan skala kota

50

2019

60

86,01

172,02
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No

Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal

Batas Waktu
Pencapaian

Indikator

Nilai

Batas
Waktu

Target
2016

Realisasi
2016

Capaian
SPM 2016
terhadap

Target
Nasional

Tersedianya sistem
jaringan drainase skala
kawasan dan skala kota
sehingga tidak terjadi
genangan (lebih dari 30
cm, selama 2 jam) dan
tidak lebih dari 2 kali
setahun

50

2019

40

18,75

37,50

Penanganan Permukiman Kumuh
Perkotaan

14

Berkurangnya luasan
permukiman kumuh di
kawasan perkotaan

10

2019

10

25,93

259,30

VI

Penataan
Bangunan dan
Lingkungan

Izin
Bangunan

Mendirikan

15

Terlayaninya
masyarakat dalam
pengurusan IMB di
kabupaten/kota

100

2019

75

91,72

91,72

Harga

Standar
Bangunan Gedung
Negara (HSBGN)

16

Tersedianya pedoman
Harga Standar
Bangunan Gedung
Negara di Kabupaten
/Kkota

100

2019

100

100

100,00

VII

Jasa

Konstruksi

Izin Usaha

Jasa

Konstruksi (IUJK)

17

Penerbitan IUJK dalam
waktu 10 (sepuluh)
hari  kerja  setelah
persyaratan lengkap.

100

2019

100

100,00

Sistem

Informasi
Jasa Konstruksi

18

Tersedianya Sistem
Informasi Jasa
Konstruksi setiap
tahun

100

2019

100

100,00

ViI

Penataan

Ruang

Ruang

Informasi Penataan

19.1

Tersedianya informasi
mengenai Rencana Tata
Ruang (RTR) wilayah
kabupaten/kota
beserta rencana
rincinya melalui peta
analog

100

2019

100

100,00

100

2019

12,5

12,50

100

2019

100

100,00

19.2

Tersedianya informasi
mengenai Rencana Tata
Ruang (RTR) wilayah
kabupaten/kota
beserta rencana
rincinya melalui peta
analog

100

2019

Kabupaten/Kota

100 ‘

100

100,00

100

2019

Kecamatan

100 ‘ 100

100,00

100

2019

Kelurahan

100

100

100,00

Pelibatan

RTR

Peran

Masyarakat Dalam
Proses Penyusunan

20.1

Terlaksananya
penjaringan

masyarakat melalui
forum konsultasi
publik yang memenuhi
syarat inklusif dalam
proses penyusunan
RTR dan program
pemanfaatan ruang,
yang dilakukan
minimal 2 (dua) kali
setiap disusunnya RTR

aspirasi

100

2019

50

50

50,00

20.2

Terlaksananya
penjaringan

masyarakat melalui
forum konsultasi
publik yang memenuhi
syarat inklusif dalam
proses penyusunan
program _pemanfaatan

aspirasi

100

2019

50

50

50,00
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Capaian
Standar Pelayanan Minimal Batas Wa}( tu splvl[) 2016
Pencapaian isasi
i Target | Realisasi
No Jenis Pelayanan Dasar 2016 2016 terhadap
Indikator Nilai | Batas Target
Waktu Nasional
ruang
Terlayaninya
masyarakat dalam
pengurusan izin
pemanfaatan ruang 2019
Izin Pemanfaatan 21 sesuai dengan 100 (Kabu 100 100 100,00
Ruang Peraturan Daerah paten
tentang RTR wilayah /Kota)
kabupaten/kota
beserta rencana
rincinya
Terlaksanakannya 2019
tindakan awal terhadap
Pelayanan (Kab.
Pengaduan pengaduan masyarakat /Kota
22 tentang pelanggaran di 100 100 100 100,00
Pelanggaran Tata . dan
bidang penataan ruang,
Ruang . Kecam
dalam waktu 5 (lima)
. . atan
hari kerja
Tersedianya luasan
Penyediaan Ruang RTH publik sebesar
Terbuka Hijau 23 20% dari luas wilayah 25 2019 25 69,07 276,28
(RTH) Publik kota/kawasan
perkotaan.
10. SPM Bidang Ketenagakerjaan
T Capaian
arget T
Jenis Pelayanan Nasional Satuan Tahun Nilai SPM
. Kerja/Lembaga 2016
No. Dasar dan Sub Indikator
. Penanggung terhadap
Kegiatan Nilai | Batas Jawab Target Realisasi Target
Waktu 2016 2016 Nasional
Besaran tenaga kerja
Pelayanan yang mendapatkan Dinsosnaker Kab.
L Pelatihan Kerja pelatihan 60 2016 Bangka 100 100 166,67
kewirausahaan
Pelayanan Besaran pencari .
2. Penempatan kerja yang terdaftar 70 2016 Dinsosnaker Kab. 90 37,62 53,74
. g Bangka
Tenaga Kerja yang ditempatkan
Pelayanan. Besaran Kasus yang
Penyelesaian diselesaikan dengan Dinsosnaker Kab
3. | Perselisihan - 5 50 2016 ' 50 81,25 162,50
Perjanjian Bersama Bangka
Hubungan (PB)
Industrial
Pelayanan Besaran
4. | Kepesertaan Pekerja/buruh yang | g | 5414 | DinsosnakerKab. 50 72,70 145,40
menjadi peserta Bangka
Jamsostek
Jamsostek
1. Besaran .
pemeriksaan 45 | 2016 Dms”;“aklfr Kab. 45 45,22 100,49
Pelayanan perusahaan angka
5. Pengawasan
Ketenagakerjaan 2.Besaran pengujian ;
peralatan di | 50 | 2016 | DinsosnakerKab. 50 50,03 100,06
Bangka
perusahaan
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11. SPM Bidang Komunikasi dan Informatika

Jenis Pel Target Nasional o e
enis Pelayanan . arget ealisasi
No. Dasar Indikator SPM Nilai Batas 2016 2016
Waktu
Pelaksanaan Diseminasi dan
Pendistribusian Informasi
Nasional melalui:
a. | Media massa: 12x 2014 100 158,33
/tahun
- Majalah 50 16,67
- Radio 100 308,33
- Televisi 100 150
p, | Media website (media | ¢ ;onpan | 2014 100 100
online)
lak Media tradisionil 12 %
Pelaksanaan c. | seperti  pertunjukan | A% 2014 100 0
1 Dlsemmalm rakyat;
Informasi Media  interpersonal
Nasional seperti sarasehan 12x /tahun
d. p | Sare ' setiap 2014 100 66,67
ceramah/diskusi  dan K
ecamatan
lokakarya;
e. | Media luar ruang: 12x 2014 50 34,72
/tahun
- Buletin 8,33
- Booklet 18,33
- Brosur 25,00
- Spanduk 133,33
- Baliho 33,33
Pengembangan
dan Cakupan pengembangan dan
Pemberdayaan embperdap aa%l Keglom ok
2 | Kelompok p 2y pox 50% 2014 25 75
. Informasi  Masyarakat di
Informasi Tingkat Kecamatan
Masyarakat g
(KIM)
12. SPM Bidang Ketahanan Pangan
X . X Capaian
Target Nasional Hasil capaian (%) SPM 2016
Jenis Pelayanan Dasar dan .
No. . Indikator terhadap
Sub Kegiatan T t
Nilai Batas 2016 Realisasi N arge !
Waktu 2016 asiona
. Ketersediaan Energi dan o
A Ketersediaan dan Cadangan Protein Per Kapita 90% 2015 100 13534 150,38
’ Pangan
- Penguatan  Cadangan | g0, | 5015 60 22,44 37,40
Pangan
. Ketersediaan Informasi
Pasokan, Harga dan [ 90% 2015 90 107,41 119,34
o Akses Pangan di Daerah
B. Distribusi dan Akses Pangan
. Stabilitas Harga dan 90% 2015 90 100 111,11
Pasokan Pangan
- Skor  Pola ~ Pangan | g0, | 5015 90 92,00 102,22
Harapan (PPH)
Penganekaragaman dan
C. Keamanan Pangan . Pengawasan dan
Pembinaan Keamanan | 80% 2015 80 100 125,00
Pangan
D Penanganan Kerawanan . Penanganan Daerah 60% 2015 60 100 166,67
Pangan Rawan Pangan
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13. SPM Bidang Kesenian
Target Nasional Tahun (Nilai) Capaian
SPM 2016
No Jenis Pelayanan Dasar Indikator . Batas Target | Realisasi terhadap
Nilai | ok | 2016 2016 Target
Nasional
1. Cakupan Kajian Seni
(50%) 100 2014 100 120 120,00
Perlindungan, Pengembangan, 2. Cakupan  Fasilitasi Seni 100 2014 100 100 100,00
1 dan  Pemanfaatan  Bidang (30%)
Kesenian 3. Cakupan Gelar Seni 100 2014 100 100 100,00
(75%)
4. Misi Kesenian (100%) 100 2014 100 100 100,00
5.Cakupan  Sumberdaya
Manusia Kesenian 100 2014 100 100 100,00
2 Sarana dan Prasarana (25%)
6. Cakupan Organisasi 100 2014 100 100 100,00
14. SPM Bidang Perhubungan
Target Capaian SPM
Nasignal Target | Realisasi 2016
No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM terhadap
. . | Batas 2016 2016
Nilai Waktu Target
Nasional
Tersedianya angkutan
Jaringan umum yang melayani
1 Angkutan 1 Pelayanan 1 wilayah _yang Felah 75 2014 75 74,19 98,92
Jalan Angkutan tersedia jaringan jalan
Jalan untuk  jaringan jalan
Kabupaten/Kota
Tersedianya angkutan
umum yang melayani
jaringan trayek yang
menghubungkan daerah
o tertinggal dan terpencil | oo f 551, 50 31,71 52,85
dengan wilayah yang
telah berkembang pada
wilayah  yang  telah
tersedia jaringan jalan
Kabupaten/Kota.
jaringan Tersedianya halte pada
Prasarana setiap Kabupaten/Kota
2 3 yang telah dilayani | 100 2014 50 30 30,00
Angkutan
Jalan angkutan umum dalam
trayek.
Tersedianya terminal
angkutan penumpang
pada setiap
4 Kabupaten,/Kota yang 40 2014 66,67 66,67 166,68
telah dilayani angkutan
umum dalam trayek.
Tersedianya fasilitas
perlengkapan jalan
Fasilitas (rambu, marka, dan
3 Perlengka 5  guardrill) dan 60 2014 40 30,60 51,00
pan Jalan penerangan jalan umum
(PJU) pada jalan
Kabupaten/Kota.
Tersedianya unit
Pelayanan pengujian kendaraan
Pengujian bermotor bagi
4 Kendaraan 6 Kabupaten/Kota yang 60 2014 88,45 39,95 66,58
Bermotor memiliki populasi
kendaraan  wajib  uji
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Target Capaian SPM
il Target | Realisasi AU
No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM terhadap
. . | Batas 2016 2016
Nilai Target
B Nasional
minimal 4000 (empat
ribu) kendaraan wajib uji.
Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM) di
7 bidang terminal pada 50 2014 50 43,75 87,50
Kabupaten/Kota yang
telah memiliki terminal.
Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM) di
bidang pengujian
8 kendaraan bermotor 100 2014 75 30 30.00
pada Kabupaten/Kota !
Sumber yang telah melakukan
5 Daya pengujian berkala
Manusia kendaraan bermotor.
(SDM) Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM) di
9 bidang ‘ MRLL, Evaluasi 40 2014 40 20 50,00
Andalalin, Pengelolaan
Parkir pada
Kabupaten/Kota.
Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM)
yang memiliki
10 Kompetensi sebagai | 50 2014 100 50 50,00
pengawas kelaikan
kendaraan pada setiap
perusahaan angkutan
umum
Terpenuhinya standar
Keselamat keselamatan bagi
6 11 angkutan umum yang | 100 2014 100 100 100,00
an melayani trayek di dalam
Kab/Kota.
15. SPM Bidang Penanaman Modal
Pelayanan Dasar Target Nasional L.
No. Indikator Batas Tza(: fzt Rezat:llszm Capaian
Pengertian Nilai Waktu
1. Kebijakan Penanaman | Tersedianya informasi
Modal adalah | peluang usaha
serangkaian peraturan | sektor/bidang unggulan Sektor Sektor
perundang-undangan sampai dengan 2014 Pertanian Pertanian 100,00%
}mFuk menciptakan sekurang-kurangnyg 1 sektosra}tbuidang 2014 dan Industri | dan Industri
iklim usaha yang | (satu) sektor/bidang usahay/tahun
kondusif bagi | usaha pertahun:
. . (Jenis Bidang Usaha 100,00%
saing  perekonomian dilakukan) Pengolahan Pengolahan
dan mempercepat yang difaku Ubi Casesa Ubi Casesa
peningkatan Kec.
Penanaman modal di | - Lokasi Peluang Usaha S Kec.i. Sungailiat,
sektor/bidang  usaha | (Tempatnya ungariat, Pemali dan 0
unggulan daerah pelaksanaan  Kegiatan Riau Sll.lp Merawang 100,00%
) dan Puding )
Bidang Usaha) Besar Pertanian 8
Kecamatan
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Pelayanan Dasar Target Nasional
No. Indikator Bat Target Realisast Capaian
Pengertian Nilai Wil?til 2016 2016
Industri
Kecamatan
Sungailiat
34,35 Ha,
Pemali 3,43
Ha,
Merawang,
548,53 Ha
dan
Pertanian,
Sungailiat
Industri = 0,30 Ha,
- Ketersediaan  Lahan 586,31 Pemali
(Ha) Pertanian = 422,35 Ha, 100,00%
15.245,26 Merawang
1418,78 Ha,
Puding Besar
2763,60 Ha,
Bakam
662,77 Ha,
Mendo Barat
7086,22 Ha,
Riau Silip
2596 Ha dan
Belinyu
295,24 Ha
Sektor bidang usaha | - Kesesuaian dengan
unggulan adalah | Tata Ruan, Daerah . .
se]gt%)r/bidang usaha | (sudah sesguai atau Sesuai Sesuai 100,00%
yang memiliki | belum dan alasannya
keunggulan komparatif | -  Bentuk Dukungan
(comparative pemerintah Daerah Dibentuk Dibentuk 100,00%
advantage) di | (Keuangan, Perijinan BP2TPM BP2TPM ahad
daerahnya. di)
Usaha ~ Mencakup - Potensi Pasar Nasional Nasional 100,00%
Lokasi, Ketersediaan
lahan, Kesesuaian
dengan tata ruang, | . perkjraan Investasi
dacrah, bentuk | (perkiraan nilai  (Rp) 73000-:000- | 120.855100- 1 100,00%
dukungan pen}ermtah investasinya)
daerah, Potensi Pasar,
Perkiraan Investasi
2 Kerjasama Penanaman | Terselenggaranya
Modal Oleh PDPKM | fasilitasi pemerintah
fasilitasi  pemerintah | daerah Kabupaten/Kota
daerah dalam rangka | dalam rangka kerjasama
kerjasama Kkemitraan | kemitraan:
antara UMKMK tingkat | a. Antara Usaha Mikro,
Kabupaten/Kota Kecil, Menengah dan
dengan pengusaha | Koperasi (UMKMK) Satu
tingkat tingkat kabupaten/kota kali/tahun 2014 1 1 100,00%
Provinsi/Nasional dengan pengusaha
tingkat
provinsi/nasional
b. Jumlah UMKMK Satu
potensial yang akan kali/tahun 2014 1 1 100,00%
dimitrakan di Kab/Kota
c. Jumlah Potensi
Pengusaha Provinsi
/Nasional yang Satu
berminat melakukan kali/tahun 2014 0 0 0,00%
kemitraan dengan
UMKMK tingkat
Kabupaten/Kota
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Pelayanan Dasar Target Nasional
No. Indikator Batas Tza(;' fzt Reza(:ils;l si Capaian
Pengertian Nilai Waktu
3. Promosi  Penanaman | a. Terselenggaranya
Modal PDKPM adalah | Promosi Peluang Satu
kegiatan yang | Penanaman Modal kali/tahun 2014 1 2 200,00%
ditujukan untuk | Tingkat Kabupaten
meningkatkan citra
Indonesia dan Citra
Kabupaten Kota secara
khusus sebagai daerah
tujuan penanaman | b. Tindak Lanjut
modal yang | Kegiatan Hasil Promosi Satu
kondusifdan Penanaman Modal kali/tahun 2014 1 2 200,00%
meningkatnya minat | tingkat Kabupaten (Jenis
akan peluang | kegiatan Promosi)
penanaman modal
yang  prospektif di
Kabupaten/kota
tersebut
4. Pelayanan Penanaman | Terselenggaranya 100 80 80,00%
Modal adalah | pelayanan perizinan
Pemberian segala | dan non  perizinan
bentuk persetujuan | bidang penanaman
untuk melakukan | modal melalui
penanaman modal | Pelayanan Terpadu Satu
yang diterbitkan oleh | Pintu (PTSP) PDKPM di
Pemerintah tingkat Kabupaten
Kabupaten/Kotasesuai | Rumus: Jumlah jenis
kewenangannya perizinan dan non
berdasarkan ketentuan | perizinan yang
peraturan perundang- | dilayani PTSP PDPKM
undangan /6X100%
Jumlah jenis perizinan 100 2014
dan non perizinan
yang dilayani PTSP 100 80 80,00%
PDPKM / 6 X100%
1. Jumlah Pendaftaran
Penanaman Modal 0 0 0,00%
Dalam Negeri
2. Jumlah Izin Prinsip
Penanaman Modal 25 31 124,00%
Dalam Negeri
3. Jumlah Izin Usaha
Penanaman Modal 25 25 20,00%
Dalam Negeri
4. Jumlah TDP 500 510 102,00%
5. Jumlah SIUP *) 500 500 100,00%
6. Jumlah Perpanjangan
IMTA yang bekerja di
lebih dari 1 (satu) 0 0 0,00%
Kabupaten/Kota
5. Pengendalian
Pelaksanaan Terselenggaranya
Penanaman Modal | bimbingan pelaksanaan
adalah melaksanakan | Kegiatan Penanaman Satu
pemantauan Modal kepada kali/tahun 2014 1 4 400,00%
pembinaan dan | masyarakat dunia usaha
pengawasan terhdap | Satu Kali dalam Setahun.
pelaksanaan
Tgnmplementa&kannya 100% 2014
Sistem Pelayanan
Pengelolaan Data dan | Informasi dan Perizinan
6. Sistem Informasi | Investasi Secara 100 66,67 66,67%
Penanaman Modal Elektronik  (SPIPISE):
Rumus Jumlah Jenis
Pelayanan yang dilayani
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Pelayanan Dasar Target Nasional

Target Realisasi
Batas 2016 2016
Waktu

Indikator
Pengertian Nilai

Capaian

menggunakan SPIPISE /
4x100%

Jumlah Jenis Pelayanan

0, 0,
yang dilayani SPIPISE 100% 0%

0,00%

1. Jumlah Pendaftaran
Penanaman Modal 0 0
Dalam Negeri

0,00%

2. Jumlah izin prinsip
penanaman modal 25 31
dalam negeri

124,00%

3. Jumlah izin usaha
penanaman modal 25 25
dalam negeri

100,00%

4. Jumlah  Laporan
Kegiatan Penanaman 5 5
Modal (LKPM)

100,00%

Penyebarluasan,
Pendidikan dan
Pelatihan Penanaman
Modal.

Terselenggaranya
sosialisasi kebijakan Satu
penanaman modal kali/tahun 2014 0 0
kepada masyarakat

dunia usaha

0,00%

2.3.1.4 Permasalahan Pembangunan Nasional di Daerah

Pembangunan lahir sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk
mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara yakni mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur. Kenyataannya, dari konteks faktor produksi, Bangsa
Indonesia dikaruniai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya
manusia yang sangat besar, namun proses pencapaian cita-cita tersebut tidak
semudah membalikkan tapak tangan. Berbagai persoalan yang mendasar
hingga persoalan multidimensi terkadang menjadi hambatan untuk mencapai
kondisi yang lebih baik. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan dengan
kultur budaya yang beraneka ragam menjadi “tantangan” tersendiri bagi
pemerintah pusat dalam menentukan formula pembangunan yang tepat dan
sistemik. Pasca otonomi daerah, berbagai keberhasilan pembangunan yang
diraih oleh daerah baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan
kota ibarat suplemen bagi pemerintah pusat dalam mencapai target
pembangunan nasional.

RPJMN 2015-2019 sebagai rencana strategis pembangunan nasional,
secara implisit menggambarkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan
nasional, Bangsa Indonesia dihadapkan pada 3 (tiga) masalah pokok yakni (i)

merosotnya kewibawaan negara; (ii) melemahnya sendi-sendi perekonomian
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negara; dan (iii) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Dalam
rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional, berbagai persoalan
pembangunan yang terjadi di daerah masih menjadi tugas wajib yang mesti
diprioritaskan kembali pada tahun 2018. Berikut ini beberapa persoalan
pembangunan di Kabupaten Bangka pada tahun 2018 yang masih menjadi

prioritas pembangunan nasional ditinjau dari 3 (tiga) dimensi pembangunan.

'3 DIMENSI PEMBANGUNAN

J

DIMENSI PEMBANGUNAN ~ DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN
MANUSIA SEKTOR UNGGULAN & KEWILAYAHAN

= Pendidikan

L=1

Kedaulatan Pangan B

Kedaulatan Energ{& Antarwilayah
Ketenagalistrikan
Antarkelompolk
Pendapatan

Kesehatan

Kemaritiman

Perumahan Pariwisata dan Industri

@

2.3.1.4.1 Dimensi Pembangunan Manusia

Sumber daya Manusia adalah modal utama dalam pembangunan
nasional. Oleh sebab itu, kualitas sumber daya manusia perlu terus
ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang
ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks
Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang
dicapai melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan dan

peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.

Gambar 2.2 Dimensi Pembangunan Manusia

PENDID} KAN

DIMENSI
PEMBANG UNAN
MANUSIA

P

PERUMAHAN KESEHATAN

A
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Gambar diatas menunjukkan bahwa dimensi pembangunan manusia
difokuskan pada 3 sub dimensi pembangunan yakni pembangunan bidang
pendidikan, kesehatan dan perumahan. Selengkapnya, permasalahan nasional
di bidang pendidikan yang terjadi di Kabupaten Bangka tersaji pada tabel

dibawah ini.

Tabel 2.73 Dimensi Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan

CAPAIAN
TERHADAP
TARGET TARGET REALISASI TARGET
INDIKATOR RPJMN RPJMN lNDIKAD'Z(;g;(}IlNER]A INDIKATOR TARGET INDIKATOR
2019 KINERJA 2018 2016 KINERJA
KAB.BANGKA
2018
Pendidikan
Rata-rata lama 8,80 Rata-rata lama sekolah 8,06 7,96 98,76%
sekolah  penduduk (tahun) penduduk usia diatas
usia diatas 15 tahun 15 tahun
Angka Partisipasi 77,20 Angka Partisipasi 75,00 72,80 97,07
PAUD PAUD
Angka Partisipasi 114,10 Persentase SD/MI 110,28% 109,29 99,10%
Kasar berakreditasi
SD/MI/SDLB/Paket
A
Angka Partisipasi 106,90 Persentase SMP/MTs 103,89% 94,51 90,97%
Kasar berakreditasi
SMP/MTs/Paket B

Bidang pendidikan masih menyisakan beberapa persoalan nasional
yang terjadi di Kabupaten Bangka yang secara detail tergambar pada tabel
diatas. Pertama, rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun
Kabupaten Bangka masih dibawah rata-rata nasional yakni 7,96 tahun
berbanding 8,8 tahun. Kedua, angka partisipasi PAUD di Kabupaten Bangka
ternyata masih dibawah target nasional yakni 72,80 persen berbanding 77,20
persen. Kondisi serupa juga terjadi pada angka partisipasi kasar
SD/MI/SDLB/Paket A dan Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B di
Kabupaten Bangka masih berada dibawah rata-rata nasional yakni 109,29

persen dan 94,51 persen berbanding 114,10 persen dan 106,90 persen.

Permasalahan nasional yang masih terjadi di daerah dan menjadi
prioritas dari aspek dimensi pembangunan manusia bidang kesehatan

selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini.
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Tabel 2.74 Dimensi Pembangunan Manusia Bidang Kesehatan

CAPAIAN
TARGET
INDIKATOR RPJMN Tl:\l:}:\;lllf\l'r INDIKATOR KINERJA INDIKATOR REALISASI T?}\:‘ég? P
KAB.BANGKA KAB.BANGKA 2016
2019 INDIKATOR
TAHUN 2018
2018
Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Angka kematian ibu 306 Angka kematian ibu 80 81 98,75%
per 100.000 per 100.000 kelahiran
kelahiran
Angka kematian bayi 24 Angka kematian bayi 4,01 4,36 91,27%
per 1.000 Kkelahiran per 1.000 Kkelahiran
hidup hidup
Prevalensi 17 Persentase balita gizi 0,05 0,06 80,00%
kekurangan gizi buruk
(underweight) pada
anak balita (persen)
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Prevalensi 245 Penemuan dan 100% 44,02% 44,02%
Tuberkulosis (TB) penanganan Pasien
per 100.000 Baru TBC Positif
penduduk
Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Jumlah  kecamatan 5.600 Pemberi Pelayanan 100% 50,00% 50,00%
yang memiliki Kesehatan yang
minimal 1 terakreditasi (%)
puskesmas
terakreditasi
Persentase 95 Cakupan  Kkunjungan 100% 100,04% 100,04%
kabupaten/kota bayi
yang mencapai 80 Cakupan  pelayanan 100% 98,21% 98,21%
persen imunisasi anak balita
dasar lengkap pada
bayi
Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, serta Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu
Obat dan Sumber Daya Kesehatan
Jumlah  puskesmas 3.840 Jumlah Tenaga Medis 100% 83,33% 83,33%
yang minimal Menurut  Puskesmas
memiliki 5 jenis Kecamatan Tahun
tenaga kesehatan 2016 di Kabupaten
Bangka

Kependudukan dan Keluarga Berencana
Rata-rata Laju | 1,19%/tah | Rata-Rata Laju 1,19% 1,33% 88,24%
Pertumbuhan un Pertumbuhan
Penduduk Penduduk

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakt melalui peningkatan
aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau dan
perbaikan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta proporsi
penyebaran tenaga medis yang proporsional sejatinya masih menjadi prioritas
utama pemerintah pusat terutama terkait prevalensi penyakit menular, angka
kematian bayi dan ibu melahirkan, penanganan balita gizi buruk, Pemberi

Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi. Walaupun beberapa indikator
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kinerja daerah yang memiliki korelasi terhadap pencapaian sasaran
pembangunan nasional di bidang kesehatan telah menunjukkan kinerja yang
fantastis, namun perlu terus ditingkatkan melalui penguatan dukungan
pemerintah pusat dari sisi pendanaan sehingga peningkatan kualitas
kesehatan masyarakat daerah selain akan meningkatkan angka harapan hidup
masyarakat juga akan menjadi suplemen penting bagi pencapaian
multidimensi pembangunan nasional lainnya. Selain itu, fokus utama yang
perlu menjadi perhatian pemerintah pusat terkait masih pengedalian laju
pertumbuhan penduduk di daerah sebagai eksternalitastingginya angka
kelahiran, turunnya angka kematian yang ditunjukkan dengan rata-rata laju
pertumbuhan penduduk daerah yang masih diatas rata-rata laju pertumbuhan
penduduk nasional yakni 1,33 persen berbanding 1,19 persen.

Disamping itu, permasalahan penyedian fasilitas perumahan terutama
bagi masyarakat kurang mampu yang didukung dengan pemenuhan
aksesibilitas sarana dan prasarana penunjang lainnya (jalan, drainase,
penerangan dan energi, air minum dan sanitasi) juga masih menjadi prioritas
utama pemerintah pusat di daerah. Selengkapnya, informasi yang terkait
dengan pembangunan manusia di bidang perumahan tersaji pada tabel

berikut ini.

Tabel 2.75 Dimensi Pembangunan Manusia Bidang Perumahan

CAPAIAN
TARGET
TARGET INDIKATOR TERHADAP
INDIKATOR RPJMN RPJMN KINERJA KIEIB? ll;(:l\’lré)l?A REI'Z\(I)';%ASI TARGET
2019 KAB.BANGKA : INDIKATOR
TAHUN 2018 2018

Meningkatnya Rumah Tangga berpenghasilan rendah yang menghuni dan atau memiliki rumah layak huni yang
mendapat bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan

Jumlah rumah tangga 120.000 Cakupan 100% 98,18% 98,18%
berpenghasilan rumah Ketersediaan

rendah yang tangga Rumah Layak Huni

mendapat fe?silitas Cakupan Layanan 65% 6,10% 9,38%
bantuan pemblayaap Rumah Layak Huni

perumahan  melalui yang terjangkau

KPR-FLPP Rumah
Tapak dan Sarusun
(temasuk sewa beli)

Cakupan 100% 83,61% 83,61%
Lingkungan yang
Sehat dan Aman
yang didukung
Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum
(PSU)
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2.3.1.4.2 Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan

Pembangunan sektor unggulan mempunyai keterkaitan yang sangat
erat dengan perekonomian nasional. Melemahnya sendi-sendi perekonomian
nasional akibat ketidakmampuan mengelola sumber daya alam yang sangat
besar baik berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible)
berdampak pada rendahnya daya saing nasional di tingkat internasional.
Selain itu kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang
berlebihan, ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan dan teknologi
menambah permasalahan dalam mengurangi tingkat ketimpangan dan

ketidakmerataan pendapatan nasional.

Gambar 2.3 Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan

Berdasarkan gambar diatas, dimensi pembangunan sektor uggulan
terdiri dari 4 (empat) bidang utama yakni i) kedaulatan pangan, ii) kedaulatan
energi dan Kkelistrikan; iii) pariwisata dan industri; dan iv) kemaritiman.
Selengkapnya penjabaran permasalah pembangunan nasional yang terjadi di

daerah terkait bidang kedaulatan pangan tersaji pada tabel berikut.
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Tabel 2.76 Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan Bidang Kedaulatan

Pangan
CAPAIAN
RCET INDIKATOR TARGET e
INDIKATOR RPJMN | RPJMN KINERJA INDIKATOR REALISASI e
A KABUPATEN KAB.BANGKA 2016 TR
BANGKA 2018 TAHUN 2018 TR

Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan

Padi (Juta Ton) 82 Peningkatan 4,5 4,11 91,33%
Produktivitas Padi
atau Bahan Pangan
Utama Lokal Lainnya

per Hektar (Ton/Ha)
Jagung (Juta Ton) 23,4 Peningkatan 136.200 135.452 99,45%
Kedelai (Juta Ton) 1,02 []jetersediaan Palnggg

tama per .

Gula (Juta Ton) 3,4 Penduduk
Daging Sapi (Ribu 459,9
Ton)
Produksi perikanan 40-50 PDRB  Sub  Sektor 812.267 691.410 85,12%
(juta ton) Perikanan (Juta Rp)

Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:

Pembangunan dan Rasio Jaringan Irigasi 100,00% 96,76% 96,76%
Peningkatan Jaringan
irigasi air permukaan 9,89
, air tanah dan rawa
(juta ha)

Rehabililtasi
jariangan irigasi
permukaan, air tanah
dan rawa (juta ha)

3,01

Pembangunan  dan
Peningkatan irigasi 304,75
tambak (ribu ha)

Pembangunan
waduk)*

49

Agenda pembangunan kedaulatan pangan dilakukan melalui pencapaian
sasaran-sasaran pokok pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN
2015-2019 dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakat
sehingga tidak lagi tergantung secara berlebihan terhadap negara lain. Upaya
tersebut dilakukan melalui peningkatan produksi pangan (padi, jagung,
kedelai, gula, daging sapi dan perikanan) yang disertai dengan perbaikan
infrastruktur penunjang produksi. Berkenaan dengan peningkatan produksi
pangan nasional, permasalahan nasional yang terjadi di daerah adalah belum
optimalnya kapasitas produksi, rendahnya kualitas tenaga kerja sektor
pertanian (return to scale) yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya
produktivitas pangan per hektar yang masih dibawah rata-rata nasional

Disamping itu, rendahnya peranan sektor pengolahan hasil produksi
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(agroindustri) dalam menambah mutu produk pertanian (value added)
berdampak pada rendahnya harga komoditas daerah di pasar internasional.

Kondisi serupa juga masih terjadi di bidang kedaulatan energi dan
kelistrikan. Belum maksimalnya implementasi sektor kelistrikan di daerah
yang ditunjukkan dengan rasio elektrifikasi daerah yang baru mencapai 98,12
persen selain menghambat perkembangan daerah, juga mempengaruhi
perkembangan sektor industri pengolahan daerah sebagai dampak
keterbatasan kapasitas daya listrik daerah. Selengkapnya permasalahan
pembangunan nasional ditinjau dari sisi energi dan kelistrikan tersaji pada
tabel berikut.

Tabel 2.77 Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan Bidang Kedaulatan
Energi dan Kelistrikan

CAPAIAN
TARGET INDIKATOR TARGET TERHADAP
INDIKATOR RPJMN RPJMN KINERJA INDIKATOR REALISASI TARGET
2019 KABUPATEN KAB.BANGKA 2016 INDIKATOR
BANGKA 2018 TAHUN 2018
2018

Peningkatan Produksi SD Energi:
Minyak Bumi (ribu
BM/hari) 700
Gas Bumi (ribu
SBM/hari) e
Batubara (Juta Ton) 442
Penggunaan DN
(DMO):
Gas bumi DN 64%
Batubara DN 60%
Regasifikasi onshore 6 Rasio Elektrifikasi 100% 98,12% 98,12%
(unit)
Pembangunan FSRU

. 3
(unit)
Jaringan pipa gas
(km) 17.960
Perr_lbangunan SPBG 118
(unit)
Jaringan gas kota 1it
(sambungan rumah) )
Pembangunan kilang 2
baru (unit)

Penguatan konektivitas antar sektor masih menjadi permasahan
penting yang harus segera diselesaikan. Masih rendahnya keterkaitan antar
sektor pembangunan menyebabkan beberapa sektor unggulan daerah belum
secara maksimal mempengaruhi sektor lainnya. Salah satu contoh
permasalahan nasional di daerah terkait dengan hal tersebut terjadi antara

sektor energi dan kelistrikan dengan sektor industri pengolahan dan
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pariwisata. Keterbatasan daya listrik daerah ternyata berimbas pada kinerja
sektor industri dan pariwisata. Rendahnya investasi yang pada kedua sektor
tersebut berjalan linier terhadap kapasitas produksi keduanya yang secara
sistemitik berdampak pada perekonomian daerah. Informasi permasalah
nasional yang terjadi di daerah terkait dengan pembangunan sektor unggulan
bidang pariwisata dan industri secara lengkap tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.78 Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan
Bidang Pariwisata dan Industri

TARGET INDIKATOR TARGET c?:ﬁ::)N

KINERJA INDIKATOR REALISASI

INDIKATOR RPJMN RzpolrgN KABUPATEN KAB.BANGKA 2016 lN'I]‘)[;ﬁl(-;\E(I;R
BANGKA 2018 TAHUN 2018
2018
Pariwisata
Kontrlbu.51 terhadap 8%
PDB Nasional
Wisatawan
Mancanegara 20 juta Peningkatan
(Orang) Kunjungan 6,50% 4,48% 68,92%
Wisatawan Wisatawan
Nusantara 275 juta
(Kunjungan)
Dev.isa (triliun 260
rupiah)
Industri
PersentasePeningkat

Industri (%) 8.8 an Industri 5% 4,35% 87,00%

Menengah
Kontribusi dalam

21,60%

PDB ° Persentase
Penambahan jumlah Peningkatan Industri 10% 6,80% 85,00%
Industri skala | 9.000 unit* Industri Kecil
menengah dan besar

2.3.1.4.3 Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan

Ketimpangan dan kesenjangan antar wilayah menjadi permasalah
pokok yang harus segera diselesaikan ke depan. Kesenjangan pembangunan
antar wilayah dalam jangka panjang dapat memberikan dampak pada
kehidupan sosial masyarakat. Informasi terkait dimensi pemerataan dan

kewilayahan tersaji pada gambar berikut ini.
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Gambar 2.4 Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan

Berdasarkan gambar diatas pembangunan dimensi pemerataan dan
kewilayahan difokuskan pada 2 (dua) aspek yakni i) antar wilayah; dan ii)
antar kelompok pendapatan dengan sasaran pokok pembangunan untuk
menurunkan Kkesenjangan antar kelompok ekonomi. Secara umum,
perkembangan kinerja dimensi pemerataan dan kewilayahan di daerah telah
menunjukkan hasil yang positip antara lain angka kemiskinan, indeks gini,
indeks Williamson dan menurut kriteria Bank Dunia daerah masih dibawah
rata-rata nasional. Namun, sejalan dengan tujuan berbangsa dan bernegara
untuk terus mensejahterakan masyarakat secara adil dan makmur, dukungan
pemerintah pusat untuk terus memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarat
daerah masih perlu dilakukan. Selengkapnya, informasi terkait permasalahan
dimensi pemerataan dan kewilayahan nasional yang terjadi di daerah secara

detail tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.79 Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan

CAPAIAN
TARGET INDIKATOR TARGET TERHADAP
INDIKATOR RPJMN RPJMN KINERJA INDIKATOR REALISASI TARGET
2019 KABUPATEN KAB.BANGKA 2016 INDIKATOR
BANGKA 2018 TAHUN 2018
2018
Menurunkan Kesenjangan antar Kelompok Ekonomi
Tingkat Kemiskinan 00
%) 5%-6%
Tingkat
Pengangguran 4%-5%
Terbuka (%)
Rumah Tangga
Miskin ~ Memiliki Persentase Angla 5,45% 5,52% 98,72%
. 0,3 Kemiskinan
Keterampilan (dalam
suatu Wilayah)
RTM Bekerja (dalam 025
suatu Wilayah) ’
RTM  Berwirausaha
0,3
(dalam suatu
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CAPAIAN
[EeRCET lNl?l:(E;’I]‘:\)R lN’I[‘)Alﬁgg"{)R REALISASI TERHADAP
DDA L8 p] RngrgN KABUPATEN KAB.BANGKA 2016 lN'I]‘)lzllzgigk
BANGKA 2018 TAHUN 2018
2018
Wilayah)
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Dasar dan Akses terhadap Ekonomi Produktif Masyarakat
Kepemilikan Akta Cakupan Penerbitan
Lahir (2012) 08 Akta Kelahiran 100% 100% 100%
Persentase RT yang
Akses Air Bersih 1 Menggunakan Air 100% 97,04% 97,04%
Bersih
Persentase Rumah
Akses Sanitasi Layak 1 Tinggal yang 90,00 86,81% 96,46%
Bersanitasi
Rumah Tangga
Akses Penerangan 1 oo 79.561 76.381 96,00%
Pengguna Listrik
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah
Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam tabel 2.79 berikut :
Tabel 2.80
Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah
NO FAKTOR-FAKTOR
KRITERIA/ASPEK URUSAN PENENTU PERMASALAHAN
KEBERHASILAN
1 2 3 4 5
I Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
a. | Tataran Pengambil Kebijakan
Ketentraman dan Ketertiban | Tata ruang Keberadaan = PERDA | Tidak ada
Umum Daerah IMB
Rasio Rumah ber IMB Baru 4,44% rumah
ber-IMB
Keberadaan =~ PERDA | Tidak ada
RTRW
Ketaatan terhadap | SDM masih terbatas
RTRW untuk  melakukan

penata ruang, belum
terbentuknya pokja
pengendalian,
belum adanya
ketegasan
pelaksanaan
penegakan
peraturan
tata ruang

hukum
daerah
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FAKTOR-FAKTOR

NO KRITERIA/ASPEK URUSAN PENENTU PERMASALAHAN
KEBERHASILAN
Kependudukan Pengurusan E-KTP 8,44%  penduduk
belum memiliki e-
KTP
Biaya KTP Tidak ada
Personil Satpol | Rasio personil Satpol | Kurangnya personil
PP (Kebijakan | PP terhadap jumlah | Satpol PP, saat ini
Ketersediaan Penduduk rasionya 1,09 per
aparat 10.000 penduduk
Trantibum)
Sosial Keberadaan = PERDA | Tidakada
tentang PSK, PKL dan
PMKS
Lingkungan Keberadaan peraturan | Rendahnya
Hidup tentang  kebersihan | aksesibilitas dan
Kabupaten pelayanan
kebersihan
Keselarasan Dan Efektivitas | Penyampaian Ketepatan waktu | Tidak ada
Hubungan Antara Pemerintahan | laporan kepada | penyampaian  LPPD
Daerah Dan Pemerintah, Serta | pemerintah BERDASARKAN PP
Antar Pemerintahan Daerah Nomor 3 Tahun 2007
Dalam Rangka Pengembangan ) )
Otonomi Daerah Penyampaian Ketepatan. waktu | Tidak ada
laporan penyampaian Laporan
keuangan  dan | Keuangan
kinerja berdasarkan PP
8/2006
Ketepatan waktu | Tidak ada
penyampaian Laporan
Kinerja berdasarkan
PP 8/2006
Implementasi Urusan yang sudah | Baru 11 urusan
Standar diterapkan SPM nya | yang sudah
Pelayanan berdasarkan pedoman | ditetapkan SPM-nya
Minimal (SPM) yang diterbitkan oleh
Pemerintah
Hubungan antar | Kerjasama dengan | Tidak ada
daerah daerah lain
Keselarasan Antara Kebijakan | Sinkronisasi Kesesuaian prioritas | Tidak ada
Pemerintahan Daerah Dengan | Pelaksanaan pembangunan
Kebijakan Pemerintah pembangunan
nasional dan
daerah
Kewenangan Urusan wajib yang | Tidak ada
diselenggarakan
daerah
Keuangan Waktu penetapan | Tidak ada
PERDA APBD 2016
Keberadaan = PERDA | Tidak ada
tentang pengelolaan
keuangan daerah
berdasarkan PP
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FAKTOR-FAKTOR

NO KRITERIA/ASPEK URUSAN PENENTU PERMASALAHAN
KEBERHASILAN
58/2005
Belanja untuk | Masih terjadinya
pelayanan dasar inefisiensi anggaran
Belanja untuk urusan | Masih terjadinya
pendidikan dan | inefisiensi anggaran
kesehatan
Pelayanan Publik | Keberadaan = PERDA | Masih  rendahnya
tentang Standar | kualitas pelayanan
Pelayanan Publik | publik
sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan
Kepegawaian Ratio PNS terhadap | Rasio PNS terhadap
penduduk jumlah  penduduk
hanya 1,48
Kapasitas dan | Masih terjadinya
Kapabilitas Aparatur penyimpangan
pelanggaran hukum
Sistem Informasi | Tidak ada
Kepegawaian
Kelembagaan Penataan SKPD Tidak Ada
Efektivitas Hubungan Antara | Produk Jumlah PERDA yang | Tidak ada
Pemda Dan DPRD peraturan ditetapkan
perundangan
RAPERDA yang | RAPERDA yang | Tidak ada
diajukan tahun | disetujui DPRD tahun
berjalan 2016
Efektivitas Proses Pengambilan | Keputusan DPRD | Keputusan DPRD yang | Tidak ada
Keputusan Oleh Dprd Beserta | yang ditindak | ditindak lanjuti
Tindak Lanjut Pelaksanaan | lanjuti
Keputusan
Efektivitas Proses Pengambilan | Tindak lanjut | Keputusan Bupati | Tidak ada
Keputusan Oleh Kepala Daerah | keputusan yang ditindak lanjuti
Beserta Tindak Lanjut | bupati
Pelak Keput
claksanaan Reputusan Tindaklanjut Peraturan Bupati yang | Tidak ada
Peraturan Bupati | ditindaklanjuti
Ketaatan Pelaksanaan | PERDA yang | Jumlah PERDA yang | Tidak ada
Penyelenggaraan Pemerintahan | dibatalkan dibatalkan
Daerah Pada Peraturan
Perundang-Undangan
Intensitas Dan Efektivitas Proses | PERDA tentang | Keberadaan = PERDA | Tidak ada
Konsultasi Publik Antara | konsultasi publik | atau PERBUP tentang
Pemerintahan Daerah Dengan konsultasi publik
Masyarakat Atas Penetapan . _ _ ;
Kebijakan Publik Yang Strategis Media informasi Adanya ' media | Tidak ada
Dan Relevan Untuk Daerah pemda yang | informasi pemda yang
dapat diakses | dapat diakses oleh
oleh publik publik (website,
kotakpos, bag/biro
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FAKTOR-FAKTOR

NO KRITERIA/ASPEK URUSAN PENENTU PERMASALAHAN
KEBERHASILAN
humas, leaflet/brosur
Transparansi Dalam | Serapan dana | Dana perimbangan | Tidak ada
Pemanfaatan Alokasi Pencairan | perimbangan yang terserap
Dan Penyerapan Dau, Dak Dan dibanding yang
Bagi Hasil direncanakan
Alokasi belanja | Belanja publik | Tidak ada
pada APBD dari | terhadap DAU
DAU
Belanja langsung | Total belanja langsung | Tidak ada
terhadap  total | dibagi APBD X 100%
APBD
Intensitas,  Efektivitas  Dan | Besaran Besaran PAD terhadap | besaran PAD hanya
Transparansi Pemungutan | Pendapatan Asli | seluruh  pendapatan | 11,98% dari total
Sumber-Sumber Pad Dan | Daerah (PAD) dlm APBD (Realisasi) pendapatan, perlu
Pinjaman / Obligasi Daerah peningkatan ~ PAD
untuk mengurangi
ketergantungan
kepada Pusat
Efektivitas Perencanaan, | Kewajaran Opini BPK terhadap | Tidak ada
Penyusunan, Pelaksanaan Tata | Laporan Laporan Keuangan
Usaha, Pertanggung Jawaban | Keuangan Daerah
Dan Pengawasan Apbd (Lapkeu)
Besaran SILPA Rasio SILPA thdp total | Tidak ada
pendapatan
Realisasi belanja | Rasio realisasi belanja | Tidak ada
thd anggaran belanja
Pengawasan Rasio temuan BPK RI | Tidak ada
Inspektorat yang ditindaklanjuti
Kabupaten
Pengelolaan Potensi Daerah Peta potensi | Rasio realisasi PAD | Tidak ada
daerah 2016 terhadap potensi
PAD
Peningkatan PAD | Peningkatan PAD Tidak ada
Terobosan Inovasi Baru Dalam | Penghargaan Penghargaan dari | Tidak ada
Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintah yang
Daerah diterima oleh Pemda
dalam tahun 2016
Pengadaan Keberadaan E- | Tidak ada
barang dan jasa procurement
Daya saing | Jumlah  persetujuan | masih sedikit
daerah investasi investasi yang

masuk ke daerah
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FAKTOR-FAKTOR

NO KRITERIA/ASPEK URUSAN PENENTU PERMASALAHAN
KEBERHASILAN
Tataran Pelaksana Kebijakan
Kebijakan Teknis | Program Jumlah Program | Tidak ada
Penyelenggaraan Urusan | Nasional (yang | Nasional yang
Pemerintahan melekat di | dilaksanakan oleh
kementerian/LP | SKPD
ND) yang harus
dilaksanakan
oleh SKPD
Kesesuaian Keberadaan Standard | Tidak ada
dengan Operating Procedure
kebijakan teknis | (SOP)
yang ditetapkan
oleh pemerintah
c/q departemen
/ LPND
Ketaatan Terhadap Peraturan | Jumlah PERDA | Jumlah PERDA | Tidak ada
Peraturan Perundang-Undangan | yang harus | pelaksanaan yang ada
dilaksanakan terhadap PERDA yang
SKPD  menurut | harus  dilaksanakan
Peraturan Mentri | menurut PERMEN
(PERMEN)
Penataan Kelembagaan Daerah Pengisian Rasio struktur jabatan | Tidak ada
Struktur Jabatan | dan eselonering yang
terisi
Keberadaan jabatan | Tidak ada
fungsional dalan
struktur organisasi
SKPD
Pengelolaan Kepegawaian | Tingkat Rasio PNS Kabupaten SDM PNS teknis di
Daerah kompetensi SDM SKPD masih
dalam terbatas
menyelenggarak )
an tugas SKPD Pejabat yang telah | Keterbatasan
yang relevan | memenuhi anggaran untuk
dengan ukuran persy.afatan ' Diklat
terkait pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Pejabat yang telah | Tidakada
memenuhi
persyaratan
kepangkatan
Perencanaan Pembangunan | Kelengkapan Keberadaan dokumen | Tidak ada
Daerah dokumen perencanaan
perencanaan pembangunan di SKPD
pembangunan : -RENSTRA
yang dimiliki | SKPD
oleh SKPD -RENJA SKPD
-RKA SKPD
Sinkronisasi Jumlah program RKPD | Tidak ada
Program RENJA | yang diakomodir
SKPD dengan | dalam RENJA SKPD
Program RKPD
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FAKTOR-FAKTOR

NO KRITERIA/ASPEK URUSAN PENENTU PERMASALAHAN
KEBERHASILAN
Sinkronisasi Jumlah Program | Tidak ada
Program RKA | RENJA RKPD yang
SKPD dengan | diakomodir dalam
Program RENJA | RKA SKPD
SKPD
Perencanaan Jumlah Program | Tidak ada
Pelaksanaan RENJA SKPD yang
Program dan | diakomodir dalam
anggaran DPA SKPD
Pengelolaan Keuangan Daerah Alokasi anggaran | Anggaran SKPD | Tidak ada
terhadap total belanja
APBD
Besaran belanja | Realisasi belanja | Keterbatasan
modal modal terhadap total | anggaran
realisasi belanja SKPD
(realisasi)
Besaran Belanja | Total Realisasi Belanja | Tidak ada
Pemeliharaan pemeliharaan dari
total belanja barang &
jasa (realisasi)
Total Realisasi Belanja | Tidak ada
pemeliharaan drari
total Realisasi belanja
SKPD (realisasi)
Laporan Keberadaan laporan | Tidak ada
keuangan SKPD keuangan SKPD
(Neraca, calk)
Pengelolaan Barang  Milik | Manajemen aset | Keberadaan Tidak ada
Daerah SKPD inventarisasi barang
atau asset SKPD
Penggunaan Jumlah yang tidak | Tidak ada
asset SKPD digunakan oleh SKPD
Pemberian Fasilitasi Terhadap | Bentuk-bentuk Jumlah fasilitas / | Tidakada
Partisipasi Masyarakat fasilitas / | prasarana informasi :
prasarana
partisipasi 1 Papan
masyarakat Pengumuman
2. Pos Pengaduan
3. Leaflet
4. Mobil keliling
Pengumuman di Mass
Media
Responsivitas Keberadaan survey | Tidak ada
terhadap kepuasan masyarakat
partisipasi
masyarakat
II Kemampuan Penyelenggaraan
Otonomi Daerah
Kesejahteraan masyarakat Ekonomi Peningkatan Ketergantungan
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NO

KRITERIA/ASPEK

URUSAN

FAKTOR-FAKTOR
PENENTU
KEBERHASILAN

PERMASALAHAN

Pendapatan

pada Harga
Komoditas Ekspor
Dunia, Melebarnya
kesenjangan
pendapatan  antar
penduduk

Kesehatan

Angka wusia harapan
hidup

Angka harapan
hidup masih
dibawah rata-rata
nasional, Tingginya
angka kematian
bayi, Masih
terjadinya kasus gizi
buruk, Rendahnya
tingkat  akreditasi
PPK, Rendahnya
jumlah jamban yang
dimiliki warga

Pendidikan

Tingkat pendidikan

Rendahnya
aksesibilitas dan
kualitas pendidikan

Ekonomi

Angka Kemiskinan

Masih tingginya
persentase
penduduk miskin di
pedesaan, masih
tinggina indeks gini,
meningkatnya
masyarakat pra
sejahtera dan
tinginya PMKS

Kontribusi sektor
pertanian terhadap
PDRB

Kurangnya
kompetensi untuk
memberdayakan
masyarakat dalam
bidang  pertanian
dan ketergantungan
produk dari luar
daerah

Angka ketergantungan

usia produktif
relatif lebih sedikit

Pekerjaan Umum

= Proporsi panjang
jaringan jalan dan
jembatan dalam
kondisi bak

= Drainase dalam
kondisi baik

Rendahnya kualitas
dan Kkuantitas dari
penyediaan
infrastruktur

Kebudayaan dan
Pariwisata

Peningkatan
kunjungan wisatawan

Masih terbatasnya
promosi dan event
yang mendukung
pariwisata daerah

Pelayanan Umum

Indeks Kepuasan
Masyarakat

Tidak ada
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FAKTOR-FAKTOR

NO KRITERIA/ASPEK URUSAN PENENTU PERMASALAHAN
KEBERHASILAN
Daya saing daerah Penanaman Jumlah  persetujuan | masih sedikit
Modal investasi investasi yang
masuk ke daerah
III | Daerah Otonomi Daerah
Perkembangan Penyusunan | Pemerintahan Perda tentang SOTK Tidak ada
Perangkat Daerah Umum
Pengisian Personil Pemerintahan Jumlah Jabatan yang | Tidak ada
Umum terisi dibanding
jabatan yang tersedia
Pengisian Keanggotan DPRD Pemerintahan Jumlah Anggota DPRD | Tidak ada
Umum dibanding kursi yang
tersedia
Penyelenggaraan Urusan Wajib | Pemerintahan Jumlah wurusan yang | Tidak ada
dan Urusan Pilihan Umum dilaksanakan
dibanding jumlah
urusan yang sesuai
ketentuan
Pembiayaan Keuangan Defisit anggaran tidak | Tidak ada
melebihi ketentuan
Pengalihan aset dan dokumen Keuangan Jumlah aset yang | Belum sistematis
dialihkan  dibanding
total aset
Pelaksanaan Penetapan batas | Pemerintahan Jumlah aturan tentang | masih ada konflik
wilayah Umum batas wilayah batas wilayah yang
belum terselesaikan
Penyediaan sarana dan prasarana | Pemerintahan Sarana dan Prasarana | Tidak ada
pemerintahan Umum pemerintahan  yang
berfungsi baik
Pemindahan ibukota bagi daerah | Pemerintahan Perda Pemindahan | Tidak ada
yang ibukotanya dipindahkan Umum Ibukota Kabupaten
2.3.3 Isu Strategis Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Bangka Tahun 2018

Isu strategis RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018 memiliki keterkaitan

dengan permasalahan pembangunan yang terjadi

pada tahun-tahun

sebelumnya. Informasi keterkaitan antara permasalahan pembangunan

dengan isu strategis secara detail tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.81

Keterkaitan antara Masalah Pembangunan dengan Isu Strategis RKPD
Kabupaten Bangka Tahun 2018

Masalah Isu Strategis
Masih terbatasnya promosi dan | Lemahnya promosi dan event
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Masalah Isu Strategis

event yang mendukung pariwisata | pariwisata
daerah
Rendahnya daya jangkau pelayanan | Rendahnya aksesibilitas dan
kebersihan, keterbatasan sarana dan | pelayanan kebersihan

prasarana kebersihan

Melebarnya kesenjangan | Disparitas  Perekonomian antar
pendapatan antar penduduk Kecamatan
Masih tingginya persentase | Tingkat kemiskinan, Disparitas, dan

penduduk miskin di perdesaan, | Pengangguran
masih  tingginya indeks  gini,
meningkatnya  masyarakat pra
sejahtera dan tingginya PMKS
(Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial)

Masih terjadi penyimpangan | Implementasi Reformasi Birokrasi
pelanggaran  hukum, inefisiensi | belum optimal

anggaran dan masih rendahnya
kualitas pelayanan publik
Kurangnya  kompetensi  untuk | Rendahnya Stabilitas Ketahanan
memberdayakan masyarakat dalam | Pangan

bidang pertanian sehingga pola pikir
masyarakat terbatas dikarenakan
adanya ketergantungan produk dari
luar daerah

Angka harapan hidup masih | Rendahnya Aksesibilitas dan
dibawah rata-rata nasional, | Kualitas Kesehatan

tingginya angka kematian bayi,
masih terjadinya kasus gizi buruk
dan rendahnya tingkat akreditasi
pemberi pelayanan kesehatan serta
rendahnya jumlah jamban yang
dimiliki warga

Rendahnya kualitas dan kuantitas | Disparitas Perekonomian antar
dari penyediaan infrastuktur Kecamatan

Sumber Daya Manusia (SDM) masih | Kurangnya ketaatan terhadap RTRW
terbatas untuk melakukan penata
ruang, belum terbentuknya pokja
pengendalian dan  pelaksanaan
pengendalian, belum ada ketegasan
pelaksanaan penegakan hukum
Peraturan Dearah tata ruang

Masih rendahnya APK SMP dan | Rendahnya Aksesibilitas dan
tingginya Angka Putus Sekolah | Kualitas Pendidikan

(APUS) SMP/MTs

Dengan memperhatikan isu strategis RPJMD Kabupaten Bangka tahun
2014 - 2018, hasil evaluasi RKPD Kabupaten Bangka tahun sebelumnya,
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Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) tahun 2018 dan RKPD Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung tahun 2018 yang secara keseluruhan saling memiliki

keterkaitan satu sama lain maka berdasarkan analisis empiris yang

menggunakan data base yang teraplikasi menggunakan SMI (Sistem

Manajemen Informasi) dengan tingkat kelengkapan datanya sampai ke tingkat

desa/kelurahan (by name by adress) didapat beberapa isu strategis RKPD

Kabupaten Bangka tahun 2018 yaitu :

1.

Lemahnya Promosi dan Event Pariwisata

Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bangka belum

memuaskan. Pada tahun 2016, kunjungan wisatawan ke Kabupaten

Bangka baru mencapai 4,48%. Berkembang atau tidaknya sektor

pariwisata bukan hanya bertumpu pada potensi wisata yang dimilki oleh

suatu daerah, tetapi pertumbuhan sektor pariwisata juga sangat

dipengaruhi oleh salah satunya masih kurangnya promosi yang baik dan

efektif, baik lokal, nusantara maupun mancanegara. Selain itu masih

kurangnya keikutsertaan Kabupaten Bangka dalam event pariwisata baik

tingkat nasional maupun internasional juga berpengaruh terhadap

kunjungan wisatawan ke Bangka.

Untuk mengembangkan sektorpariwisata di Kabupaten Bangka ke

depannya, langkah pemerintah Kabupaten Bangka adalah :

= Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata;

= Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

= Melakukan promosi atau pemasaran;

= Menyusun regulasi pemerintah berkaitan dengan pariwisata; dan

= Meningkatkan infrastruktur utama dan pendukung pariwisata.
Rendahnya Aksesibilitas dan Pelayanan Kebersihan

Upaya pemerintah Kabupaten Bangka dalam menangani masalah
lingkungan hidup terutama yang berkaitan dengan kebersihan sudah
menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada tahun 2016, persentase
penanganan sampah sudah mencapai 91,30%. Namun masih terdapat
beberapa kendala, yaitu masih terbatasnya armada kebersihan,

terbatasnya anggaran, prasarana Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan
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Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) belum optimal serta belum
merata di seluruh kecamatan, sehingga tidak seluruhnya masyarakat
merasakan pelayanan kebersihan yang telah disediakan oleh pemerintah

Kabupaten Bangka.
3. Disparitas Perekonomian Antar Kecamatan (Perekonomian)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan syarat mutlak dalam
meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah yang tentunya
disertai dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita
masyarakat. Meningkatnya pendapatan berarti kemampuan daya beli
masyarakat, kemampuan menabung (saving) serta kemampuan untuk
berinvestasi juga semakin meningkat. Dalam kurun waktu lima tahun
terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka cenderung
berfluktuatif dengan rataan 4,93 persen. Menurut pendekatan produksi,
perekonomian Kabupaten Bangka didominasi oleh 3 (tiga) sektor utama
(core sector) yaitu : (1) sektor industri pengolahan dengan kontribusi
sebesar 21,85 persen terhadap PDRB, notabene merupakan representasi
dari sektor industri pengolahan non migas terutama sub sektor industri
logam timah dengan rataan pertumbuhan (real growth) mencapai 3,76
persen, menempatkan sektor industri pengolahan menjadi prime mover
perekonomian daerah; (2) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
merupakan salah satu kontributor PDRB terbesar dalam perekonomian,
sekaligus juga diproyeksi menjadi the next prime mover dengan rataan
kontribusi sebesar 21,71 persen, pertumbuhan (real growth) hingga
mencapai 7,09 persen. Sebagai katalisator perekonomian, sektor
pertanian cenderung memiliki keunggulan komperatif dibandingkan
dengan sektor lainnya; (3) sektor pertambangan dan penggalian dengan
rataan kontribusi sebesar 12,57 persen, rataan pertumbuhan (real
growth) mencapai 0,59 persen. Dalam kurun waktu terakhir, kontribusi
sektor ini justru memiliki trend yang semakin menurun karena secara
fisik sektor tersebut memang bersifat unrenewable.

Perbandingan yang dapat memberikan nilai absolut masing-masing
daerah sebagai gambaran kinerja adalah dengan cara membandingkan
tingkat pertumbuhan ekonomi dengan nilai PDRB per Kapita kecamatan

terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB per Kapita
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Kabupaten Bangka. Hal menarik yang ditunjukkan dari hasil

perbandingan sebagai berikut :

Perbandingan yang dapat memberikan nilai absolut masing-masing

daerah sebagai gambaran kinerja adalah dengan cara membandingkan

tingkat pertumbuhan ekonomi dengan nilai PDRB per Kapita kecamatan
terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB per Kapita

Kabupaten Bangka. Hal menarik yang ditunjukkan dari hasil

perbandingan sebagai berikut :

a. Kecamatan Bakam ternyata tetap berada pada kuadran II pada tahun
2016, selain itu Kecamatan Belinyu dan Riau Silip ternyata berada
pada kuadran II pada tahun 2016 yang merupakan daerah cepat maju
dan cepat tumbuh (High Income and High Growth) karena sektor
ekonomi tumbuh seiring dengan peningkatan PDRB per Kapita.
menggeser Kecamatan Merawang yang pada tahun 2016 berada pada
kuadran III.

b. Kecamatan Pemali ternyata bergeser ke Kuadran IV pada tahun 2016,
kecuali Mendo Barat dan Puding Besar yang memang selama lima
tahun terakhir tetap berada pada kuadran I yakni termasuk daerah
berkembang cepat (High Growt but Low Income). Ini berarti bahwa
pembangunan yang dilakukan di semua sektor perekonomian
didaerah tersebut lebih memiliki daya tahan (resistensi) terhadap
gejolak perekonomian disebabkan perekonomian di daerah tersebut
tidak dimonopoli oleh sektor tertentu.

c. Kecamatan Sungailiat tetap berada pada kuadran IlI, atau daerah maju
tapi tertekan (High Income but Low Growth) disebabkan perekonomian
cenderung didominasi oleh sektor primer terutama sektor pertanian
sehingga mendorong tingginya PDRB per Kapita namun tidak disertai
dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu terjadi pergeseran antara
Kecamatan Riau Silip yang sebelumnya berada pada kuadran III
ternyata pada tahun 2016 bergeser ke kuadran II digantikan
Kecamatan Merawang. Oleh karena itu tingginya PDRB per Kapita
daerah tersebut belum tentu berkorelasi positip terhadap peningkatan

pendapatan masyarakat setempat.

RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2018 II-163



Pemerintah Kabupaten Bangka

d. Kecamatan Pemali menggeser Kecamatan Belinyu pada tahun 2016
dengan berada pada kuadran IV yang merupakan daerah relatif
tertinggal (Low Income and Low Growth). Kondisi tersebut lebih
dipengaruhi sektor primer terutama pertambangan dan penggalian
yang pertumbuhannya semakin melambat dalam kurun waktu tiga
tahun terakhir sehingga daerah tersebut sangat sulit untuk beranjak
kearah yang lebih baik. Pergeseran sektor pertambangan sebagai
prime mover Kecamatan Pemali selama ini ke sektor-sektor unggulan
lainnya seperti pertanian dan pengangkutan dan komunikasi
diharapkan mampu the next prime mover dalam pembentukan PDRB
sehingga kedepan, diproyeksi akan mengalami pergeseran kuadran ke
arah yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kebijakan
strategis seperti inovasi dibidang pertanian dengan penggunaan
teknologi pertanian untuk mendorong meningkatnya daya saing
daerah.

Informasi kuadran kinerja pembangunan ekonomi kecamatan pada

tahun 2012 secara detail tersaji pada diagram berikut ini.

Diagram 2.2
Kuadran Kinerja Pembangunan Ekonomi Kecamatan, 2012
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Informasi kuadran kinerja pembangunan ekonomi kecamatan pada tahun

2016 secara detail tersaji pada diagram berikut ini.
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Diagram 2.3
Kuadran Kinerja Pembangunan Ekonomi Kecamatan, 2016
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4. Tingkat Kemiskinan, Disparitas dan Pengangguran

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka pada
tahun 2015 sebesar 5,63% dan pada tahun 2016 menurun menjadi
5,52% atau berkurang 0,11%. Secara rataan nasional, tingkat kemiskinan
di Kabupaten Bangka masih tergolong rendah, namun bagaimanapun
kemiskinan tetaplah sebuah “aib” bagi keberhasilan pembangunan
sehingga perlu ditekan serendah mungkin. Pada dasarnya, kemiskinan
mempunyai korelasi terhadap disparitas pendapatan, semakin kecil
disparitas pendapatan masyarakat maka semakin rendah pula tingkat
kemiskinan. Oleh karena itu, pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten
Bangka menargetkan disparitas pendapatan yang didasarkan pada
penghitungan indek gini (gini ratio) tetap berada pada level rendah (0,00
- 0,30) yakni sebesar 0,27.

5. Implementasi Reformasi Birokrasi Belum Optimal

Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan suatu proses transformasi
pemikiran yang terarah pada tatanan birokrasi yang efektif dan efisien
sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada
masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya di Kabupaten Bangka masih

belum optimal saat ini. Pada tahun 2016, Opini Hasil Pemeriksaan atas
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LKPD tahun sebelumnya belum mencapai WTP dan persentase aparatur

pemerintah yang memiliki kompetensi perlu ditingkatkan, dengan angka

baru mencapai 60,96%. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan,

diantaranya adalah :

= Masih rendahnya kompetensi dan profesionalisme aparatur.
Birokrasi pemerintahan dipengaruhi oleh kemampuan dan etika moral
aparatur yang keberadaannya dikaitkan dengan tertib administrasi
pelayanan baik internal maupun eksternal dengan mengesampingkan
kekuasaan dan kepentingan pribadi dalam menjalankan birokrasi.

= Masih sulitnya menerapkan perilaku yang didasari oleh etika dalam
reformasi birokrasi. Kebanyakan para pegawai sulit mengubah
kebiasaan dan pola pikir dalam menyesuaikan reformasi birokrasi,
sehingga masih terjadi penyimpangan pelanggaran hukum.

= Masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah.
Reformasi birokrasi membutuhkan pendanaan yang cukup untuk
mendukung setiap kebijakan yang diambil baik itu melalui reformasi

kelembagaan, tata laksana maupun sumber daya manusia.
6. Rendahnya Stabilitas Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi
setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup
baik jumlah dan mutunya, aman, merata dan terjangkau bagi setiap
individu. Kebutuhan masyarakat akan pangan akan semakin meningkat
seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kondisi ketahanan
pangan dapat dicirikan dengan terpenuhinya komoditas pangan pokok di
masyarakat yang mana kebutuhan akan karbohidrat yang berasal dari
beras merupakan kebutuhan utama dari masyarakat, disamping
kebutuhan pangan lainnya yang juga harus dipersiapkan. Seiring dengan
meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bangka, perkembangan
luas lahan serta aktivitas ekonomi masyarakat yang terus berkembang,
terdapat beberapa permasalahan yang harus diperhatikan yaitu :
= Tingginya ketergantungan terhadap ekspor bahan pangan dari luar
daerah sehingga mempengaruhi tingkat harga kebutuhan pokok
ditingkat pengecer.

= Semakin tingginya alih fungsi pertanian ke non pertanian.
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= Menurunnya kesuburan lahan pertanian.
= Tingginya penggunaan bahan kimia berbahaya untuk bahan tambahan
pangan.

= Belum optimalnya pendampingan oleh penyuluh pertanian.
7. Rendahnya Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, kualitas pelayanan yang belum optimal karena
belum semua sarana pelayanan kesehatan melaksanakan standar
pelayanan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 di Kabupaten Bangka
terdapat 6 Rumah Sakit, 12 Puskesmas, 33 Puskesmas Pembantu. Dengan
jumlah penduduk sebesar 311.525 jiwa pada tahun 2016 maka setiap
puskesmas melayani 25.960 orang, Kondisi tersebut cukup ideal, sesuai
dengan standar yang mana setiap puskesmas melayani 30.000 orang.
Jumlah dokter yang berada di unit pelayanan kesehatan yang pada tahun
2016 terdapat 154 orang (dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi),
dengan rasio ideal adalah 40 dokter per 100.000 penduduk, maka jumlah
dokter di Kabupaten Bangka sudah cukup ideal (49,43 dokter/100.000
penduduk), namun proporsinya yang perlu diperhatikan kedepan. Begitu
juga jumlah tenaga paramedis keperawatan yang pada tahun 2016

berjumlah 743 orang namun penyebarannya masih belum merata.
8. Disparitas Perekonomian Antar Kecamatan (Infrastruktur)

Perkembangan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi mempunyai
hubungan yang erat dan saling ketergantungan satu sama lain.
Infrastruktur pada dasarnya merupakan asset pemerintah yang dibangun
dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, meliputi jalan, jembatan,
pelayanan transportasi (pelabuhan, bandar udara), air bersih, manajemen

limbah dan distribusi energi dan gas.

Infrastruktur yang dibangun pemerintah Kabupaten Bangka merupakan
sarana pendukung konektivitas, mobilitas antar daerah dan aksessibilitas
simpul produksi untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah
sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan,
kehutanan, pertambangan dan pengadaan listrik dan gas di Kabupaten
Bangka. Sehingga pembangunan infrastruktur dapat dianggap sebagai

strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
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Masih rendahnya kualitas dan kuantitas dari penyediaan infrastuktur
yang ada di Kabupaten Bangka pada tahun 2016, dikarenakan
terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bangka.
Justifikasinya ditinjau dari panjang jembatan baik berada dalam level
88,70%, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik yang baru
mencapai 70,00% dan drainase dalam kondisi baik hanya sebesar 58,72%
. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bangka berupaya melakukan
pendekatan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi guna
mendapatkan anggaran untuk kegiatan pembangunan dan peningkatan

maupun perbaikan infrastruktur di Kabupaten Bangka.
9. Kurangnya Ketaatan Terhadap RTRW

Kabupaten Bangka telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun
2010 - 2030. Dengan disahkannya Peraturan Daerah ini diharapkan
tersedianya rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bangka yang
konsisten dan efektif sesuai dengan kaidah penataan ruang diantaranya
mengindahkan kenyamanan lingkungan, keamanan serta budaya dan
adat masyarakat setempat, tertibnya pemanfaatan ruang dan
meningkatnya kinerja kelembagaan pengelolaan penataan ruang di pusat
dan daerah. Pada tahun 2016, realisasi ketaatan RTRW menunjukkan
hasil cukup meningkat, dengan persentase 95,92% dibandingkan pada
tahun 2015 yaitu 95,00%.
Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka sehingga berdampak kurang
ketaatan terhadap RTRW, diantaranya :
= Belum adanya ketegasan hukum bagi setiap orang yang melanggar
ketentuan dalam ruang. Artinya bahwa setiap orang yang melakukan
penyimpangan penggunaan rencana tata ruang tidak pernah diberikan
sanksi.
= Dalam penetapan rencana tata ruang lebih banyak didominasi oleh
keputusan politik, sehingga obyektifitas terhadap karakteristik
wilayah menjadi tidak dapat berjalan dengan baik.
= Dalam menghadapi otonomi daerah setiap daerah dituntut untuk

meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga setiap upaya
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pemanfataan tata ruang diupayakan harus dapat memberikan

sumbangan nilai ekonomi bagi daerah.
10. Rendahnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Hasil pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Bangka
menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, hal ini dilihat dari
meningkatnya rataan capaian indikator bidang pendidikan selama 5
(lima) tahun terakhir. Namun, capaian indikator tersebut masih perlu
ditingkatkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Angka
Partisipasi Sekolah (APS) untuk tingkat SD/MI pada tahun 2016
meningkat menjadi 107,21 persen. Sedangkan APS untuk tingkat
SMP/MTs pada tahun 2016 sebesar 91,78 persen. Capaian indikator APS
tingkat SMP/MTs tersebut perlu diperhatikan secara seksama, terutama
menjelang rencana pemerintah merintis Program Wajib Belajar
Pendidikan Menengah 12 Tahun. Oleh karena itu, dalam lima tahun
kedepan APS tingkat SMP/MTs secara sistematis harus terus mengalami
peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai diatas 100 persen
agar tercipta korelasi yang positip antara peningkatan APS dengan
Program Wajib Belajar Pendidikan Menangah 12 Tahun. Begitu juga
dengan Angka Melek Huruf (AMH) yang pada tahun 2016 mencapai
sebesar 97,77 persen. Tingginya AMH tersebut menunjukkan bahwa
kinerja pembangunan di bidang pendidikan cukup berhasil. Namun
demikian belum sepenuhnya berhasil dalam meminimalisir buta aksara
di Kabupaten Bangka. Oleh sebab itu, yang perlu dicermati dan ditangani
adalah penanganan pada penduduk buta aksara usia 45 - 65 tahun dan 65
tahun keatas, yang masuk dalam kategori usia tidak produktif lagi, namun
menjadi salah satu indikator dalam penghitungan Indek Pembangunan
Manusia (IPM), sehingga secara langsung merupakan salah satu faktor
penyebab ketertinggalan IPM Kabupaten Bangka (peringkat 3)
dibandingkan dengan Kota Pangkalpinang (peringkat 1) dan Kabupaten
Belitung (peringkat 2). Kedepan, AMH ditargetkan mengalami penurunan
hingga mencapai 98,90 pada tahun 2018, sehingga multiplayer effect yang
ditimbulkan dapat meningkatkan IPM Kabupaten Bangka secara

signifikan.
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